
In
d

o
n

esia 2019
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92 Menteng

Jakarta  |  Telepon (021) 315-8032
email : contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com 

Jelang akhir tahun 2019, The Indonesian Institute, Center for Public Policy 
Research (TII) kembali mengeluarkan Laporan Tahunan, INDONESIA 
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publik di tahun terkait. Kali ini, kami mengangkat empat topik kebijakan, 
yang meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial, dengan merujuk 
pada isu-isu kebijakan publik yang kami nilai sangat penting dan hangat, 
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Jelang akhir tahun 2019, The Indonesian Institute, Center for Public 
Policy Research (TII) kembali mengeluarkan Laporan Tahunan, 
INDONESIA 2019, yang memberikan analisis kami terhadap peristiwa 
dan kebijakan publik di tahun terkait. Kali ini, kami mengangkat empat 
topik kebijakan, yang meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, dan 
sosial, dengan merujuk pada isu-isu kebijakan publik yang kami nilai 
sangat penting dan hangat, yang terjadi di tahun 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun yang dapat dibilang sangat dinamis dan 
hangat, terutama mengingat di tahun inilah, Indonesia pertama kalinya 
melangsungkan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, 
serta anggota legislatif secara serentak. Terlebih, sebelumnya, di 
tahun 2018, Indonesia juga baru saja menyelenggarakan pemilihan 
kepala daerah serentak dan gerilya partai-partai politik untuk 
berkoalisi jelang Pemilu 2019, yang sedikit banyak juga mempengaruhi 
suhu politik di tahun 2019.

Terkait itulah, di bidang politik, INDONESIA 2019, tertarik untuk 
mengangkat topik terkait dinamika Pemilu 2019. Dua topik kami ulas 
secara komprehensif berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara 
terbatas tentang isu terkait. Pertama, topik tentang tipologi partai 
politik, terutama partai-partai yang berkompetisi di Pemilu 2019. 
Temuan kami menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, merujuk 
literatur terkait, terdapat lima tipe kategori partai yang muncul, yaitu: 
catch all-party personalistic; catch all party-programmatic; catch all 
party programmatic dan match all party-programmatic, match all party-
programmatic. 

Kami juga menganalisis partai politik peserta Pemilu 2019 berdasarkan 
orientasi partai, baik the vote-seeking party maupun the office-seeking 
party. Temuan laporan ini menggarisbawahi lemahnya hubungan 
antara ideologi dan arah gerak partai, dan masih kentalnya persoalan 
institutionalisasi partai politik di Indonesia. Untuk itu, reformasi 
internal partai politik, baik terkait penguatan kelembagaan, perbaikan 
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rekrutmen, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, menjadi 
beberapa hal yang kami rekomendasikan dalam INDONESIA 2019.

Pesan serupa juga berkelindan dengan topik kedua dalam bidang politik yang kami 
angkat di INDONESIA 2019 kali ini. Di bagian ini, ulasan kami memusatkan 
perhatian pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) di Provinsi Jawa Tengah dan 
Jawa Timur, yang merupakan dua provinsi dengan intensitas praktik patronase 
politik tertinggi pada Pemilu 2014. Laporan kami juga menemukan praktik 
serupa di Pemilu 2019, dimana sistem proporsional terbuka dan besarnya jumlah 
konstituen, telah menjadikan praktik jual beli suara sebagai pilihan pragmatis bagi 
para kandidat, pun berbiaya sangat mahal.

Analisis kami terkait Pileg 2019 lewat wawancara terbatas dengan para 
narasumber juga menunjukkan betapa demokrasi, khususnya pemilu, telah lama 
menciptakan logika dan industrinya sendiri. Temuan kami memperlihatkan adanya 
beragam tim pendukung kandidat legislatif, baik dari yang sifatnya resmi dalam 
tim sukses, maupun tim relawan, yang bekerja beriringan dan saling melengkapi 
dalam menjalankan politik uang di lapangan. Hal ini tentu menjadi catatan merah 
bagi demokrasi kita. 

Untuk itulah, kami mendorong beberapa rekomendasi, seperti: inklusi proses 
kandidasi oleh partai politik, mengkaji kembali Undang-Undang (UU) tentang 
Partai Politik, dan mendorong pemberlakuan kembali sistem proporsional 
tertutup, hanya dengan catatan, partai politik telah benar-benar mereformasi 
organisasi dan perangkatnya dalam menjalankan fungsinya secara substansial 
sebagai salah satu pilar demokrasi. 

Selain isu politik, isu hukum juga tidak kalah menjadi sorotan sepanjangan 
tahun 2019. Lolosnya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polemik 
Rancangan UU (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan 
belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), wacana 
amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan mengembalikan Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN), adalah beberapa persoalan hukum yang 
juga mengundang kritik dan aktivisme masyarakat sipil. Di aspek ini pulalah, 
INDONESIA 2019 menyoroti perkembangan hukum di Indonesia, dari aspek 
politik hukum.

Dalam hal ini, kajian politik hukum melihat bahwa konfigurasi politik suatu 
pemerintahan ikut menentukan produk hukum yang dihasilkan. Hal ini juga terlihat 
dalam era transisi dan jelang periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
dimana laporan ini menemukan bermasalahnya proses pencanangan kebijakan 
dan RUU sebagai kemunduran dalam demokrasi dan semangat reformasi yang 
sudah menginjak 21 tahun. Rekomendasi kami terkait hal ini adalah memulihkan 
mekanisme checks and balances dan mengoreksi kecenderungan legislative heavy, 
dengan cara mengkaji kembali ketentuan mengenai presidential threshold dan juga 
UU Pemilu terkini.
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Di bidang ekonomi, INDONESIA 2019, TII konsisten melakukan kajian terhadap 
kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia dengan merujuk pada laporan Fraser 
Institute tentang Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia (2019), dimana Indonesia 
berada di peringkat ke-54 dari 162 negara yang dikaji (naik 14 peringkat dari tahun 
2018). Dalam laporan tahun ini, kami menambahkan analisis kami di aspek daya 
saing Indonesia dalam mengkaji kebebasan ekonomi di tahun 2019 ini. Hal ini 
menarik mengingat menurunnya peringkat Indonesia secara signifikan di tahun 
ini, meskipun Indonesia memperoleh nilai cukup tinggi untuk pilar stabilitas 
makroekonomi dan ukuran pangsa pasar, yang juga penting untuk pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan.

INDONESIA 2019 di bidang ekonomi, mencatat beberapa kemajuan, 
diantaranya terkait tingginya konsumsi rumah tangga dibandingkan 
pemerintah; komitmen pemerintah terkait kemudahan investasi lewat  
Online Single Submission dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta 
keberhasilan pemerintah menjaga tingkat inflasi. Di sisi lain, kami juga 
mengkritisi kondisi ekonomi di Indonesia. Misalnya, penurunan kredit karena  
pertumbuhan ekonomi yang cukup lemah, kurang diikutsertakannya  
sektor swasta dalam proyek infrastruktur pemerintah, serta masih 
belum terakomodirnya penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja.  
Konsern terakhir ini juga pernah TII angkat dalam INDONESIA 2019.

Untuk itu, TII juga mengingatkan kembali kepada para pembuat kebijakan 
dan pemangku kepentingan terkait, akan pentingnya mempertimbangkan dan 
mengutamakan kebebasan ekonomi dalam proses pembangunan. Hal ini perlu 
dilakukan dengan mendorong kesempatan yang setara bagi setiap individu 
untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan kepastian dalam penegakan hukum  
dalam rangka menciptakan kesejahteraan. 

Terkait dengan kebebasan ekonomi dan kesejahteraan, INDONESIA 2019 
juga mengangkat topik tentang Kartu Pra-Kerja. Meskipun angka pengangguran 
di Indonesia menurun dari waktu ke waktu, masalah ini tetap harus menjadi 
perhatian untuk ditangani dengan serius karena masalah ini juga ikut  
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terkait 
dengan hal itu, Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah 
untuk mempersiapkan tenaga kerja sebelum memasuki lapangan kerja, 
mengatasi pengangguran, serta memberikan jaminan sosial. Di sini, laporan 
kami menekankan pada pentingnya kolaborasi antara beragam pihak dalam 
melaksanakan kebijakan Kartu Pra-Kerja, termasuk Tim Project Management 
Officer (PMO) yang akan dibentuk. Analisis kami juga menggarisbawahi 
pentingnya komitmen dan penguatan kepemimimpinan dan adanya pihak yang 
dapat mendorong keberlangsungan kolaborasi tersebut dengan efektif dan relevan  
dengan kepentingan pelaksanaan kebijakan Kartu Pra-Kerja.

Rekomendasi kami terkait kolaborasi tersebut adalah: mematangkan 
perencanaan dan pengelolaan kolaborasi; pemilihan Tim PMO Kartu Pra-Kerja 
yang profesional, akuntabel, dan berintegritas; mendorong hubungan yang intens 
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antara PMO dengan sektor industri lewat insentif yang jelas sehingga sesuai 
dengan tenaga kerja yang dihasilkan, serta memperkuat UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan wacana UU Cipta Lapangan Kerja agar sinkron 
dengan upaya-upaya untuk mengatasi penggangguran di Indonesia. 

Sementara, terkait isu sosial dan komitmen kami untuk meningkatkan kesadaran 
dan kepekaan gender, serta kebijakan berbasis gender, dalam INDONESIA 
2019, kami mengangkat permasalahan tentang RUU P-KS, khususnya dengan 
mengkaji pemberitaan mengenai hal ini oleh media. Pro dan kontra terhadap 
upaya pengesahan RUU P-KS baik di tengah masyarakat maupun di pemerintah 
dan parlemen, secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh 
pemberitaan oleh media dan posisi media terkait RUU P-KS, serta porsi dan 
model pemberitaan yang mereka lakukan. 

Untuk mengetahui peran dan posisi media dalam isu RUU P-KS, kami melakukan 
media monitoring terbatas atas lima media pemberitaan daring yang kredibel 
untuk rujukan analisis kami. Pengamatan kami selama periode Januari-September 
2019 menemukan bahwa pemberitaan media membawa nuansa positif maupun 
negatif terkait RUU P-KS, meskipun media telah ikut menjadikan RUU ini sebagai 
atensi masyarakat. Di sisi lain, RUU P-KS dalam perjalanannya, belum sampai 
pada adopsi kebijakan. 

Rekomendasi TII terkait hal ini adalah mendorong peran maksimal media untuk 
mendukung advokasi kebijakan hingga tahap adopsi kebijakan lewat edukasi 
masyarakat tentang RUU P-KS dengan hasil riset berbasis data dan fakta yang 
relevan. Media dapat berjejaring dengan para pemangku kepentingan terkait yang 
juga memperjuangkan hal ini. Selain itu, media perlu mengemas informasi tersebut 
dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat dan memberikan perspektif 
gender, khususnya dari pengalaman program. Kami juga menggarisbawahi bahwa 
RUU P-KS hanya akan bisa lolos jika menjadi konsern dan kepentingan bersama, 
dimana media juga sangat berperan dalam upaya mendorong advokasi kebijakan 
dan edukasi masyarakat terkait permasalahan kekerasan seksual yang harus 
dipandang serius dan ditindaklanjuti dengan serius pula.

Demikian gambaran umum mengenai INDONESIA 2019. Lewat publikasi 
dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan 
signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait 
analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2019 dapat 
dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan 
publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa 
kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami 
dalam pembuatan INDONESIA 2019.

Adinda Tenriangke Muchtar
Direktur Eksekutif
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SMK = Sekolah Menengah Kejuruan
SMP = Sekolah Menengah Pertama 
SMRC = Saiful Muljani Research & Consulting
Stranas PK = Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
S&P = Standard & Poor
THR = Tunjangan Hari Raya
TNI = Tentara Nasional Indonesia
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
TC = Training Center
UU = Undang-Undang
UUD 1945 = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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UPT = Unit Pelaksana Teknis
UU ITE = Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Valas = Valuta Asing
WEF = World Economic Forum 
WTO = World Trade Organization
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Pendahuluan

Hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 telah 
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada  

21 Mei 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut hanya sembilan 
partai politik (parpol) yang mendapat suara 4% dari total suara sah 
sebagai ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Sembilan 
parpol tersebut menduduki 575 kursi Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Jumlah 
kursi tersebut tersebar di 80 daerah pemilihan di seluruh Indonesia 
untuk pemilihan anggota DPR RI. 

Jumlah kursi DPR bertambah 15 kursi dibanding periode 
sebelumnya yang hanya memperebutkan 560 kursi dari 77 
dapil. Penambahan dapil tersebut terjadi di tiga wilayah, yaitu  
Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, terjadi dinamika perolehan 
suara partai-partai politik dalam Pileg 2019. Dinamika perolehan 
suara pada Pileg 2019 terlihat jika dibandingkan dengan 
perolehan suara pada Pileg 2014. Menarik untuk mengulas 
persaingan antar parpol ditinjau dari tipologi parpol di Indonesia 
saat ini. Saat ini, parpol yang berbasis massa Islam maupun 
yang nasionalis mengalami penurunan. Hal ini terlihat seperti 
yang terjadi pada suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Namun, partai 
berbasis massa Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
mengalami lonjakan luar biasa. Sementara, partai yang berbasis 
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nasionalis seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengalami 
hal yang serupa. Gambaran ini menunjukkan polarisasi ideologi partai  
tidak lagi terlihat lagi di pemilu-pemilu pasca Reformasi.

Kondisi tersebut berbeda dengan Pemilu pada tahun 1955, di mana tipologi 
partai peserta Pemilu 1955 masuk dalam beberapa kelompok, yaitu 
komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokrat, tradisionalisme 
Jawa, dan Islam (Feith dan Castles, 1988). Pengelompokan ini didasarkan 
atas ideologi yang diusung oleh partai-partai peserta Pemilu 1955. Hal 
ini sangat relevan karena konteks zaman saat itu, pertarungan ideologi  
sangat kuat menyelimuti antar parpol.

Sedangkan di era Orde Baru, kebijakan penyederhanaan parpol dengan 
menggabungkan partai-partai politik berdasarkan tipologi Nasionalis dan Islam 
menghasilkan tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI), dan PPP. Keberadaan PPP merepresentasikan kelompok Islam. 
PDI dan Golkar merepresentasikan kelompok nasionalis. Namun bedanya, 
Golkar dianggap merepresentasikan partai modern yang mengawal program 
pembangunan pemerintah.

Kemudian, tumbangnya rezim Orde Baru memunculkan semangat untuk 
kembali ke era Pemilu 1955. Pemilu pertama pasca Reformasi di tahun 1999, 
melahirkan banyak parpol yang merepresentasikan aliran ideologi. Peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan 
tipologi parpol pasca Orde Baru mirip dengan kondisi partai tahun 1950-an. 
Misalnya, sosialis kiri (Partai Buruh); sosial demokrat dianut Partai Persatuan 
Indonesia Baru (PPIB); nasionalis kerakyatan (Partai Demokrasi Indonesia-
Perjuangan, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Nasional Indonesia Massa 
Marhaen, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia); nasionalis borjuis 
(Golkar, Hanura, Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Barisan 
Nasional); Islam modernis (Partai Amanat Nasional, Partai Matahari Baru, 
PKS, Partai Bulan Bintang dan separuh PPP); Islam dan Sosialis (Partai Bintang 
Reformasi); Islam tradisionalis (Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nahdlatul 
Ulama; separuh PPP plus partai beraliran Nahdlatul Ulama); partai-partai kecil 
beraliran campuran, sosialisme dan nasionalisme (lipi.go.id, 16/10/2008).

Namun berbeda dengan kerangka yang dipakai Daniel Dhakidae, 
pengelompokan ideologis parpol di Indonesia dapat ditarik dari dua kutub 
yang saling berlawanan, yaitu kutub sekuler-kutub Islam dan kutub  
kerakyatan-kutub pro pasar. Sementara itu, Pratikno (2007) menggunakan 
kategori populis elitis untuk melengkapi kategori Sekuler/Barat-Islamis 
sebagai basis ideologis parpol kontemporer di Indonesia. Menggabungkan 
kedua skema itu, orientasi ideologis parpol di Indonesia, penggunaan 
kategori sekuler dan Islam masih masih tetap relevan digunakan, sedangkan 
Jawa dan luar Jawa tidak lagi relevan sebagai dasar pengelompokan basis 
kepartaian. Sebagai gantinya, orientasi kebijakan antara yang elitis dan pro 
pasar dan populis proteksionis melengkapi kategorisasi parpol di Indonesia  
(dalam Makhasin, 2016).
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Di sisi lain, seiring dinamika yang berkembang, persaingan politik aliran 
kemudian memudar. Mayoritas partai-partai di Indonesia yang didirikan 
setelah reformasi, cenderung tergolong dalam tipologi catch-all parties (Mellaz 
dan Kartawidjaja, 2018). Memudarnya ideologi dalam konstelasi politik pasca 
reformasi, membuat parpol cenderung pragmatis dan transaksional. Hal ini 
menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam 
berkontestasi. Semua partai dalam pemilu akhirnya cenderung ke “tengah” 
atau lebih moderat, dan berebut ceruk yang sama dengan partai-partai yang 
lain. Fenomena ini akhirnya juga mendorong parpol berebut suara dengan 
menawarkan pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek dalam 
kampanye pemilu. Pragmatisme parpol dapat dilihat juga berdasarkan pola koalisi 
dan perubahan dalam koalisi. Pragmatisme parpol menimbulkan persoalan,  
seperti lemahnya institusionalisasi parpol.

Terkait dengan hal itu, parpol seakan hanya menjadi kendaraan politik 
untuk segelintir orang untuk mendapatkan kekuasaan. Mahar politik 
maupun biaya kampanye politik menjadi tinggi. Tingginya biaya politik 
menyebabkan pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif  seringkali 
terganjal dengan kasus korupsi. Inilah yang menyebabkan kenapa  
kepercayaan publik semakin rendah terhadap parpol. 

Oleh karena itu, laporan tahunan ini menyoroti tipologi parpol yang 
berlaga di Pemilu 2019. Hal ini penting untuk dapat menjadi masukan 
bagi perumusan kebijakan terkait Undang-Undang (UU) tentang  
Partai Politik maupun perbaikan parpol ke depan.  

Metodologi Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005). 

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, 
menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua 
menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Kebanyakan 
penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan explanatory (Sukmadinata, 2005). 

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode studi dokumentasi dan 
kepustakaan. Menurut Arikunto (2010), studi dokumentasi adalah suatu 
teknik yang digunakan dan mencari data mengenai hal-hal atau catatan-
catatan, buku-buku, surat kabar, prasasti, kajian kurikulum dan sebagainya. 

Sedangkan metode kepustakaan menurut Sugiyono (2012), berkaitan dengan 
kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan 
norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu, studi 
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kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian 
tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

Partai Politik

Menurut Sigmun Neumaan dalam bukunya Modern Political Party (1956), 
parpol merupakan sebuah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang 
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan 
rakyat atas dasar persaingan satu golongan dengan golongan lainnya yang 
memiliki pandangan berbeda (Budiardjo, 2009). 

Menurut Alan Ware (1996), untuk melihat parpol terdapat dua pendekatan 
yang dapat digunakan, yaitu pertama berorientasi pada kompetisi. Artinya, 
parpol mensyaratkan untuk berkompetisi dengan parpol lainnya, baik dalam 
pemilu ataupun beradu argumen dalam parlemen. Kedua adalah pendekatan 
institusional. Parpol berbeda dengan kelompok penekan atau organisasi 
massa, sebab parpol menjadi organisasi yang legal untuk mendudukan 
kadernya dalam pemerintahan.

Parpol merupakan institusi yang penting dalam sistem demokrasi dan aktor 
non-negara yang paling strategis dalam sistem demokrasi. Parpol berperan 
dalam proses pembuatan kebijakan publik. Thomas Meyer (2012) menyatakan 
bahwa parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh 
organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan parpol di posisi pusat 
(‘political centrality’). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi: 

1)	 Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang 
ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi 
sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Platform tersebut 
diharapkan mampu menarik banyak suara dari rakyat, sehingga parpol 
akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus 
mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi 
program kebijakan publik. 

2)	 Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan 
dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. 
Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang 
kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

Tipologi Partai Politik

Tipologi partai masih menjadi perdebatan di antara ilmuwan politik. Perdebatan 
tersebut dikarenakan perbedaan kriteria untuk mengklasifikasi parpol yang 
hingga saat ini berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat. Menurut 
Surbakti (1999), tipologi parpol merupakan pengklasifikasian parpol yang 
dapat dilakukan dengan kriteria tertentu. Misalnya, asas orientasi, komposisi 
dan fungsi anggota, serta basis sosial dan tujuan. 
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Selanjutnya, secara sederhana Angelo Panebianco (1988), membagi tiga 
macam tipologi parpol, yaitu, Partai Elit, Partai Massa dan Catch-All Parties 
(dalam Rod Hague and Martin Harrop, 2004). (1) partai elit (elite party), 
yakni partai yang dibentuk dan merepresentasikan kepentingan kelompok elit 
(di masa lalu adalah bangsawan); (2) partai massa (mass party), yang dibentuk 
oleh kelompok masyarakat untuk mengaspirasikan kepentingan masyarakat di 
akar rumput (grassroot). Kemudian muncul satu tipologi baru yang biasanya 
disebut dengan (3) catch-all party, atau partai lintas kelompok. Partai lintas 
kelompok ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat memiliki 
banyak pilihan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih memajukan pilihan 
rasional daripada ideologi yang klasik.

Berbeda dengan Panebianco, Richard Gunter and Larry Diamond (2003), 
mengkritisi tipologi parpol di atas. Menurut mereka, tipologi tersebut 
merepresentasikan perkembangan parpol di Eropa Barat, tapi tidak bisa 
diaplikasikan untuk melihat perkembangan parpol di wilayah lain di dunia, 
termasuk Asia Tenggara. Gunther dan Diamond membagi parpol berdasarkan 
tiga kriteria. Pertama adalah sifat dari keorganisasian partai, yang kedua 
adalah orientasi atau komitmen pragmatik partai, dan yang terakhir adalah 
norma perilaku partai, apakah ia partai yang toleran atau justru proto-
hegemonik dan tidak terlalu loyal atau bahkan anti dengan aturan demokrasi 
yang mengedepankan keberagaman (Aminuddin dan Ramdlan, 2015). 

Selanjutnya dari tiga keriteria itu, secara lebih kompleks, Gunther dan Diamond 
(2003) membangun lima pengelompokan atau yang mereka istilahkan dengan 
genus, yakni: partai yang berdasarkan pada kekuatan elit (elite-based party); 
berdasarkan pada kekuatan massa (mass-based party); berdasarkan pada 
etnisitas (ethnicity-based party); berdasarkan kekuatan elektoral (electoralist 
party),  serta berdasarkan pada kekuatan gerakan (movement party).

Berdasarkan pengelompokan yang dikemukakan oleh Gunther dan Diamond 
di atas, serta melihat kecenderungan saat ini, di mana pemilu menjadi arena 
paling utama aktivitas parpol, partai dengan aktivitas yang bertujuan untuk 
menjadikan pemilu sebagai satu-satunya sasaran penting terwakili oleh 
tipe partai elektoralis (electoralist party). Dalam rumpun partai elektoralis, 
terdapat tiga tipe, yakni partai catch-all dengan ketidakjelasan ideologi, tipe 
programmatic, dan tipe personalistic (Aminuddin dan Ramdlan, 2015). Tabel 1 
di bawah ini menjelaskan tentang ketiga tipe partai elektoralis tersebut.

Tabel 1.1.  Tipe Electoralist Party

Tipe Partai Definisi
Catch-All Party Parpol dengan karakteristik utama dengan ketidakjelasan ideologi 

dan platform dengan tingkat organisasi yang tidak terlalu mengakar.
Programmatic Party Parpol yang menitikberatkan pada daya tarik program-program 

yang dibawa oleh partai dan kandidatnya.
Personalistic Party Parpol yang bertumpu pada patronase yang kuat dengan adanya 

pemimpin yang kharismatik.
Sumber: Aminuddin dan Ramdlan, 2015.
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Berdasarkan ketiga tipe di atas, Aminuddin dan Ramdlan berpendapat (2015) 
bahwa partai-partai politik di Indonesia tampak menggabungkan ketiga unsur 
klasifikasi partai elektoral tersebut. Sementara, beberapa parpol di Indonesia 
cenderung berkembang di antara dua kutub (catch all-personalistic dan catch 
all-programmatic). 

Selanjutnya dari tiga tipe partai turunan partai elektoralis, polarisasi 
kepartaian Indonesia mempunyai tipe baru, yakni match-all party, yang 
dapat diidentifikasi sebagai kecenderungan partai untuk memadukan semua 
unsur pencapaiannya. Kehadiran spesies match-all party, yang di Indonesia 
cenderung terjadi pada partai-partai politik baru. Beberapa indikator match-all 
party adalah: ketiadaan basis massa atau modal sosial yang kuat sebelumnya, 
ketergantungan terhadap eksistensi figur dan program, serta pemanfaatan 
berbagai potensi untuk memperoleh keuntungan, baik pada dimensi citra 
maupun material. Partai yang masuk kategori match-all party, mempunyai ciri 
utama yang terletak pada tiadanya pembatasan ideologi, platform dan strategi 
untuk mengimplementasikan program-programnya. Definisi tegasnya adalah 
antonim dari partai catch-all (Aminuddin dan Ramdlan, 2015). Berdasarkan 
kepentingan untuk melihat persaingan antara partai dalam Pemilu 2019, 
penulisan laporan tahunan ini menggunakan kategori catch-all party, 
programmatic, personalistic dan match-all party. 

Selain itu, untuk melengkapi analisis dalam laporan ini, penulis juga akan 
membahas tentang orientasi partai. Kategori orientasi partai yang digunakan 
berdasarkan pendekatan Kaare Størm, yaitu dengan  pendekatan berbasis 
studi perilaku dan pilihan rasional. Størm membagi orientasi partai dalam 
tiga model (lihat Tabel 2), yaitu policy seeking, votes seeking, dan office seeking 
(dalam Mellaz dan Kartawidjaja, 2018). 

Tabel 1.2. Tipe Orientasi Partai

Tipe Orientasi 
Partai Definisi

The Policy-
Seeking Party

Partai yang berorientasi pada maksimalisasi dampak kebijakan yang di-
hasilkan sebagaimana tercermin dari berbagai literatur tentang fungsi par-
tai, seperti yang dipahami selama ini. Aspek utama dari model ini adalah, 
orientasi dan prioritas yang tinggi difokuskan pada aspek kebijakan yang 
diusung oleh partai. Kebijakan ini meliputi tidak saja program-program 
ataupun artikulasi ideologi partai, termasuk di dalamnya fokus terhadap 
isu-isu tertentu ataupun tuntutan-tuntutan partai.

The Votes-Seek-
ing Party

Partai yang berorientasi pada memaksimalisasi suaranya untuk pemenan-
gan pemilu untuk menguasai pemerintahan. Orientasi dasar model partai 
ini adalah pemenangan pemilu, sedangkan kebijakan ataupun posisi partai 
terhadap isu lebih lentur. Pada tingkat tertentu, kelenturan tersebut kerap 
dipergunakan sebagai intrumen ‘manipulatif’, dalam rangka maksimalisasi 
ataupun menjangkau semakin banyak suara.

The Office-
Seeking Party

Partai yang berorientasi pada maksimalisasi manfaat dan kontrol atas posi-
si yang dikuasainya. Orientasi utamanya adalah guna mengamankan posisi 
atau jabatan ini. Model partai ini berupaya untuk memegang kekuasaan, 
baik sendirian ataupun berbagi dengan pihak lainnya, baik dalam konteks 
eksistensi ataupun sebagai sistem penyeimbang, untuk memperoleh akses 
ke patron. Komitmen terhadap kebijakan merupakan hal yang dihindari 
oleh partai dalam model ini. Hal itu dipandang kontraproduktif dalam 
konteks koalisi ataupun pemilu, sebab dapat menjadi serangan terhadap 
partai lain dan menutup peluang berkoalisi.

Sumber: Mellaz dan Kartawidjaja, 2018.
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Temuan

Pemilu 2019 diikuti oleh enam belas parpol (lihat Tabel 3). Keenam belas 
parpol tersebut memperebutkan 575 kursi DPR periode 2019-2024. Jumlah 
kursi tersebut tersebar di 80 daerah pemilihan di seluruh Indonesia untuk 
pemilihan anggota DPR RI. 

Tabel 1.3. Hasil Pemilu Legislatif 2019

No Partai Jumlah Suara
1 PDI-P 27.053.961
2 Gerindra 17.594.839
3 Golkar 17.229.789
4 PKB 13.570.097
5 Nasdem 12.661.792
6 PKS 11.493.663
7 Demokrat 10.876.507
8 PAN 9.572.623
9 PPP 6.323.147

10 Perindo 3.738.320
11 Berkarya 2.929.495
12 PSI 2.650.361
13 Hanura 2.161.507
14 PBB 1.099.848
15 Garuda 702.536
16 PKPI 312.775

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), 2019.

Berdasarkan hasil Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/
KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD)  Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 
2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki peringkat 
teratas dalam perolehan suara. PDI-P mendapatkan  27.053.961 suara atau 
sama dengan 19,33 persen suara nasional. Kemudian diikuti oleh Gerindra 
dengan 17.594.839 suara, dan Golkar dengan 17.229.789 di peringkat ketiga. 
Berdasarkan hasil ketetapan tersebut, hanya 9 parpol yang lolos parliamentary 
threshold 4 persen. Sedangkan tujuh partai tidak memenuhi syarat masuk di 
parlemen. Hal ini membuktikan kerasnya persaingan antar parpol di Pemilu 
2019. 

Pada laporan ini, penulis melihat persaingan antar partai dalam Pemilu 2019 
berdasarkan tipe partai elektoralis. Seperti yang diuraikan sebelumnya, 
ada tiga kategori partai elektoralis, yaitu Catch-All Party, Programmatic, 
dan Personalistic (Aminuddin dan Ramdlan, 2015). Selain itu, penulis juga 
menambahkan dengan kategori Match-All Party (Aminuddin dan Ramdlan, 
2015). Untuk membedah kategorisasi tersebut, penulis akan melihat salah 
satunya berdasarkan program kampanye. 
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Program kampanye, bukan hanya sekedar untuk memenuhi prasyarat 
mengikuti pemilu. Namun, program kampanye merupakan gambaran ideal 
yang ditawarkan parpol berdasarkan platform masing-masing partai. Program 
kampanye juga dapat dibentuk berdasarkan pandangan parpol dalam 
merespon kondisi Indonesia selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, 
perbedaan program yang ditawarkan partai dapat menggambarkan tipologi 
parpol Indonesia hari ini. Selain berdasarkan program kampanye, tipologi 
partai juga diamati berdasarkan model organisasi partai. Salah satunya adalah 
adanya kecenderungan masih adanya dominasi figur kharismatik. 

Gambar 1.1. Tipologi Partai

Sumber: Dari beragam sumber. Diolah penulis. 

Berdasarkan kerangka kategori tipologi di atas, laporan ini menemukan bahwa 
pertama, saat ini tipologi parpol di Indonesia lebih dominan berada dalam 
kategori tipe catch-all-personalistic. Terdapat empat partai yang masuk dalam 
kategori ini, yaitu PDI-P, PKB, Gerindra, dan Demokrat. Keempat partai 
ini menawarkan program-program kampanye yang rasional, namun masih 
cenderung didominasi oleh figur yang kuat di masing-masing tubuh parpol 
tersebut. 

Salah satu contohnya adalah masih kuatnya pengaruh figur Megawati 
Soekarno Putri di PDI-P. Megawati telah memimpin PDI-P sejak tahun 1999 
dan hingga kini kepemimpinannya belum tergantikan. Hal ini tidak jauh berbeda 
dengan pengaruh Prabowo Subianto di Partai Gerindra dan Susilo Bambang 
Yudhoyono di Partai Demokrat. Kedua tokoh ini membidani kelahiran dan 
memimpin kedua partai tersebut hingga saat ini. Yang agak berbeda adalah 
pengaruh Muhaimin Iskandar di tubuh PKB. Pada awal pendirian PKB, partai 
ini lebih dipengaruhi oleh sosok Almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 
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Namun, sejak Muhaimin memenangkan sengketa dualisme PKB di tahun 
2008, ia menjadi sosok berpengaruh di PKB yang hingga kini. 

Kedua, catch-all-programmatic. Maksud dari tipe ini adalah terdapat 
kecenderungan memudarnya ideologi partai berdasarkan tawaran program 
kampanye. Di sisi lain, program yang ditawarkan lebih rasional dan 
berupaya menjangkau segmen pemilih yang lebih luas. Terdapat tiga partai 
yang masuk dalam kategori ini, yaitu Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura.  
Salah satu contohnya adalah Partai Golkar. Semenjak berdirinya Golkar, 
partai ini tidak mewakili aliran ideologi manapun seperti aliran agama 
maupun nasionalis. Golkar yang sejak era Orde Baru diplot sebagai “partai 
pemerintah” memiliki kecenderungan untuk menawarkan program-program 
yang sejalan dengan program pemerintah setiap masa kampanye. Maka tidak 
mengherankan jika partai ini tidak pernah lepas dari bagian dari pemerintahan 
bahkan hingga saat ini.

Besarnya pengaruh Golkar di masa Orde Baru memunculkan faksionalisasi 
yang berujung pada konflik kepentingan para elitnya. Konflik elit yang terjadi 
di Golkar berujung pada munculnya partai-partai baru, seperti Hanura, 
Nasdem, dan Gerindra. Tidak heran jika partai-partai “sempalan” tersebut 
tidak jauh berbeda tipenya dengan Partai Golkar. Misalnya Nasdem, dan 
Hanura. Mereka lebih mengandalkan program-program pemerintah yang 
ditawarkan kepada rakyat.

Ketiga, selain tiga partai tadi, terdapat juga partai yang masuk dalam kategori 
catch-all-programmatic dan match-all-programmatic. Partai-partai tersebut, 
yakni partai yang berideologi Islam maupun bermassa Islam, seperti PKS, 
PPP, dan PAN. PKS adalah partai Islam yang dalam Pemilu 2019 menawarkan 
empat program kampanye, yakni pemberlakuan SIM seumur hidup; 
penghapusan pajak motor; bebas pajak penghasilan di bawah Rp8 juta; dan 
Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan kepada Tokoh Agama. 

Dari keempat program yang ditawarkan tersebut, PKS cenderung mengambil 
posisi yang lebih rasional dengan menawarkan tiga program yang menarik, 
bukan hanya bagi pemilih muslim, tapi juga bagi pemilih non-muslim. 
Sedangkan satu program yakni RUU Perlindungan Tokoh Agama mewakili 
segmen pemilih muslim. Hal inilah yang menandakan mereka masuk dalam 
kategori catch-all-programmatic. Selanjutnya, berdasarkan model organisasi, 
PKS lepas dari pengaruh faktor figur. Di sisi lain, PKS masih menjaga 
kaderisasinya dengan taat kepada ideologi partai. 

Selain PKS, partai Islam maupun berbasis massa Islam lainnya yang masuk 
kategori match-all--programmatic, yaitu PPP dan PAN. PKS, PPP dan PAN 
menawarkan program yang cenderung “ke tengah”, namun tidak juga 
melupakan basis massa mereka (pemilih muslim). Hal ini juga merespon 
fenomena hijrah pada generasi milenial dan juga menguatnya politik identitas 
sejak tahun 2017. 
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Keempat, match-all-programmatic. Partai-partai yang masuk dalam kategori 
ini lebih banyak partai-partai baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Kesamaan dari kedua partai 
tersebut adalah mereka adalah partai baru yang tidak memiliki basis massa 
sebelumnya. Mereka membedakan dengan partai lainnya dengan program-
program yang mereka tawarkan. 

Contoh kategori ini salah satunya adalah PSI. PSI sebagai partai baru yang 
pada Pemilu 2019 mensyaratkan pengurusnya tidak pernah menjadi pengurus 
di partai lain yang telah ada sebelumnya. Selain itu, PSI juga mensyaratkan 
batas usia untuk pengurusnya, sehingga mereka mengklaim bahwa mereka 
adalah partai anak muda. 

Kelima, match-all-personaltic. Tipe ini juga diisi oleh partai yang tidak lolos 
di parlemen, seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), PBB, 
dan Partai Berkarya. Partai tipe ini mengandalkan figur partai. Partai-
partai bertipe match-all party, baik yang programmatic maupun personalitic, 
merupakan partai-partai kecil yang tidak masuk di parlemen. Contohnya 
seperti PBB, yang masih mengandalkan figur Yusril Ihza Mahendra sebagai 
pimpinan partai ini. Selain itu, terdapat juga Partai Berkarya sebagai partai 
baru yang dipimpin oleh Tommy Soeharto, anak Presiden kedua Indonesia, 
Soeharto. Tidak heran jika Partai Berkarya “menjual’ keberhasilan program-
program yang dilaksanakan pada masa Pemerintahan Soeharto. 

Selain kelima kategori di atas, laporan ini juga melihat orientasi partai politik 
pada Pemilu 2019. Melihat pengelolaan, program kampanye, serta arah gerak 
koalisi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, maka 
orientasi partai peserta Pemilu 2019 dibagi atas dua klasifikasi, yaitu The 
Votes-Seeking Party dan The Office-Seeking Party. 

The Votes-Seeking Party, berorientasi untuk merebut suara demi memenangkan 
pemilu atau setidaknya lolos dalam parliamentary threshold 4 persen.  Hampir 
semua partai masuk dalam klasifikasi orientasi ini, kecuali partai pemenang 
Pemilu 2014 yang lalu, yaitu PDI-P. 

Sementara, PDI-P sebagai petahana masuk dalam kategori The Office-Seeking 
Party. Artinya, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, 
berorientasi untuk memaksimalkan dan mengamankan kekuasaannya. Upaya 
ini dilakukan untuk mengamankan posisi atau jabatan yang mereka kuasai, 
walaupun upaya ini dilakukan dengan berbagi kekuasaan dengan partai lainnya 
dalam koalisi.  

Kelima kategori tipe partai dan orientasinya di atas, menandakan beberapa 
hal. Pertama, tidak eratnya hubungan antara ideologi dengan arah gerak 
parpol. Menurut Lili Romli (2011), ideologi merupakan basis perjuangan 
atau cita-cita yang ingin dicapai suatu parpol. Ideologi menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari suatu parpol. Ia seharusnya melekat pada kehadiran 
suatu parpol. Ideologi, yang merupakan sistem nilai dan norma, tentu masih 
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bersifat abstrak, sehingga memerlukan penjabarannya lebih lanjut. Ideologi 
yang dianut oleh suatu parpol perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil 
dan langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Di samping itu, ideologi juga menjadi posisi politik (political stance) bagi setiap 
parpol dalam mendiskusikan dan memperdebatkan hal-hal yang menyangkut 
kehidupan ekonomi, sosial ataupun politik. Hal yang juga tak kalah penting, 
ideologi bagi partai dapat menjadi basis dalam menyelesaikan persoalan-
persoalan kemasyarakatan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Dalam 
konteks kebijakan publik, ideologi juga berperan dalam menentukan posisi apa 
yang harus ditentukan bagi partai untuk mendorong atau bahkan menolak 
suatu kebijakan (Romli, 2011). Akibat dari lemahnya pengaruh ideologi dalam 
arah gerak partai menyebabkan parpol semakin pragmatis dan hanya dijadikan 
kendaraan, untuk meraih jabatan publik. 

Kedua, adalah persoalan persoalan institusionalisasi parpol di Indonesia. 
Persoalan institusionalisasi partai disebabkan karena: pertama, masih kuatnya 
pengaruh figur di internal  parpol. Scott Mainwaring (1998) menyatakan ciri 
dari belum kuatnya institusionalisasi parpol adalah dominasi personal dari 
seorang elit politik. Dalam konteks politik Indonesia hari ini, hal itu dapat dilihat 
dari dominasi personal seorang tokoh di internal parpol (Kumoro, 2013). 

Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh parpol di Indonesia 
menyebabkan rekuitmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. 
Kuatnya pengaruh elit dalam rekrutmen politik menyebabkan biaya politik 
untuk menempati jabatan politik menjadi mahal. Hal ini dikarenakan para 
kandidat harus menyerahkan mahar politik kepada partai. 

Padahal rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang penting dari 
parpol. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di 
Pasal 11, disebutkan bahwa parpol berfungsi melakukan rekrutmen politik 
dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan 
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Kedua, lemahnya ikatan antara partai politik dengan pemilih. Survei yang 
dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada bulan 
Desember 2017 lalu, menyebutkan bahwa tingkat kedekatan warga Indonesia 
dengan partai yang diyakininya hanya sebesar 11,7 persen. Dalam studi 
komparatif dunia, hasil survei tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah 
satu negara dengan tingkat party identification yang paling rendah di dunia 
(Basrianto, 2018). 

Ideologi parpol di Indonesia yang cenderung tidak jelas juga menjadi sebab 
dari ketiadaan ikatan kuat terhadap parpol di tingkat akar rumput. Hampir 
tidak ada perbedaan menonjol dalam hal garis ideologi antara satu parpol 
dengan parpol lain. Akibat dari hal tersebut, pemilih terlampau mudah untuk 
berpindah-pindah pilihan dalam setiap pemilu sesuai dengan dinamika sosial 
politik saat itu (Kumoro, 2013). 
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Ketiga, lemahnya ikatan antara partai dengan pemilih maupun anggota 
berakibat pada keuangan parpol. Hal ini jelas dikarenakan salah satu sumber 
keuangan partai ialah berasal dari iuran anggota. Di Indonesia, sumber 
keuangan partai diatur dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang 
Partai Politik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sumber keuangan 
partai, yaitu pertama, dari iuran anggota. Kedua, sumbangan yang sah 
menurut hukum. Serta ketiga, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rod Hague dan Martin Harrop (2004) menyebutkan bahwa konsekuensi 
menurunnya keanggotaan dan pemilih menyebabkan partai harus lebih 
bergantung pada negara untuk pendanaan mereka. Di sisi lain, partai 
membutuhkan dana untuk memenuhi tujuan, fungsi, kewajiban, dengan 
kegiatan politik. Misalnya, terkait operasional sekretariatan, pendidikan politik 
dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, 
dan kegiatan kampanye, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan uang 
atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan. 

Untuk subsidi pemerintah kepada parpol itu sendiri, sejak tahun 2018, 
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut 
menyetujui kenaikan dana parpol menjadi Rp1.000 per perolehan suara di 
pemilu. Sementara sebelumnya, dana bantuan keuangan kepada parpol 
tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR Rp108, kini menjadi Rp1.000 per 
suara sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten 
menjadi Rp1.500 per suara sah (detik.com, 11/1/ 2018).

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menyatakan kenaikan subsidi dana 
parpol sangat penting untuk kemandirian partai. Data Perludem menyebutkan, 
subsidi pemerintah saat ini hanya mampu memenuhi 1,32 persen dari total 
belanja kebutuhan parpol, sehingga partai harus kelabakan mencari dana dari 
penyumbang. Adapun sumber utama dana partai yakni dari iuran anggota, 
sumbangan, dan bantuan negara. Sumbangan bisa dilakukan perseorangan 
atau badan usaha dengan batasan maksimal sesuai dengan UU No. 2 Tahun 
2011 untuk perseorangan sebesar Rp1 miliar dan perusahaan Rp7,5 miliar. 
Semakin banyak dana parpol berasal dari penyumbang menyebabkan 
kebijakan partai rentan diintervensi. Oleh karena itu, dana bantuan negara 
dapat mereduksi persoalan ketergantungan partai kepada penyumbang dan 
mengembalikan peran serta fungsi parpol sebagai organisasi publik melalui 
dana publik (tempo.co, 31 Desember 2017).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas mengenai tipologi partai peserta Pemilu 
2019, terdapat lima tipe kategori yaitu catch all party-personalistic; catch-
all party-programmatic; catch-all party-programmatic dan match-all party-
programmatic;  match-all party-programmatic, serta match-all party-
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personalistic. Sedangkan orientasi partai yang berlaga di Pemilu 2019 terdapat 
dua kategori, yaitu The Vote-Seeking Party dan The Office-Seeking Party. 
Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi dalam 
tubuh parpol menjadi keniscayaan untuk memperbaiki kualitas parpol sebagai 
salah satu pilar demokrasi dan menerapkan demokrasi substansial, dan bukan 
hanya prosedural. 

Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan kelembagaan 
parpol agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan 
optimal. Selanjutnya kedua, upaya perbaikan rekrutmen politik. Rekrutmen 
politik harus dilakukan dengan menerapkan asas kesetaraan dan gender. 
Kemudian yang ketiga, persoalan pendanaan parpol. Saat ini, yang paling 
penting adalah pemasukan dan penggunaan uang oleh parpol dan calon harus 
diungkap dan dilaporkan menurut ketentuan yang berlaku, baik yang berasal 
dari subsidi pemerintah maupun sumbangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian 
implementasi transparansi kepada publik.
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Bagian Dua
JUAL BELI SUARA PADA PILEG 2019:  

Studi Kasus di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Rifqi Rachman

Latar Belakang

Sejak Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009, cara masyarakat memilih 
wakil di parlemen mengalami transformasi. Setelah dua pileg 

sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup dan 
proporsional ‘setengah terbuka’ (pada tahun 1999 dan 2004), sistem 
yang digunakan pada Pileg 2009 berubah menjadi proporsional 
terbuka yang murni. Perubahan ini diyakini lebih demokratis, 
sebab kandidat legislatif bisa terpilih karena mendapatkan suara 
secara langsung dari para pemilih. Di sisi lain, berubahnya sistem 
pileg juga diterpa berbagai macam kritik, termasuk dari kalangan 
pengamat pemilihan umum (pemilu). Beberapa kritik tersebut 
diantaranya soal semakin besarnya anggaran yang dibebankan 
pada negara, selain mengenai peran partai politik (parpol) yang 
dinilai mengalami penurunan (detik.com, 29/1/2009; poltracking.
com, 4/3/2014).

Selain itu, penggunaan sistem proporsional terbuka juga diyakini 
menghadirkan aktivitas politik transaksional yang lebih masif. 
Penggunaan uang dalam momen pileg yang mulanya ada dalam 
sirkulasi tertutup kalangan elit, kemudian menjajaki dirinya ke 
ranah publik yang lebih luas (Aspinall dan Berenschot, 2019). Hal 
inilah yang menyebabkan kontestasi pileg semakin memerlukan 
biaya yang sangat besar. Kedekatan yang diharapkan bisa terjalin 
antara kandidat dengan pemilih malah terbangun dalam nuansa 
yang sangat pragmatis, sebab ditemukan banyak praktik politik 
uang. Salah satu cara menjalankan praktik ini adalah dengan 
melakukan jual beli suara. Praktik tersebut menjadi strategi 
yang dipercaya memiliki kemampuan dalam menjaga potensi 
kemenangan kandidat legislatif dalam kontestasi.



Jual Beli Suara pada Pileg 201916

Beberapa media di Indonesia yang turut mengawasi jalannya pemilu juga 
memotret bagaimana praktik jual beli suara masih berlangsung dalam Pileg 
2019. Mulai dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang soal 
keterlibatan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) dalam jual beli suara 
(tempo.co, 17/6), adanya konstituen yang secara terang meminta uang pada 
kandidat legislatif (kompas.com, 13/4), hingga kandidat legislatif yang divonis 
oleh Pengadilan Negeri (PN) karena terbukti melakukan politik uang (gatra.
com, 29/5).

Hal ini juga diperkuat dengan laporan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan praktik politik 
uang. Hingga bulan Juni 2019, Bawaslu sudah mencatat adanya 25 putusan 
soal politik uang yang terjadi di Pemilu 2019 (24 putusan inkrah, 1 proses 
banding). Namun, ditemukan juga kenyataan bahwa praktik jual beli suara 
dalam Pileg 2019 secara umum mengalami penurunan dibandingkan pemilu di 
tahun 2014 (Muhtadi, 2019).

Dengan latar belakang yang demikian itu, menjadi menarik untuk mengetahui 
bagaimana para kandidat legislatif mendekatkan diri dengan pemilih yang 
jumlahnya tidak sedikit. Strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalkan 
potensi kemenangan dalam kontestasi di daerah pemilihan (dapil) para calon 
legislatif tersebut. Ditambah lagi, temuan dari Burhanuddin Muhtadi (2019) 
menyatakan ada sekitar 19% hingga 33% pemilih di Pileg 2019 terpapar 
oleh praktik politik uang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui lebih 
jauh implementasi dari praktik jual beli suara pada pileg yang baru selesai 
dilaksanakan.

Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penelitian ini kemudian mencoba 
melihat bagaimana praktik jual beli suara berlangsung di Pileg 2019, khususnya 
di dua provinsi di Indonesia. Lantas, penelitian ini mencoba untuk menjawab 
satu pertanyaan, yaitu: “Bagaimana praktik jual beli suara dijalankan oleh 
kandidat legislatif pada gelaran Pileg 2019?”

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara. 
Dua orang mantan kandidat legislatif ditentukan sebagai narasumber. 
Pemilihan kandidat didasarkan pada dua kategori, pertama adalah sosok yang 
berpengalaman dalam kontestasi legislatif (experienced candidate). Kategori 
kedua adalah sosok yang baru pertama kali ikut dalam pemilihan legislatif 
(first-timer candidate) pada Pileg 2019. Data ini berguna dalam memberikan 
varian gambaran soal praktik jual beli suara yang berlangsung di Pileg 2019.
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Selain dua kategori di atas, dua mantan calon kandidat tersebut juga 
dipilih karena provinsi tempat mereka bertarung masuk ke dalam wilayah 
dengan kategori politik uang yang tinggi. Penentuan ini merujuk pada hasil 
survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) dan Saiful Mujani Research 
and Consulting (SMRC), yang hasil survei tersebut juga digunakan dalam 
buku Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery dalam 
memetakan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat party ID dan pembelian 
suara. Dua daerah yang tingkat jual beli suaranya tertinggi, secara berurutan,  
adalah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Tulisan ini akan terlebih dahulu memberikan pemahaman soal konsep jual beli 
suara, dan dilanjutkan dengan pemaparan beberapa informasi umum terkait 
Pemilu 2019 pada bagian selanjutnya. Mulai dari jumlah pemilih dan tempat 
pemungutan suara (TPS), tingkat partisipasi pemilih, hingga data dua lokasi 
yang dijadikan fokus penelitian. Setelah itu, tulisan membahas bagaimana 
praktik pembelian suara terjadi pada momen Pemilu 2019. Bagian ini berisi 
temuan dan analisa dari hasil wawancara mantan kandidat legislatif pada Pileg 
2019. Catatan dan rekomendasi menjadi bagian paling akhir dari tulisan ini.

Memahami Jual Beli Suara pada Pemilihan Umum

Vote buying yang bisa diartikan sebagai pembelian suara atau jual beli suara 
adalah praktik pendistribusian sumber daya yang ditujukan pada pemilik suara. 
Dari pendistribusian, ada harapan bahwa tingkat elektoral seorang kandidat 
dalam pemilihan umum dapat meningkat. Sumber daya yang didistribusikan 
adalah uang tunai dan disasarkan kepada perseorangan (Aspinall dan 
Berenschot, 2019).

Pada tataran yang lebih besar, jual beli suara adalah salah satu bagian dari banyak 
jenis praktik patronase. Aspinall dan Sukmajati (2015) mengkategorisasikan 
lima varian patronase, yaitu; club goods, individual gifts, pork barrel projects, 
services and activities, dan tentunya jual beli suara. Club goods adalah jenis 
patronase berupa pendistribusian barang yang menyasar pada kelompok 
tertentu, sehingga unit yang disasar berbeda dengan sasaran jual beli suara. 
Praktik club goods dapat berbentuk perbaikan rumah ibadah, jalan, atau 
fasilitas lain yang bersifat umum.

Sementara itu, individual gifts adalah praktik pemberian barang-barang pribadi 
yang menyasar individu. Agak sulit untuk membedakan individual gifts dengan 
jual beli suara. Namun, sumber daya yang didistribusikan dalam individual 
gifts adalah barang seperti kalender, gantungan kunci, hingga sembako dan 
berbagai keperluan pribadi. 

Lain halnya dengan pork barrel projects, yang menyasar satu wilayah khusus 
melalui program tertentu. Konsekuensinya, semua pemilik suara di lokasi 
tersebut lantas diharuskan memilih kandidat yang bersangkutan. Terakhir 
adalah services and activities, varian patronase yang diterapkan dalam bentuk 
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memberi pelayanan atau mengadakan kegiatan melalui komunitas tertentu 
(Aspinall dan Sukmajati, 2015). Contoh dari services and activities misalnya 
adalah pemberian layanan kesehatan gratis dan mengadakan kegiatan 
perlombaan.

Beragam jenis patronase yang dijelaskan tidak mengartikan bahwa penerapan 
salah satu darinya lantas mengeliminasi eksistensi varian lainnya. Studi yang 
dilakukan di daerah Madiun oleh Ahmad (2015), menemukan pelaksanaan 
praktik jual beli suara juga dilakukan bersama dengan praktik patronase lain, 
yaitu club goods dan pork barrel projects.

Praktik patronase sendiri, termasuk penggunaan uang sebagai salah satu 
instrumen dalam berkontestasi di pemilihan umum, sudah sejak lama terjadi 
pada level kota dan juga pedesaan di Indonesia. Pada era pasca otoritarianisme 
Orde Baru, penerapan desentralisasi memberikan implikasi tersendiri pada 
menguatnya praktik patronase di tingkat lokal. Hadiz (2010) menjelaskan 
bagaimana sistem pemilihan umum baru pasca reformasi menjadikan eksekutif 
di daerah begitu terikat dengan parlemen lokal. Salah satunya adalah saat 
menjelang pemilihan pimpinan daerah, yang mana praktik jual beli suara 
terjadi di dalam parlemen lokal. 

Anggota parlemen pun dihadapkan dengan kondisi yang serupa, mereka 
harus membayarkan sejumlah uang pada partai agar bisa terdaftar secara 
administratif sebagai calon legislatif menjelang pemilihan umum (Hadiz, 
2010). Model transaksi pun mengalami perluasan sejak 2009, sebab saat itu 
caleg langsung dipilih oleh konstituen. Kondisi demikian lantas membawa 
praktik patronase yang ada di dalam lingkaran elit memasuki wilayah publik 
yang lebih luas. Kemudian menyebabkan biaya pencalonan mengalami 
kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu juga, tulisan ini mengambil fokus 
pada pemilihan legislatif.

Lalu, dalam upaya menjangkau konstituen saat pemilu, kandidat legislatif 
akhirnya secara mandiri membentuk sebuah tim. Aktor yang berada 
dalam tim ini disebut sebagai broker, yang bertugas untuk meningkatkan 
elektabilitas kandidat yang bersangkutan. Zusiana (2015) membagi tipologi 
broker berdasarkan intensi dan keterikatannya dengan kandidat legislatif, 
yaitu; broker aktivis, broker klientelistik, dan broker oportunis. Tangan-tangan 
broker inilah yang lantas menjalankan praktik jual beli suara.

Metode pendistribusian uang dalam praktik jual beli suara dilakukan broker 
melalui pendataan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU. Setelah 
nama-nama berhasil dihimpun, broker lantas mendistribusikan uang dari 
kandidat dengan cara mendatangi setiap rumah yang dihuni oleh nama yang 
ada dalam daftar. Besaran uang yang dikeluarkan oleh kandidat legislatif 
melalui broker memiliki banyak varian. Noor (2015) mencatat, nominal yang 
dikeluarkan oleh kandidat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung lebih 
kecil dari kandidat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Sementara itu, Aswad 
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(2015) menemukan pola tandem antara kandidat DPRD dengan kandidat DPR 
RI dalam mendistribusikan uang, karena dapat menghemat pengeluaran.

Sasaran pemilik suara juga mengalami perubahan. Studi yang dilakukan Rubaidi 
(2015) menemukan bahwa pola pendistribusian yang dulu berbasis politik aliran 
kini mengalami perubahan. Salah satu faktor pendorongnya adalah persaingan 
internal partai antar kandidat legislatif. Akhirnya, pendistribusian uang pada 
praktik jual beli suara saat ini tidak lagi melalui pengidentifikasian politik aliran 
pemilik suara. Faktor lain yang menjadi penyebab kondisi tersebut adalah 
kondisi pemilik suara yang menggunakan logika untung rugi (rational choice) 
dalam menentukan pilihan politik, sehingga penentuan pilihan berdasarkan 
aliran politik yang penuh dengan ketaatan tidak lagi menjadi pertimbangan 
utama (Rubaidi dalam Aspinall dan Sukmajati, 2015).

Selain dari rumah ke rumah, pelaksaan distribusi uang dari broker kepada 
pemilik suara umumnya juga dilakukan saat masa kampanye, seperti saat 
kandidat sedang mendatangi dapil dan bertemu masyarakat. Namun, temuan 
di Kabupaten Kapuas memaparkan bahwa faktor ketepatan waktu juga turut 
mempengaruhi efektivitas praktik pembelian suara ini. Hal itu disebabkan 
karena masyarakat cenderung menjatuhkan pilihan pada kandidat yang paling 
akhir dalam memberikan uang (Aswad dalam Aspinall dan Sukmajati, 2015).

Muhtadi (2019) di laman suara.com, memaparkan logika yang tertukar dari 
kehadiran politik uang dalam pemilihan umum, dikenal sebagai perverse 
accountability. Pemilih, yang seharusnya memiliki hak untuk menuntut politisi 
dalam era demokrasi malah ada di kondisi yang sebaliknya. Praktik jual beli 
suara memposisikan pemilik suara dituntut pertanggungjawabannya oleh 
politisi untuk memilihnya, tidak lain karena sejumlah uang yang sudah diterima 
oleh pemilik suara.

Gambaran Sekilas Pemilihan Umum Indonesia 2019

Pemilihan Umum 2019 adalah pesta elektoral pertama di Indonesia yang 
pemilihan eksekutif dan legislatifnya dilangsungkan pada hari yang sama. 
Keduanya terlaksana pada 17 April 2019, di mana pemilih memberikan 
suaranya pada lima jenis kertas suara. Masing-masing dengan warna: abu-
abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; kuning untuk memilih DPR; 
merah untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD); biru untuk memilih 
DPRD Provinsi; serta hijau untuk memilih DPRD Kabupaten atau Kota.

Tabel 2.1. Jumlah Pemilih dan TPS di Pemilu 2019

DPT Jumlah  
(dalam jiwa) TPS Jumlah  

(dalam unit)

Pemilih Dalam Negeri 190.779.969 Dalam Negeri 809.563

Pemilih Luar Negeri 2.086.285 Luar Negeri 789

Total DPT 192.866.254 Total TPS 810.352
  Sumber: DPThp 3 KPU, 2019. 
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Jumlah total pemilih pada Pemilu 2019, yang didapatkan dari Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) versi perbaikan ketiga keluaran KPU, adalah sebanyak 192,8 
juta pemilih. Sekitar dua juta diantaranya adalah diaspora yang menentukan 
pilihannya di luar negeri. Total tempat pemungutan suara (TPS) yang tersedia 
pada perhelatan ini sejumlah 810.352 unit. Tersebar di 34 provinsi sebanyak 
809.563 TPS, dan di luar negeri sebanyak 789 TPS. 

Selain TPS, dua medium yang bisa digunakan oleh pemilih diaspora adalah 
melalui Kotak Suara Keliling (KSK) dan juga pos. KSK adalah cara memilih 
dengan mengirimkan kotak suara ke lokasi tertentu, guna mendekatkan 
pemilik suara ke tempat pemilihan. Sementara, cara memilih menggunakan 
pos didahului dengan pendaftaran para diaspora pemilik suara yang tidak bisa 
mendatangi TPS Luar Negeri (TPSLN). 

Setelahnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 
(KPPSLN) sebagai penyelenggara pemilu di luar negeri, akan mengirimkan 
surat kepada pemilik suara yang mendaftar. Pengiriman dilakukan oleh 
KPPSLN 30 hari sebelum hari pemungutan suara, dan setelah dicoblos surat 
suara dikirimkan kembali oleh diaspora pemilik suara ke KPPSLN.

Gambar 2.1. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu  di Indonesia

Sumber: Perludem, 2015.

Dari pelaksanaannya, Pemilu 2019 menjadi salah satu pemilu pasca Reformasi 
dengan partisipasi pemilih tertinggi. KPU menyatakan bahwa pada Pemilu 
2019, angka partisipasi memilih mencapai 81 persen. Angka ini jauh melebihi 
target yang ditetapkan oleh KPU, yaitu sebesar 77,5 persen.

Pencapaian ini terlihat tidak begitu fantastis, jika dibandingkan dengan pemilu 
yang dilakukan sebelum reformasi 1998. Namun, perlu diingat bahwa era 
Orde Baru tidak betul-betul mengimplementasikan asas Luber: akronim dari 
Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas ini terus digaungkan selama 
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era Orde Baru meskipun dipertanyakan implementasinya, mengingat dalam 
kenyataannya, kemenangan Golongan Karya (Golkar) sudah bisa dipastikan 
terjadi di setiap momen pemilihan. 

Oleh karena itu, tingkat partisipasi memilih 81 persen pada Pemilu 2019 dinilai 
sebagai suatu kenaikan yang signifikan dalam sejarah pemilihan umum yang 
demokratis di Indonesia. Dari persentase tersebut, kurang lebih terdapat 
156.221.665 pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Fokus Penelitian: Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur

Dalam kaitannya dengan politik uang, terdapat beberapa provinsi di Indonesia 
yang memiliki tingkat pembelian suara yang tinggi. Survei oleh Indikator 
dan SMRC tahun 2014, yang selanjutnya dipetakan oleh Muhtadi (2019) 
memperlihatkan hal tersebut. Beberapa provinsi itu dibagi dalam empat 
kuadran, di mana dalam setiap kuadran, suatu lokasi terkategorisasi sebagai 
provinsi yang memiliki party ID dan jual beli suara dalam kadar tertentu. Hasil 
dari survei tersebut, tergambar dalam ilustrasi berikut ini.

Gambar 2.2. Provinsi Dalam Kerangka Jual Beli Suara dan Party ID

Sumber: Survei Indikator dan SMRC, 2014.

Terlihat dalam Gambar 2.2. bahwa dua provinsi yang menjadi fokus penulisan 
ini, Jateng dan Jatim, adalah wilayah dengan tingkat pembelian suara tertinggi 
di antara 32 provinsi lainnya di Indonesia. Perspektif dari pemerintah daerah di 
Provinsi Jateng dan Jatim juga menjadi faktor lain yang mendorong tingginya 
angka jual beli suara di sana. Respon pemerintah daerah yang mengatakan 
“ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya,” dalam momen elektoral, 
akhirnya memberi ekses pada respon masyarakat ketika dihadapkan oleh 
praktik pembelian suara (Tawakkal et al., 2017). 
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Latar belakang  tersebut kemudian menjadi landasan mengapa dua narasumber 
penelitian ini diambil dari kandidat legislatif dari salah satu provinsi tersebut. 
Kondisi lain yang juga menjadikan dua provinsi ini krusial dalam Pemilu 2019 
adalah jumlah DPT-nya.

Tabel 2.2. DPT Berdasarkan Dapil di 2 Provinsi

Provinsi  
Jawa Tengah

Jumlah Pemilih 
DPT (dalam jiwa)

Provinsi  
Jawa Timur

Jumlah Pemilih 
DPT (dalam jiwa)

Jawa Tengah I 2.868.846 Jawa Timur I 3.529.326
Jawa Tengah II 2.384.451 Jawa Timur II 2.379.078
Jawa Tengah III 3.352.042 Jawa Timur III 2.409.767
Jawa Tengah IV 2.341.751 Jawa Timur IV 2.698.531
Jawa Tengah V 2.904.540 Jawa Timur V 2.774.868
Jawa Tengah VI 2.976.228 Jawa Timur VI 3.338.186
Jawa Tengah VII 2.609.089 Jawa Timur VII 3.042.915
Jawa Tengah VIII 2.839.447 Jawa Timur VIII 3.510.241
Jawa Tengah IX 2.939.681 Jawa Timur IX 1.980.150
Jawa Tengah X 2.680.797 Jawa Timur X 1.983.550

Jawa Timur XI 3.266.382
Total 27.896.902 Total 30.912.994

Sumber: KPU Jawa Tengah dan KPU Jawa Timur, 2019.

Jumlah DPT yang paling sedikit dalam satu dapil, di salah satu dari dua 
provinsi ini, masih mendekati angka dua juta pemilih. Angka tersebut sangat 
signifikan, bahkan jika dibandingkan dengan DPT Provinsi Riau dengan angka 
3.863.197 pemilih. Padahal, Provinsi Riau ada di posisi 10 dari daftar provinsi 
yang memiliki angka pemilih terbesar (tagar.id, 15/4). Jumlah pemilih, baik di 
Provinsi Jateng maupun Jatim hanya kalah dari jumlah DPT yang ada di Jawa 
Barat, yaitu sebesar 33,276,905 pemilih (DPThp3 KPU 2019). 

Tabel 2.3. DPT dan TPS di 2 Provinsi

Provinsi Jumlah DPT  
(dalam jiwa)

Jumlah TPS  
(dalam unit)

Jawa Tengah 27.896.902 115.391
Jawa Timur 30.912.994 130.010
Total 58.809.896 245.401

Sumber: DPThp3 KPU, 2019.

Pada level nasional, signifikansi dua provinsi ini dalam Pemilu 2019 juga 
terhitung cukup besar. Dengan jumlah DPT yang demikian, kedua provinsi 
ini memiliki persentase 30,49 persen dari suara sah nasional. Masing-masing 
dengan besaran 14,46 persen untuk Jateng, dan 16,02 persen untuk Jatim. 
Tentu anggapan ini berlaku dengan angka partisipasi pemilih yang mencapai 
100 persen. Tidak jarang, provinsi ini menjadi tempat pertarungan yang sengit 
pada pemilihan eksekutif. 

https://www.tagar.id/10-provinsi-dengan-pemilih-terbanyak-pemilu-2019
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Sementara, untuk kalangan legislatif, dua provinsi ini menyediakan jumlah 
kursi yang cukup banyak dibandingkan kursi di provinsi lainnya. Provinsi 
Jateng memiliki total kursi legislatif sebanyak 77, dengan alokasi terendah 7 
kursi dan tertinggi 9 kursi di setiap dapilnya. Sebelas dapil di Jatim memiliki 
total kursi yang lebih banyak, yaitu 87. Terbagi di setiap dapil dengan jumlah 
terendah 6 kursi dan tertinggi 10 kursi.

Pengoperasian Vote Buying pada Pileg 2019

Dari data yang dihimpun, tulisan ini berhasil mengeksplorasi tata cara 
pendistribusian uang yang dilakukan oleh salah satu caleg pendatang baru 
pada Pileg 2019 dari Provinsi Jatim. Demi menghargai kesepakatan yang 
dibangun sebelum wawancara, identitas caleg tersebut tidak akan disebut. 
Caleg ini selanjutnya akan disebut sebagai Caleg Jatim. Dapil tempat Caleg 
Jatim bertarung terbagi menjadi dua wilayah setingkat kabupaten. Dengan 
total DPT mencapai lebih dari dua juta jiwa.

Dari penuturan Caleg Jatim, ditemukan bahwa keberadaan broker yang 
ada di dapil, dikapitalisasi sedemikian rupa untuk meraih jumlah suara yang 
diinginkan. Namun, Caleg Jatim memiliki dua tipe broker yang fungsi dan 
kewajibannya berbeda dalam menjalankan tugas elektoral. Terdapat satu tim, 
disebut tim sukses (timses), yang anggotanya berasal dari kawan Caleg Jatim 
ini. Selain itu, anggota timses juga berasal dari sejumlah Organisasi Mahasiswa 
Ekstra Kampus (ORMEK), seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dari setiap ORMEK yang 
didekati, dirinya meminta satu kader untuk diikutsertakan pada tim sukses.

Tim lain yang juga memiliki tugas elektoral diisi oleh aktor informal yang dekat 
dengan Caleg Jatim. Dirinya menyebut tim ini sebagai tim relawan, namun 
berjalan di bawah bayang-bayang. Kedua tim yang dimiliki oleh Caleg Jatim 
ini adalah broker yang terbentuk dengan tingkat afirmasi yang tinggi. Merujuk 
pada temuan Zusiana (2015), terlihat bahwa orang-orang yang dimiliki oleh 
Caleg Jatim masuk dalam kategori broker klientelistik. Latar belakang Caleg 
Jatim dan juga orangtuanya yang sedari lama aktif di ranah politik praktis 
menjadi keuntungan sendiri, karena para broker yang dimiliki oleh keluarga ini 
sudah dipelihara dari 10 hingga 15 tahun lalu. Dengan demikian, posisi-posisi 
strategis di timses (selain teman dari Caleg Jatim) maupun relawan diisi oleh 
orang-orang yang sudah lama dikenal.

Perbedaan antara timses dan tim relawan milik Caleg Jatim ini adalah 
fungsinya dalam mengumpulkan suara pemilih. Timses ditugaskan mendata 
dan menjaga pemilih yang sedari awal sudah mendukung Caleg Jatim (seperti 
loyalis). Sementara, tim relawan bergerak untuk mencari suara tambahan 
dari kalangan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) atau 
swing voters (pemilih yang belum sepenuhnya yakin dengan pilihannya). 
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Timses dan tim relawan yang ada di dalam struktur yang terpisah menghadirkan 
bentuk koordinasi yang berbeda dengan gambaran umum timses yang disajikan 
oleh Aspinall dan Sukmajati (2015, 37). Aspinall dan Sukmajati menempatkan 
relawan sebagai subordinasi dari koordinator lapangan. Para relawan ini 
juga merupakan orang yang bersentuhan langsung dengan pemilih. Namun, 
dalam struktur timses Caleg Jatim, orang yang bersentuhan langsung dengan 
pemilih adalah koordinator TPS (KorTPS), menjalankan fungsi pengawasan di 
setiap TPS yang tersedia. Gambar 3 dan Gambar 4 mengilustrasikan struktur 
timses dan tim relawan yang dimiliki oleh Caleg Jatim dan perbedaan antara 
keduanya.

Gambar 2.3. Struktur Tim Sukses Caleg Jatim di Pileg 2019

 Sumber: Wawancara dengan Caleg Jatim, 20 Oktober 2019.

Gambar 2.4. Struktur Tim Relawan Caleg Jatim di Pileg 2019

Sumber: Wawancara dengan Caleg Jatim, 20 Oktober 2019.
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Dari jumlah anggotanya sendiri, timses terdiri dari 10 orang inti. Lokasi kerja 
tim ini didasarkan pada lingkup wilayah yang ada di dapil Caleg Jatim. Timses 
ini terbagi menjadi dua, di mana setiap kabupaten diisi oleh 5 orang timses inti. 
Dari Gambar 2.3. dapat digambarkan cara timses ini berjejaring sampai pada 
level TPS. Caleg Jatim menyatakan bahwa semua TPS di dapilnya diawasi oleh 
satu orang koordinator (korTPS) yang langsung bersentuhan dengan pemilih 
di TPS tersebut. Jika ditotal, jumlah anggota timses dari level koordinator 
kabupaten (korkab) hingga korTPS mencapai 300 orang.

Anggota timses dibayar berdasarkan posisinya dalam struktur. Para korkab 
digaji sebesar Rp1,5 juta sampai Rp2 juta per bulan. Di level bawahnya, yaitu 
koordinator kecamatan (korcam), gaji yang dibayarkan sebesar Rp1 juta per 
bulan. Selanjutnya untuk koordinator desa dan dusun mendapat Rp750 ribu 
per bulan, dan Rp500 ribu per bulan untuk korTPS. Semua gaji ini dibayarkan 
di awal, berbeda dengan tim relawan yang akan dibayar setelah menjalankan 
tugasnya.

Selain soal penggajian, ada perbedaan lain antara timses dan tim relawan. 
Caleg Jatim menyatakan bahwa tim relawan yang secara langsung berinteraksi 
dengan dirinya berjumlah 6 orang. Dari sana kemudian, para koordinator 
relawan tersebut mencari relawan lain di tingkat yang lebih rendah. Efek 
snowball akhirnya membuat total seluruh anggota timses dan relawan untuk 
Caleg Jatim mencapai 1.000 orang.

Setiap relawan yang bekerja di bawah seorang koordinator diwajibkan mencari 
10 suara pemilih. Jumlah ini mirip dengan angka yang dibebankan pada anggota 
timses nonformal berbasiskan keluarga yang ada di Kabupaten Kapuas pada 
Pileg 2014 (Aswad, 2015). Menjadi berbeda karena timses di Kabupaten Kapuas 
berisi anggota keluarga, sedangkan pada kasus Caleg Jatim yang mengisi tim 
relawan adalah para aktor informal yang bukan anggota keluarga. Caleg Jatim 
enggan menyebut secara gamblang siapa aktor informal yang berfungsi sebagai 
relawan. Namun, keduanya memiliki tugas yang sama, yaitu mencari dan 
merekrut pemilih. Setelah direkrut, pemilih tersebut juga harus dijaga sampai 
pada hari pemungutan suara. 

Pada kasus Caleg Jatim, pemilih yang disasar oleh relawan harus berbeda 
dengan yang sudah terdata oleh timses. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa tim relawan berguna untuk menambahkan jumlah suara yang 
berpotensi didapatkan oleh Caleg Jatim. 

Syarat menjadi seorang relawan adalah mampu mendistribusikan uang 
pada orang yang tepat. Artinya, saat amplop disebarkan ke 10 orang, maka  
10 orang tersebut akan memberikan suaranya pada kandidat pemberi uang. 
Caleg Jatim menyebut kemampuan relawan tersebut sebagai titis, orang  
yang bisa menembakkan uang (istilah yang dipakai Caleg Jatim untuk 
pendistribusian uang) secara tepat. 
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Dari 10 ribu suara yang ditarget oleh Caleg Jatim pada tim relawan, sebanyak 
8 ribu suara didapatkan pada kontestasi Pileg 2019. Hal tersebut ditetapkan 
dengan menarget 5 sampai 10 suara per TPS.

Untuk mekanisme kerja, timses lebih pada memetakan dan memastikan suara 
yang akan diterima oleh Caleg Jatim. Timses Caleg Jatim tidak melakukan 
pendataan pemilih loyal dari nol, karena daftar pemilih yang sudah pasti 
memberikan suaranya pada Caleg Jatim sudah dimiliki dan pernah digunakan 
oleh anggota keluarga Caleg Jatim, saat berkontestasi di ajang elektoral 
sebelumnya.

Di momen Pileg 2019, Caleg Jatim mengatakan bahwa dirinya memiliki seluruh 
nama pemilih dari akses yang diberikan oleh oknum penyelenggara pemilu di 
daerah. Fenomena ini persis dengan apa yang ditemukan di Jayapura Utara 
oleh Ridwan (dalam Aspinall dan Sukmajati, 2015), di mana penyelenggara 
pemilu juga ikut terlibat dalam mengamankan praktik patronase yang 
dilancarkan oleh kandidat legislatif. Praktik ini sendiri menjadi hal umum yang 
tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja. Para penyelenggara dibayar untuk 
memperlancar kebutuhan para kandidat, mulai dari mengamankan proses 
pendistribusian uang hingga keperluan data seperti daftar lengkap pemilih 
yang didapatkan oleh Caleg Jatim. 

Lantas dari daftar tersebut, Caleg Jatim dan timsesnya menyisir semua 
nama. Bagi pemilih yang sudah dipastikan akan memilih dirinya, maka diberi 
tanda kuning. Pemilih yang masih mengambang diberi tanda berwarna biru. 
Sedangkan pemilih yang ‘susah diatur’ ditandai dengan warna merah. 

Penyisiran seperti inilah yang memudahkan Caleg Jatim untuk mengetahui 
besaran suara minimal yang akan diterima oleh dirinya. Namun dia 
mengatakan, besaran suara tersebut masih memiliki margin of error sebesar 
30 persen. Menurutnya, persentase itu muncul dari hasil kalkulasinya pada 
faktor-faktor eksternal. Salah satunya adalah pembelian suara yang juga 
dilakukan oleh kandidat lain di dapilnya.

Dalam melakukan penembakan uang, Caleg Jatim ini memilih waktu sholat 
duha di hari pencoblosan. Dia memilih waktu tersebut dengan pertimbangan 
bahwa pemilih akan lupa jika diberikan uang di malam sebelumnya (serangan 
malam) atau di waktu subuh hari pencoblosan (serangan fajar). Keputusan 
ini memiliki kesamaan dengan temuan Aswad (2015), di mana caleg yang 
diwawancarainya menyatakan bahwa pemberian uang yang paling terakhir di 
hari pencoblosan memiliki potensi terbesar untuk dipilih. Namun, hal ini perlu 
memasukkan faktor besaran uang yang didistribusikan, selain waktu, yang 
juga mempengaruhi keputusan para pemilih di bilik suara.

Pada kasus Caleg Jatim, relawan menjadi eksekutor dalam mendistribusikan 
uang di hari pencoblosan. Mereka memberikan uang, semisalnya dengan 
menyelipkannya ke dalam rokok. Semua relawan bergerak secara simultan. 
Ketika satu orang menghadapi masalah, maka yang lainnya secara serentak 
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akan menghilang. Namun, pendistribusian bisa berjalan dengan lancar 
karena sebelumnya Caleg Jatim sudah berhasil melakukan negosiasi dengan 
penyelenggara pemilu di daerah. 

Dia mengaku bahwa sebanyak 6 oknum penyelenggara di level kecamatan 
telah dikondisikan, karena sedari awal oknum tersebut sudah kenal dengan 
dirinya maupun keluarga. Lebih spesifik lagi, Caleg Jatim bercerita bahwa dari 
31 kecamatan yang tersedia di dapil, ia bermain di sekitar 17 kecamatan. Hal 
tersebut dilakukan setelah proses lobi pada oknum penyelenggara berhasil 
dilakukan. Dengan demikian, ketika pendistribusian dilakukan, relawan yang 
ada di titik-titik tersebut tidak menerima gangguan berarti.

Caleg Jatim bercerita bahwa total dana yang dia keluarkan untuk pembelian 
suara di hari pencoblosan mencapai Rp700 juta. Jumlah tersebut berasal dari 
dana miliknya dan juga ibunya, yang pada kesempatan Pileg 2019 juga turut 
berkontestasi di level provinsi. Mereka membagi secara seimbang, yaitu Rp350 
juta per orang. Dari sana dapat dihitung bahwa pengeluaran Caleg Jatim dalam 
jual beli suara mencapai 13,5 persen, dari total Rp2,6 miliar biaya kampanye 
yang ia habiskan. Uang Rp 700 juta itu dibagikan ke dalam 35 ribu amplop, yang 
berarti masing-masing amplop berisi Rp20 ribu.

Demi memastikan bahwa uang yang dikucurkan akan kembali dalam bentuk 
suara, Caleg Jatim memberikan ancaman pada pemilih yang menerima 
suara. Misalnya dengan menahan KTP asli pemilih yang menerima uang, 
sampai meminta ganti rugi. Dia menerangkan lebih lanjut bahwa praktek 
pengancaman itu hanya dilakukan di lokasi-lokasi yang sulit diakses, 
sehingga pengawasan dari penyelenggara tidak menjangkau lokasi tersebut. 
Kondisi itu sesuai dengan terma perverse accountability yang disampaikan 
oleh Muhtadi pada laman suara.com. Publik yang harusnya memiliki ruang 
untuk menyampaikan tuntutannya pada politisi, malah dituntut oleh politisi 
karena sudah menerima uang pembelian suara. Pada akhirnya, tuntutan pun 
mengerdil karena berhenti pada level transaksi suara pada momen pemilihan 
umum semata.

Selain melalui beberapa praktik ancaman, untuk memastikan besaran 
suara yang diperoleh, Caleg Jatim juga menerima informasi dari oknum 
penyelenggara pemilu. Dari sanalah dirinya bisa mengetahui bahwa 35 ribu 
amplop yang disebarkan kembali dalam bentuk suara sebanyak 19 ribu. 
Sebagai contoh, saat TPS 1, 2, dan 3 yang berlokasi di dekat rumah Caleg 
Jatim selesai menghitung suara, oknum penyelenggara langsung melaporkan 
suara yang didapatkan Caleg Jatim melalui aplikasi WhatsApp. Mekanisme itu 
menggambarkan bagaimana Caleg Jatim ini pada akhirnya bisa mengetahui 
efektivitas pembelian suara yang ia lakukan di hari pencoblosan.

Untuk menjaga efektifnya jual beli suara, sedari awal Caleg Jatim sudah 
menarget kalangan ibu rumah tangga. Alasannya adalah bahwa ibu rumah 
tangga akan dengan mudah mengamplifikasi ekspos dari seorang caleg. 
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Berbanding terbalik oleh kalangan bapak-bapak yang menurut Caleg Jatim 
‘terlalu politis’, sebab bapak-bapak terlalu banyak menimbang-nimbang.

Namun dalam mengeksekusi pendistribusian uang, tidak jarang para 
relawan juga mendapat penolakan. Ada beberapa jenis respon masyarakat 
ketika dihadapkan dengan pendistribusian uang: 1) Mengambil dan memilih; 
2) mengambil dan tidak memilih; 3) tidak mengambil dan memilih. Jenis 
ketiga adalah orang-orang yang biasanya kenal dengan kandidat legislatif. 
Dalam kasus Caleg Jatim, kategori ketiga berisi teman dan kerabat dekat 
yang menurutnya akan memberikan suaranya dengan sukarela. Tiga jenis 
pemilih ini juga menjadi faktor lain mengapa margin of error yang ditetapkan 
mencapai 30 persen, selain karena adanya pembelian suara oleh caleg lain 
yang sebelumnya disebut.

Secara umum, Caleg Jatim menyatakan bahwa target sasaran pembelian suara 
tidak terlimitasi dengan aliran politik tertentu dari pemilih. Namun, sebelum 
menarget pemilih dari basis aliran politik lain, dirinya memastikan dua hal: 1) 
pemilih dari aliran politik yang sama dengan dirinya sudah terkondisikan; dan 
2) orang-orang dari aliran politik lain masih dapat digarap.

Sejatinya, tulisan ini juga memberikan gambaran bagaimana jual beli suara 
beroperasi di Provinsi Jateng. Narasumber yang merupakan caleg petahana 
sudah berhasil dikontak dan bersedia diwawancara. Namun, agenda mulai 
dari pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, pemilihan pimpinan DPR 
dan MPR, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, 
pembentukan Kabinet Indonesia Maju, hingga pembentukan AKD di DPR 
membuat waktu wawancara tidak tersedia. 

Mencoba untuk menanggulangi hal tersebut, tulisan ini lantas menggali data 
dari informan (selanjutnya disebut Informan A) yang memiliki informasi terkait 
pelaksanaan pembelian suara. Informan A berasal dari salah satu organisasi 
masyarakat sipil yang konsern pada isu-isu legislatif, termasuk anggotanya. 
Dari wawancara dengan Informan A, tulisan ini mendapatkan penggambaran 
yang hampir serupa dengan apa yang dialami oleh Caleg Jatim.

Informan A menyebutkan bahwa dirinya mendapat informasi dari caleg 
inkumben dari salah satu daerah di Jawa yang menyatakan bahwa total 
biaya yang dikeluarkan untuk pembelian suara mencapai Rp5 miliar hingga 
Rp8 miliar. Perbandingannya menjadi cukup besar ketika disejajarkan dengan 
pengeluaran Caleg Jatim yang hanya mencapai Rp700 juta saja. 

Daerah pemilihan yang sangat luas menjadi faktor mengapa biaya pembelian 
suara seorang caleg bisa begitu besar. Selain itu, posisi caleg inkumben 
yang sudah menduduki jabatan di Senayan berdampak pada ekspektasi para 
pemilih. Pemilik suara akan mengharapkan angka yang lebih besar, “karena 
mereka tahu orang ini pasti sudah punya uang,” jelas Informan A.

Kehadiran caleg-caleg yang bermain dengan pembelian suara akhirnya 
menjadi tuntutan sendiri, seakan praktik tersebut adalah mekanisme yang 
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mau tidak mau harus dilakukan oleh caleg agar memenangi kontestasi. 
Informan A menambahkan bahwa besaran uang yang didistribusikan juga 
menjadi salah satu faktor kemenangan, sehingga uang yang diberi nominalnya 
harus bersaing di antara para caleg.

Kondisi yang berbeda terjadi antara Caleg Jatim dan cerita yang diberikan 
oleh Informan A. Caleg yang diceritakan Informan A menyatakan bahwa 
dampak dari politik uang tidak signifikan, karena timses yang dibentuk justru 
menggerogoti uang yang didistribusikan. Hal ini juga membuat pemilih yang 
disasar tidak menerima uang dengan nominal yang ditetapkan. 

Perbedaan itu disebabkan oleh faktor kesiapan. Misalnya, Caleg Jatim 
memilih betul anggota timsesnya, sementara caleg inkumben yang diceritakan 
Informan A tidak memperhitungkan loyalitas timses yang dimiliki. Kembali, 
jika merujuk pada tipologi broker dari Zusiana (2015), para broker politik milik 
caleg petahana dapat dikategorikan sebagai broker oportunis, karena landasan 
para broker berpartisipasi dalam mengampanyekan kandidat adalah kalkulasi 
keuntungan pribadi. Oleh karena itu, walaupun sama-sama didistribusikan 
pada hari H, signifikansi yang dihasilkan dari praktik jual beli suara oleh kedua 
caleg ini menghadirkan disparitas yang cukup kontras.

Terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh caleg dan penyelenggara di 
daerah, Informan A menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi di 
Provinsi Jateng dan Provinsi Jatim. Pada gelaran Pileg 2019, Informan A juga 
mendapat cerita kolaborasi serupa yang terjadi di DKI Jakarta.

Catatan dan Rekomendasi

Laporan ini memperlihatkan bahwa praktik pembelian suara masih terjadi, 
dan dari dua daerah yang dibahas tergambarkan bahwa berjalannya praktik ini 
sangat sistematis. Beberapa alasan yang menyebabkan praktik ini masih terus 
berlangsung adalah pertama, pemilihan umum dengan sistem proporsional 
terbuka membuat para kandidat memperjuangkan dirinya sendiri agar bisa 
dipilih oleh konstituten yang ada di dalam dapil yang begitu luas. 

Kedua, tingginya biaya kampanye membuat perhelatan sangat sulit untuk 
diikuti oleh kalangan yang tidak memiliki modal kapital yang besar. Terlihat 
dari jumlah biaya kampanye, termasuk pembelian suara, yang mencapai 
angka miliaran rupiah. Ketiga, peluang kolaborasi antara peserta pemilu 
legislatif dengan penyelenggara membuktikan bahwa: 1) proses penjaringan 
penyelenggara pemilu masih berlubang; dan 2) kekuatan politik lokal di daerah 
masih memiliki pengaruh yang signifikan.
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Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. 
Pertama, untuk meningkatkan inklusivitas kepesertaan pemilu, diperlukan 
sebuah mekanisme yang menghadirkan kesempatan bagi individu yang 
memiliki kapabilitas untuk bisa maju, terlepas dari latar belakang ekonominya. 

Kedua, untuk menunjang hal tersebut, peninjauan kembali terhadap Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diutamakan. 
Tujuannya agar parpol dapat menghadirkan ekosistem di mana kandidat 
terbaik (bukan hanya kandidat terkaya) dapat ikut berkontestasi di ajang 
elektoral. 

Ketiga, wacana penggunaan kembali sistem proporsional tertutup pada 
pemilu legislatif hanya dapat dilakukan jika dan hanya jika mekanisme 
pengorganisasian dan fungsi parpol di Indonesia diperbaiki terlebih dahulu.
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Tidak dapat disangkal, tahun 2019 merupakan tahun yang 
amat menyita perhatian dan menguras energi. Begitu 

banyak peristiwa politik yang terjadi, dan tidak henti-hentinya 
menyibukkan publik dengan berbagai macam wacana yang tidak 
jarang memekakkan nalar waras. Sebut saja, seperti wacana usang 
untuk mengembalikan kembali keberadaan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN), serta pembahasan dan pengesahan 
beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu yang 
dilakukan dengan kesan terburu-buru dan jauh dari kata 
transparansi dialogis. 

Rancangan Undang-Undang terkait Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3), yang menambah 
jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang; RUU Pertanahan, 
yang alpa dari keadilan sosial dan hak ulayat masyarakat adat; 
RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), 
yang melucuti kewenangan khusus dan independensinya; serta 
RUU Pemasyarakatan, yang berpihak dan memberi sejumlah 
kelonggaran hukuman terhadap narapidana korupsi, adalah 
beberapa diantaranya.

Menariknya, berbagai isu itu tidak hanya menyeruak pasca 
penghelatan akbar pemilu serentak selesai, namun juga dikebut 
menjelang masa periode jabatan anggota legislatif 2014-2019 usai. 
Tindak tanduk dan pemilihan waktu yang nampak tidak biasa 
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itu, tentunya tidak dapat mencegah hadirnya berbagai tanda tanya besar 
dibelakangnya. Tidak mungkin hanya sebuah kebetulan dan sekedar peristiwa 
sambil lalu. Terlebih jika dikaitkan dengan masa pemerintahan Presiden Joko 
Widodo jilid dua, yang baru saja dimulai. 

Pencanangan berbagai RUU itu, dinilai oleh beberapa pihak seolah kembali 
menarik mundur sistem demokrasi, dan mengingatkan kita akan masa Orde 
Baru. Lebih jauh, beberapa pakar bahkan telah menyatakannya sudah 
seperti menyerupai Orde Baru (Koran Tempo, 19/9). Sehubungan dengan 
permasalahan inilah, tulisan ini kemudian disusun untuk menguji beberapa 
realitas tersebut.

Benarkah, dengan mencermati berbagai RUU yang diajukan pada masa 
transisi ini, secara tidak langsung telah menunjukkan wajah sekaligus arah 
pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya akan kembali seperti 
menyerupai gaya Orde Baru? Untuk lebih jelasnya, tulisan ini dibuat 
berdasarkan metodologi dan sistematika, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Metodologi & Sistematika Penulisan

Tulisan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai penulisan dalam lingkup 
disiplin ilmu hukum. Dengan menggunakan metodologi sosio legal yang juga 
dikaitkan dengan studi politik hukum, penulis mencoba untuk memposisikan 
pembicaraan hukum dalam konteks penulisan ini sebagai subsistem 
kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. 

Sebagai sebuah metodologi, sosio legal dapat dikatakan merupakan sebuah 
metodologi penelitian yang masih terbilang “baru” dalam rumpun disiplin ilmu 
hukum. Metodologi ini, menurut Wiratraman (2016), merupakan “konsep 
payung” yang memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum 
maupun sistem hukum.

Identifikasi yang dilakukan melalui metodologi ini, tidak hanya dilakukan 
sebatas teks normatif semata, melainkan pula melalui pendalaman terhadap 
konteks yang mencakup segala proses, seperti “law making” (pembentukan 
hukum) hingga “implementation of law” (penerapan hukum). Banakar dan 
Travers (2005), lebih lanjut menjelaskan metodologi sosio legal sebagai 
pendekatan interdisipliner, yang ditujukan untuk menggabungkan segala 
aspek perspektif disiplin ilmu hukum sebagai utama, dan berbagai ilmu sosial 
menjadi sebuah pendekatan tunggal.

Sedangkan studi politik hukum yang juga digunakan dalam tulisan ini, juga 
menjadi pisau analisis untuk mengartikulasikan kembali definisi “hukum” yang 
selama ini telah lazim diterima secara mapan di masyarakat. Dalam studi 
politik hukum, hukum tidak lain diartikan sebagai kristalisasi, formalisasi atau 
legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui 
kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar 
(MD, 2014).
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Terkait metodologi, penulisan laporan ini sepenuhnya dilakukan dengan studi 
dokumentasi dan kepustakaan. Data penelitian bersumber dari data sekunder 
yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Secara 
ringkas, Marzuki (2014) menyatakan bahwa bahan hukum primer yang 
dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai 
otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi kenegaraan 
atau risalah pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yakni bahan yang mencakup semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan bahan hukum primer yang 
sebagaimana dimaksud di atas. Bentuknya dapat merupakan buku atau 
jurnal-jurnal ilmu hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), 
pandangan ahli hukum (doktrin, hasil penelitian hukum dan kamus-kamus 
hukum). Adapun yang dimaksud dengan bahan non-hukum, ialah publikasi 
selayaknya bahan hukum sekunder, namun tidak terkait secara langsung 
dengan rumpun disiplin ilmu hukum. Data-data penelitian yang diperoleh 
tersebut diolah secara kualitatif, dan disertai dengan pendekatan konseptual, 
perundang-undangan, dan historis, untuk memberikan hasil penelitian yang 
bersifat deskriptif-analitis serta preskriptif.

Terkait dengan sistematika penulisan, tulisan ini akan diawali dengan 
penjabaran tentang apa yang dimaksud dengan Orde Baru, dan bagaimanakah 
corak serta karakteristik bangunan hukum yang berkembang pada masa itu. 
Selanjutnya, penulis mencoba untuk melangkah dan memperbandingkan 
konfigurasi politik pada periode pertama masa pemerintahan Presiden 
Jokowi, dan yang sedang berlangsung saat ini, serta karakter produk hukum 
yang terbentuk menjelang periode keduanya atau yang disebut dalam tulisan 
ini sebagai era atau masa “transisi”.

Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

Politik Hukum dan Studi Politik Hukum

Politik hukum, secara etimologis tersusun atas dua kata, yakni politik dan 
hukum. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis. Polis menurut 
beberapa literatur, diartikan oleh filsuf Yunani kuno, terutama menurut Plato 
dan Aristoteles, sebagai suatu usaha untuk menggapai en dam onia atau the 
good life (kehidupan yang baik). 

Sehubungan dengan itu, Budiarjdo (2008), memberikan pengertian politik 
sebagai suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat 
diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat ke arah 
kehidupan bersama yang harmonis. Termasuk dalam hal ini, pengertian 
yang erat kaitannya dengan permasalahan kekuasaan (power), pengambilan 
keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), serta alokasi atau 
distribusi (allocation or distribution) dalam kehidupan bernegara (state).
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Adapun terkait dengan kata hukum, menurut R. Soeroso (2011), berasal 
dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata jamak “alkas”. 
Kata itu memberikan pemaknaan yang bertalian erat dengan pengertian 
“dapat melakukan paksaan”. Serupa dengan hal itu, secara terminologis di 
dalam kepustakaan Belanda, hukum sebagai terjemahan dari recht diartikan 
sebagai keseluruhan aturan nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat 
(Algra, et al., 1983). Hal ini bersamaan pendapat Mertokusumo (2003), 
yang memberikan pengertian hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang 
tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, dan dapat 
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Titik pertautan antara hukum dan politik, kemudian dapat dilihat ketika 
hukum dipandang secara sempit sebagai undang-undang tertulis. Seperti yang 
sebagaimana diketahui, tidak lain merupakan produk politik yang dibentuk 
oleh lembaga politik, dan melalui proses politik. Pada saat itulah, proses 
interplay atau tarik-ulur yang tercipta dalam pembentukannya, antara “cara 
untuk mencapai tujuan” dan “melihat tujuan yang diinginkan”, melahirkan 
sesuatu yang disebut sebagai politik hukum. 

Wahjono (1986), menerjemahkan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang 
menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan 
Mahfud MD (2014), sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang 
hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun 
dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan. 

Suatu politik hukum yang ingin diberlakukan, baik itu melalui penggantian 
atau merevisi suatu undang-undang yang telah ada ataupun membentuk 
suatu undang-undang yang baru sama sekali, tentu tidak terlepas dari sebuah 
kontestasi kepentingan yang turut larut dalam proses pembentukannya. Pada 
tahap ini, politik hukum dapat digunakan dan diartikan sebagai sebuah studi.

Sebagai sebuah studi, Syaukani & Thohari (2015) mengartikan studi politik 
hukum sebagai perspektif tersendiri. Sebagai sebuah studi yang melihat hukum 
sebagai hasil dari suatu proses politik (law as a product of political process), 
yang tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya (taken for granted) 
tanpa mempertimbangkan latar belakangnya yang bersifat non-hukum dan 
begitu determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isinya.

Adapun menurut Mahfud MD (2014), studi politik hukum adalah sebuah 
studi yang berbicara mengenai pengertian politik hukum sebagai policy 
atau arah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, dan 
berbagai hal yang terkait dengan arah resmi tersebut. Misalnya, politik apa 
yang melatarbelakangi, budaya hukum apa yang melingkupi dan problema 
penegakan apa yang akan dihadapi.
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Teori Perundang-Undangan

Teori Perundang-undangan (gesetzgebungstheorie), ialah teori yang berkenaan 
pada orientasi untuk mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian 
(enklarungsthorie) dan bersifat kognitif. Dalam diskursus yang lebih luas, 
teori perundang-undangan dibedakan dengan Ilmu Perundang-Undangan 
(gesetzgebunglehre), yang diartikan sebagai ilmu yang berorientasi pada 
perbuatan (handlungsorientiert) dalam hal melakukan pembentukan peraturan 
perundang-undangan dan bersifat normatif (Soeprapto, 1998).

Dalam teori perundangan-undangan, produk hukum yang bersifat mengatur 
(regeling) dibedakan dengan produk hukum yang bersifat menetapkan 
(beschikking). Produk hukum pertama disebut sebagai Peraturan, bercirikan 
norma yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms), sedangkan 
yang kedua disebut Ketetapan atau Keputusan, yang bercirikan norma yang 
bersifat individual dan konkrit (individual and concrete) (Asshiddiqie, 2014).

Indonesia sendiri, memiliki beberapa bentuk peraturan perundang-undangan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, disebutkan terdiri: 1. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 2. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); 3. Undang-Undang (UU)/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); 4. Peraturan Pemerintah 
(PP); 5. Peraturan Presiden (Perpres); 6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda 
Provinsi); serta 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/
Kota).

Semua peraturan perundangan-undangan tersebut tersusun dalam tatanan 
hierarkis yang masing-masing memiliki kekuatan mengikat yang berjenjang 
seturut dengan kedudukannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah yang tertinggi, dan Perda Kabupaten/Kota 
adalah yang terendah. 

Dalam UU ini, juga diatur terkait tata cara pembentukannya. Disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 1, bahwa pembuatan suatu peraturan perundang-
undangan mencakup dan melalui 5 tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan 
pertama, yakni perencanaan, disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 16 dilakukan 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Prolegnas itu sendiri, merupakan pedoman atau instrumen perencanaan, yang 
di saat yang sama juga menjadi pengendali penyusunan yang mengikat lembaga 
berwenang yang membentuk peraturan perundang-undangan demikian. 
Berbentuk Keputusan DPR yang berisikan daftar RUU yang hendak disusun 
dan dibahas, yang berdasarkan Pasal 1 angka 9, diadakan secara terencana, 
terpadu dan sistematis, serta dengan memperhatikan skala prioritas sesuai 
dengan kebutuhan hukum masyarakat.
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Pada tahapan kedua, yakni Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan 
(2) bahwa RUU dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD. Disebutkan 
pula pada pasal berikutnya, bahwa RUU itu harus disusun disertai dengan 
Naskah Akademik, atau naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan 
penelitian lainnya terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Selain itu, pada Pasal 45, disebutkan pula bahwa RUU yang telah diajukan 
oleh masing-masing pihak, harus disusun berdasarkan Prolegnas yang telah 
disepakati bersama. Kecuali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2), 
DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, dalam keadaan 
tertentu dan dengan alasan; a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan 
konflik, atau bencana; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan 
adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama.

Tahapan ketiga, yakni pembahasan. Dalam Pasal 65 diatur bahwa pembahasan 
RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. 
Adapun keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU, hanya dibatasi pada 
beberapa muatan materi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya 
ditentukan bahwa proses Pembahasan RUU ini, diatur melalui dua tingkat 
pembicaraan. 

Pertama, pembicaraan tingkat I, yang berisikan pengantar musyawarah, 
pembahasan daftar inventaris masalah, dan penyampaian pendapat mini 
dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat 
Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Kedua, pembicaraan tingkat II, 
yang berisikan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang dibarengi 
dengan laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, DPD, dan hasil 
pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap 
fraksi dan anggota secara lisan, dan; penyampaian pendapat akhir Presiden 
melalui menteri yang ditugasi.

Pada tahapan keempat, pengesahan atau penetapan suatu RUU menjadi UU, 
dilakukan oleh Presiden dengan pembubuhan tanda tangan. Dalam Pasal 
72 hingga Pasal 74, diatur bahwa untuk memperoleh pengesahan tersebut, 
Pimpinan DPR wajib mengirimkan RUU yang telah memperoleh persetujuan 
bersama kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak 
persetujuan tersebut.

Setelahnya, UU itu kemudian memasuki tahapan akhir, yakni pengundangan. 
Dalam Pasal 82 hingga Pasal 84, hal itu dilakukan dengan menempatkan 
UU yang telah memperoleh pengesahan itu ke dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia, sedangkan penjelasannya di dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 87, disebutkan bahwa suatu 
peraturan perundang-undangan, disebutkan mulai berlaku dan mempunyai 
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Kecuali sebelumnya telah 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
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Hasil Temuan dan Pembahasan

Bagian ini akan menjabarkan temuan dan memberikan analisis atas 
permasalahan yang telah diajukan dan analisis terhadap temuan. Bagian 
pertama pembahasan ini akan mengulas corak politik dan karakteristik 
pembangunan hukum era Orde Baru, sebelum masuk pada pembahasan 
kejatuhan Orde Baru, bergulirnya era Reformasi, serta fluktuasi akseptabilitas 
Presiden Jokowi. Bagian akhirnya, akan fokus pada pembahasan mengenai 
konfigurasi politik dan karakteristik legislasi Pemerintahan Jokowi, khususnya 
di masa-masa menjelang era transisi periode kedua pemerintahannya.

Corak Politik dan karakteristik Pembangunan Hukum  
Era Orde Baru

Orde Baru, menurut Kamus Sejarah Indonesia, merupakan sebuah peristilahan 
umum yang merujuk pada era atau sistem politik yang berlaku pada tahun 
1966, atau setelah Presiden Soeharto berkuasa hingga kejatuhannya di bulan 
Mei 1998 (Cribb dan Kahin, 2012). 

Bagi beberapa pengalaman orang, seperti yang diceritakan Said dalam 
Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016), Soeharto 
tampil dan berkuasa dengan membangun sistem perpolitikan yang begitu 
otoritarian. Dengan mempraktikkan taktik yang hampir selalu dilakukan 
oleh kebanyakan penguasa otoriter dunia ala machiavellian, interaksi apalagi 
ketegangan antara Soeharto dan para politisi sipil nyaris tidak pernah ada. 

Selama sang jenderal berkuasa, pemerintah membangun sistem perpolitikan 
dengan pola kompetisi yang terbatas, terkontrol dan dirancangkan khusus 
untuk “melegalkan” peran politik tentara dan kekuasaannnya di mata publik. 
Orang-orang yang dipandang berpotensi kritis pada kekuasaan, nyaris tidak 
pernah ditemukan muncul dalam panggung politik DPR, MPR dan kedudukan 
strategis dalam birokrasi (Said, 2016).

Dengan jenis konfigurasi politik seperti itu, tidak mengherankan apabila 
corak dan  karakteristik produk-produk hukum yang lahir di era ini, 
cenderung bersifat konservatif atau ortodoks. Hal ini sebagaimana tesis 
Mahfud MD dalam penelitiannya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia 
(2014).  Bahwa konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk 
hukum yang konservatif, sedangkan konfigurasi politik yang demokratis 
akan menghasilkan produk hukum yang responsif. Khusus produk hukum 
konservatif, parameternya dapat dilacak dari fungsi dan proses pembentukan 
peraturan perundang-undangannya yang tidak aspiratif, dan non partisipatif, 
serta substansinya yang banyak memberi kemungkinan terhadap penafsiran 
sepihak melalui peraturan-peraturan turunan atau lanjutan.

Dalam catatan Mahfud, hal ini setidaknya terlihat dalam dua UU, yakni 
Undang-Undang terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemerintahan 
Daerah (Pemda). Dengan UU Pemilu yang saat itu diatur dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1969, posisi dan kekuatan pemerintah seringkali 
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diuntungkan. Organisasi penyelenggara pemilu dijadikan tidak netral dan 
peraturan turunan atau pelaksananya dinilai tidak adil dan memberi ruang 
untuk interpretasi melenceng dari hal-hal yang seharusnya bersifat teknis 
oleh pemerintah. 

Begitu juga dengan UU Pemda yang saat itu diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974. Pengaturannya begitu kental mengatur relasi 
kewenangan pusat-daerah dalam pola sentralistis dan penuh dengan nuansa 
hegemonik. Pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas pemilihan kepala 
daerah (kepda), dan dijadikan sepenuhnya sebagai alat pusat di daerah (MD, 
2014).

Catatan Radjab (2013), yang menyoroti beberapa produk hukum konservatif 
pada Orde Baru juga menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. Pertama, 
seperti pada pengaturan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 (UU MDD). Undang-Undang 
ini, disebutkan oleh Radjab mengatur pengangkatan keanggotaan MPR/DPR 
sebanyak 100 orang, yang dibagi atas ketentuan 75 orang dari Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan 15 orang dari Golongan Karya 
(Golkar) non-ABRI, serta dengan ketentuan recall terhadap anggota MPR 
yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, pada sikap yang masih mempertahankan ketentuan haatzaai artikelen 
atau penghinaan presiden dalam KUHP, begitu juga dengan Undang-Undang 
Nomor 11 PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU Anti 
Subversi). Ketiga, pada ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 
yang mengancam kebebasan Pers. Keempat, pada Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1990 tentang Mobil Nasional (UU Mobnas), yang memunculkan 
monopoli dan konglomerasi anak kerabat dan kroni-kroni presiden, dan 
sebagainya.

Tidak berbeda jauh dengan Radjab, catatan Achidsti (2018) juga menarik untuk 
dicermati disini. Dalam hal menyoroti produk-produk hukum Orde Baru, Ia 
memperlihatkan pola sistematis Presiden Soeharto dalam melanggengkan 
kekuasaannya secara sah melalui instrumen-instrumen hukum yang tertuang 
dalam paket lima Undang-Undang. Diantaranya, melalui UU Pemilu, UU 
MDD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan 
Golongan Karya, yang mengerdilkan perpolitikan sipil dan memungkinkan 
Soeharto untuk memonopoli lembaga-lembaga negara. 

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, yang mengancam kebebasan berkumpul, dan berserikat 
lewat tindakan-tindakan represif yang didasarkan atas asas Pancasila yang 
ditafsir secara sepihak oleh Pemerintah. Terakhir, melalui Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang mengekalkan kuasa 
Soeharto selama kurang lebih 32 Tahun, dibalik penyakralan UUD 1945 yang 
belum mengatur masa jabatan presiden.
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Kejatuhan Orde Baru, Bergulirnya Era Reformasi, dan Fluktuasi 
Akseptabilitas Presiden Joko Widodo

Apa yang terlihat berlangsung pada masa Orde Baru, tentunya telah jauh 
berbeda pada masa ketika era Reformasi telah bergulir. Jabatan Presiden dari 
tahun ke tahun tidak lagi dieksploitasi hanya oleh satu orang, dan berbagai 
instrumen hukum konservatif pada Orde Baru telah dicabut, diubah dan 
digantikan. Termasuk beberapa pengaturan dalam Konstitusi UUD 1945, 
yang salah satunya telah mendefinitifkan masa jabatan Presiden Republik 
Indonesia (RI) selama lima tahun, dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak 
satu kali dengan masa jabatan yang sama.

Setidaknya, semenjak Soeharto dilengserkan pada bulan Mei 1998, jabatan 
Presiden RI kini telah dijabat oleh beberapa orang. Mereka ialah Bacharuddin 
Jusuf Habibie (1998), Abdurrahman Wahid (1999), Megawati Soekarnoputri 
(2001), Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (2004), dan Joko Widodo/Jokowi 
(2014). Dua nama terakhir, adalah Presiden RI yang sejauh ini telah tercatat 
kembali terpilih setelah melalui pemilu di masa-masa akhir periode jabatannya.

Meski demikian, hasil survei yang dilakukan Indo Barometer pada pertengahan 
tahun 2018 lalu, menempatkan SBY di bawah Jokowi sebagai Presiden RI 
pasca Reformasi yang dinilai paling berhasil menjalankan tugasnya. Padahal, 
era pemerintahan Jokowi di waktu itu masih genap berjalan 4 tahun dan 
penyelenggaraan pemilu untuk menentukan periode keduanya belum dimulai 
dan terprediksi secara pasti.

Hal ini berbeda dengan hasil survei Kompas dan Saiful Muljani Reseacrh & 
Consulting (SMRC) yang dilakukan di bulan Oktober 2019, atau di akhir masa 
jabatan periode pertama Presiden Jokowi. Apresiasi yang terlihat didapatkan 
dari publik, kian mengalami penurunan semenjak memasuki bulan ke-42 
sebesar 72,2%, bulan ke-48 sebesar 65,3%, bulan ke-54 sebesar 59,6%, 
hingga bulan yang ke terakhir, yakni bulan ke-60 dengan apresiasi sebesar 
58,8%. Sementara 5 tahun sebelumnya, SBY justru mengalami kenaikan 
apresiasi menjelang berakhirnya periode pertamanya, yakni pada bulan ke-42 
sebesar 54,0%, bulan ke-48 sebesar 63,0%, bulan ke-54 sebesar 70,0%, dan 
pada bulan ke-60 sebesar 75,0%.

Ada banyak faktor yang disebutkan menjadi penyebab utama turunnya 
apresiasi tersebut. Namun, yang paling menarik untuk dikaji dan sesuai 
dengan batasan penelitian ini, ialah terkait faktor yang datang dari bidang 
politik dan hukum. Salah satunya yang bermula dari konflik revisi UU KPK 
yang diusulkan sejumlah fraksi di DPR, dan yang disertai dengan sejumlah 
kebijakan dan pengusulan RUU lainnya yang dinilai berlawanan dengan politik 
hukum pemerintahan Jokowi di periode pertamanya.
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Konfigurasi Politik dan Karakteristik Legislasi Pemerintahan 
Joko Widodo menjelang Era Transisi Periode Ke-II 

Pada awal pemerintahan periode pertamanya, Jokowi terlihat tampil dengan 
visi kenegaraan yang nyaris paripurna. Ditambah dengan citra yang dinilai 
sederhana dan dekat dengan rakyat (news.detik.com 24/5/2014), Jokowi 
yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dan mengusung visi yang 
dinamakan “Nawacita”, berhasil memperoleh tingkat akseptabilitas tertinggi 
dari masyarakat dibanding rival politiknya dan melenggang menduduki kursi 
Presiden RI 2014-2019.

Jika ditelusuri jauh kebelakang, Jokowi pada awalnya merupakan calon 
presiden yang datang dari usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 
merupakan partai politik (parpol) yang memperoleh suara tertinggi dalam 
perolehan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yang saat itu belum dilaksanakan 
secara serentak bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. 
Adapun daftar parpol peserta Pileg 2014 beserta keseluruhan total hasil 
suaranya, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 3.1. Daftar Peserta Pemilu Legislatif 2014 dan Total Perolehan Suara

No. Nama Partai Politik Jumlah 
Suara

Perolehan Suara 
(dalam persen)

1 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 8.402.812 6,72%
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11.298.957 9,04%
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8.480.204 6.79%
4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P)
23.681.471 18,95%

5 Partai Golongan Karya (Golkar) 18.432.312 14,75%
6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 14.760.371 11,81%
7 Partai Demokrat 12.728.913 10,19%
8 Partai Amanat Nasional (PAN) 9.481.621 7,59%
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8.157.488 6,53%

10 Partai Hati Nurani (Hanura) 6.579.498 5,26%
11 Partai Bulan Bintang (PBB) 1.825.750 1,46%
12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI)
1.143.094 0,91%

Sumber: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014, Komisi Pemilihan Umum, 2014.

Selain PDI-P, per 13 Mei 2014 Jokowi juga mendapat dukungan dari dua 
partai politik yang dapat dikatakan cukup memperoleh suara yang banyak 
berdasarkan tabel di atas, yakni Partai Nasdem (6,72%), dan PKB  (9,04%). 
Belakangan, koalisi partai yang dinamakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini, 
turut memperoleh dukungan tambahan dari Partai Hanura (5,26%) per 19 Mei 
2019, disusul dengan PKPI (0.91%), meskipun sebelumnya tidak dinyatakan 
sebagai salah satu peserta yang memenuhi ambang batas parlementer atau 
parliamentary threshold sebanyak 3,5% dalam UU Pemilu sebelumnya atau 



43Indonesia 2019 – Muhammad Aulia Y. Guzasiah

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang khusus mengatur pemilu 
anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD.

Sementara itu, Prabowo Subianto atau kandidat lainnya yang menjadi salah 
satu calon peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, merupakan usungan dari 
Partai Gerindra (11,81%) dan memperoleh dukungan PAN (7,59%), PKS 
(6.79%), dan PPP (6,53%). Hal ini disusul dengan dukungan PBB (1,46%) 
yang juga termasuk dari dua parpol yang sebenarnya tidak dinyatakan 
memenuhi parliamentary threshold. 

Adapun dengan Golkar (14,75%) dan Partai Demokrat (10,19%), saat itu 
disebut belum menyatakan sikap terkait arah dukungan parpolnya. Hingga 
per 20 Mei 2014, Golkar mendeklarasikan diri mendukung Prabowo atau 
menyatakan masuk ke dalam koalisi partai yang dinamakan sebagai Koalisi 
Merah Putih (KMP), sedangkan Partai Demokrat terlihat mendukung, namun 
secara resmi dalam beberapa kali kesempatan lebih sering menyatakan dirinya 
sebagai partai yang netral atau tidak memihak.

Sejak awal, kontestasi politik antar koalisi ini terbilang sangat cair. Begitu 
banyak manuver-manuver politik yang tidak terduga sama sekali hingga 
beralihnya beberapa parpol KMP berbalik badan mendukung Jokowi dan 
menyatakan diri bergabung dalam KIH. Diantaranya ialah PKB (Oktober 
2014), PAN (September 2015), dan Golkar (Mei 2016). Belakangan, Partai 
Persatuan Indonesia (Perindo) yang baru terbentuk di tahun 2015 dan seketika 
menyatakan diri bergabung di KMP, juga turut mengalihkan dukungannya ke 
Jokowi, dan bergabung dengan KIH di tahun 2017. 

Dapat diindikasikan, hal ini seiring dengan menguatnya soliditas KIP, di bawah 
figur Jokowi yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2014. Terlebih jika hal 
ini dikaitkan dengan tingkat akseptabilitas dan popularitasnya, yang kian 
meninggi menjelang penyelenggaraan pemilu selanjutnya yang sebagaimana 
diketahui, akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2019. Survei yang 
dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 
2019, jelas merekam perkembangan itu (lihat Gambar 3.1).  

Survei tersebut menunjukkan derajat penilaian publik terhadap citra Jokowi 
yang terlihat konstan di kisaran 80% dan 90% sejak bulan April 2016 hingga 
bulan Oktober 2018 (lihat Gambar 3.2). Hal ini diiringi dengan derajat 
kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi yang juga mengalami 
peningkatan memasuki pertengahan tahun 2018, di mana pada bulan April 
2017 sebesar 63,1%, bulan Oktober 2017 sebesar 70,8%, hingga pada bulan 
April 2018 mencapai sebesar 72,2%. 
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Gambar 3.1. Derajat Penilaian Publik terhadap Citra Jokowi

Sumber: Litbang Kompas, 2019.

Gambar 3.2. Derajat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan 
Jokowi

Sumber: Litbang Kompas, 2019.

Satu hal yang menarik dicermati dalam kaitannya terhadap kinerja Presiden 
Jokowi selama ini atau tepatnya pada periode pemerintahan pertamanya, ialah 
Ia kerap tampil dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai populis (Rahmawati, 
2018). Terlebih sejak awal, hal ini juga didukung dengan visi Nawacita-nya 
yang hampir melingkupi berbagai bidang tatanan politik, sosial, ekonomi serta 
budaya, dan berhasil mendulang banyak simpati dari masyarakat.
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Selain dalam bidang ekonomi, bidang hukum adalah salah satu isu yang 
paling sering disoroti dan menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Dalam 
Nawacita Presiden Jokowi tahun 2014, tergariskan visi untuk melakukan 
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 
dan terpercaya. Hal ini kemudian teraktualisasi dalam Corruption Perception 
Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terlihat konsisten belum pernah 
mengalami penurunan sejak Jokowi menjabat (lihat Gambar 3.3).

Niatan untuk mewujudkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 
bebas dari korupsi tersebu juga terlihat dilakukan Jokowi dengan melibatkan 
KPK dan institusi penegak hukum lainnya di hampir setiap lini penyelenggaraan 
negara. Misalnya, dengan melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal menyeleksi menteri-menteri 
pemerintahan di awal kepemimpinannya (nasional.kompas.com 27/10/2014); 
melibatkan KPK dalam mengawasi penggunaan sejumlah anggaran negara, 
daerah atau desa, dan melibatkan KPK dalam menyusun sejumlah agenda 
kebijakan pemerintahan, seperti dalam Strategi Nasional Pemberantasan 
Korupsi (Stranas PK) yang dimuat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018. 

Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (1998-2018)

Sumber: Transparancy International, dalam Katadata.co.id, 2019

Adanya sikap yang berlainan pasca Jokowi kembali terpilih dan dalam  
memasuki era transisi periode keduanya, setidaknya dapat ditelusuri jika 
mencermati sikap dan dukungan berbagai parpol yang datang membanjiri  
seiring dengan meningginya tingkat akseptabilitas dan popularitas Jokowi 
menjelang pemilu 2019 (lihat Gambar 3.1 dan Gambar 3.2). Dapat diperhatikan, 
ketika kembali diusung oleh PDI-P untuk mencalonkan diri sebagai calon 
peserta Pilpres 2019, Jokowi setidaknya meraup dukungan dari 10 parpol 
peserta pemilu yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Parpol 
tersebut diantaranya ialah PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, 
Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, PBB, dan ditambah satu parpol baru yang 
terbentuk di tahun 2014, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 
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Sementara, Prabowo yang saat itu juga kembali dari diusung Partai 
Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2019, terlihat 
memperoleh dukungan dari koalisi parpol yang cukup timpang jika dilihat dari 
segi jumlah. Sebagaimana diketahui, koalisi parpol yang mengusung nama 
sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) itu, terhitung hanya berisikan 
6 parpol peserta pemilu, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, 
Partai Berkarya yang baru terbentuk di tahun 2016, dan ditambah satu parpol 
yang secara administrasi sebenarnya tidak dinyatakan memenuhi syarat 
faktual menjadi peserta Pemilu 2019 oleh KPU, yakni Partai Islam Damai 
Aman (Idaman).

Adanya kondisi yang timpang antar dukungan parpol, menjadi tidak 
terhindarkan jika dikaitkan dan mengingat tingkat kesulitan penyelenggaraan 
pemilu di tahun ini yang dilaksanakan secara serentak dan mensyaratkan 
parliamentary threshold yang lebih berat, yakni sebesar 4% atau naik sebesar 
0,5% dari pemilu sebelumnya. Berdasarkan UU Pemilu terkini (Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017), ambang batas parlementer tersebut diatur 
dengan ketentuan ambang batas pengajuan calon presiden (presidential 
threshold) yang dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta 
pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi 
DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu legislatif 
anggota DPR.

Ketentuan ini sebenarnya tidaklah terbilang baru, sebab sebelumnya pernah 
diatur dalam UU Pemilu khusus Presiden dan Wakil Presiden atau dalam 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dengan rumusan pengaturan yang 
kurang lebih sama. Meski demikian, ketentuan ini ramai dipermasalahkan dan 
diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai kental dengan 
nuansa politis sesaat (nasional.kompas.com, 21/7/2014).

Disebut demikian, karena ketentuan syarat ambang batas tersebut telah 
mengunci perolehan suara hasil pemilu anggota legislatif 2014 sebagai dasar 
untuk mengusulkan calon presiden di pemilu serentak 2019. Dengan demikian, 
ketentuan ini pada akhirnya hanya akan menguntungkan segelintir parpol yang 
sebelumnya telah mengikuti dan banyak meraup suara pada Pemilu 2014. 
Sementara, parpol-parpol yang baru terbentuk dan tidak sempat mengikuti 
pemilu tersebut, tentu tidak memiliki kesempatan untuk turut mengajukan 
nama-nama calon presiden alternatif.

Dampak lainnya, ketentuan tersebut juga secara tidak langsung telah memberi 
celah terhadap segelintir parpol, untuk memonopoli kendali pengusulan 
nama calon presiden meski realitas politik yang ada memperlihatkan sikap 
dan pilihan-pilihan politik yang berbeda dari masyarakat. Dengan kata lain, 
ketentuan tersebut dengan begitu telanjang telah membuka corong oligarki 
selebar-lebarnya terhadap parpol pemegang suara terbanyak pada pemilu 
sebelumnya.
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Adapun jika ditelisik lebih mendalam, ketentuan ambang batas presiden ini 
juga telah mengacaukan amanat reformasi yang telah susah payah dibangun 
untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.  Dahulu, dibalik alasan 
perencanaan untuk memperkuat sistem presidensial (beritagar.id, 15/7/2017), 
tanpa disadari ambang batas presiden yang disusun dengan ketentuan seperti 
itu justru akan memperlemah sistem presidensial itu sendiri.

Dengan menguatkan kecenderungan anomali reformasi yang menggeser 
executive heavy Orde Baru menjadi legislative heavy, ketentuan ini pada 
akhirnya akan memasung political will yang sebenarnya dari calon presiden, 
dengan menjadikannya tergantung pada kehendak koalisi parpol. Calon 
Presiden yang nantinya terpilih, tentunya akan menjadi sangat rentan untuk 
tersandera kepentingan elit politik. 

Tidak memerlukan waktu yang lama untuk melihat pembuktian proyeksi 
ini akan benar-benar terjadi. Sebagaimana yang terlihat pada era transisi 
menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, ketika sejumlah 
kebijakan dan pengajuan RUU yang dinilai bermasalah dari segi substansi 
maupun prosedural pembentukannya, seketika disetujui secara “ajaib” 
menjadi UU.

Lembaga Presiden yang seharusnya dapat menjadi penyeimbang berdasarkan 
sistem check and balances, terlihat menjadi tidak berdaya berhadapan 
dengan dominasi dan kekuatan koalisi parpol yang ada di parlemen. Dalam 
beberapa kali kesempatan, terkadang dapat dilihat adanya perbedaan sikap 
antar Presiden Jokowi dengan kepentingan koalisi parpol pengusungnya 
terkait suatu kebijakan atau RUU. Ujung-ujungnya, justru pilihan parpol atau 
koalisinya itulah yang pada akhirnya nanti akan mengemuka dan disahkan 
sebagai kebijakan resmi kenegaraan.

Sebagaimana yang dipertontonkan pada wacana penguatan agenda 
pemberantasan korupsi. Sejak awal sebelum terpilih menjadi Presiden RI pada 
tahun 2014, Jokowi yang saat itu tengah berkampanye seringkali menyebut 
dan berjanji bahwa KPK kedepan akan diperkuat (nasional.sindonews.com, 
26/6/2014; news.detik.com 24/1/2015). Dalam perkembangannya, KPK 
sendiri tidak jarang digerus berbagai upaya pelemahan melalui wacana revisi 
UU KPK dan melalui hak angket DPR. Menariknya, upaya itu muncul seiring 
dengan pengusutan dan terbongkarnya satu per satu kasus mega korupsi yang 
melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Misalnya, kasus rekening gendut 
calon Kapolri 2015 Budi Gunawan, kasus KTP elektronik yang melibatkan 
Ketua DPR 2016 Setya Novanto, dan kasus-kasus korupsi lainnya.

Di tahun 2015 hingga 2016, wacana revisi UU KPK tersebut sempat diredam 
oleh Jokowi dengan menolak dan menunda pembahasannya. Sementara 
dari parpol pengusung utamanya, yakni PDI-P, terlihat begitu gencar 
memperjuangkan dan mengusulkan revisi UU itu untuk masuk dalam agenda 
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Prolegnas Prioritas Tahun 2015 (news.detik.com 6/8/2015). Begitu juga ketika 
hak angket DPR digulirkan terhadap KPK di tahun 2017, justru politisi PDI-P 
lah yang secara terang sempat tercatat mengeluarkan usulan pembekuan 
KPK (news.detik.com, 10/9/2017).

Di tahun 2019, upaya ini seakan terlihat tidak lagi terbendung. Revisi UU 
KPK, seketika dibahas oleh DPR bersama dengan Pemerintah tanpa melalui 
Prolegnas Prioritas Tahun 2019, dan disetujui secara “ajaib” dengan mekanisme 
pembahasan yang cacat prosedural dan dalam waktu beberapa hari saja. 
Gelombang penolakan dan protes keras dari masyarakat pun muncul secara 
masif. Desakan penerbitan Perppu diwacanakan dan dituntut untuk segera 
dikeluarkan untuk menganulir Revisi UU KPK tersebut.

Dalam masa-masa pengundangannya yang mengharuskan Revisi UU itu 
untuk mendapat tanda tangan presiden, Jokowi beberapa kali sempat 
menolak memenuhi wacana tersebut. Namun, dalam suatu kesempatan, 
Jokowi terlihat melunak setelah mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan 
akademisi ke istana, dan menyatakan akan segera mempertimbangkan untuk 
mengeluarkan Perppu (nasional.kompas.com, 26/9). 

Menariknya, wacana ini dikabarkan turut dipantau oleh Ketua umum 
PDI-P sendiri, yakni Megawati Soekarno Putri (nasional.tempo.co, 7/10). 
Tidak lama berselang dari pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh 
masyarakat tersebut, Fraksi PDI-P kemudian turut mengeluarkan sikap resmi 
penolakannya terhadap wacana penerbitan Perppu KPK (cnbcindonesia.
com, 8/10). Hingga menjelang 30 hari setelah disetujui menjadi UU, Perppu 
KPK yang diwacanakan tersebut tidak kunjung dikeluarkan. Adapun kini, 
berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, revisi UU KPK tersebut 
telah berlaku, meskipun dalam pengundangannya Jokowi tidak terlihat 
memberikan tanda tangannya. 

Dramaturgi Revisi UU KPK ini, dapat dilihat sebagai potret dari 
keseluruhan kondisi yang mengakumulasikan kebijakan serta pengajuan 
dan pembahasan RUU yang dinilai bermasalah. Beberapa diantaranya 
adalah, wacana penghidupan kembali GBHN, UU MD3; RUU Pertanahan; 
RUU Pemasyarakatan, dan sebagainya. Corong oligarki yang telah dibuka 
oleh presidential threshold dalam UU Pemilu, adalah salah satu muara 
permasalahannya. Meski tidak serupa dengan kondisi otoritarian Orde 
Baru, namun kondisi pemerintahan Jokowi di era transisi ini setidaknya 
memperlihatkan adanya kesamaan pola. Jika dahulu pemerintah didominasi 
kekuasaan tunggal melalui figur Soeharto, kini dominasi kekuasaan itu terlihat 
dipegang oleh segelintir kelompok.

Mekanisme check and balances perlu segera dipulihkan, amanat reformasi 
wajib segera dikembalikan, dan kecenderungan legislative heavy harus 
segera dikoreksi. Hal ini dapat ditempuh dengan mengkaji kembali ketentuan 
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Presidential threshold dalam UU Pemilu terkini. Jika tidak, apa yang 
sebelumnya pernah diwanti-wanti oleh Lord Acton bahwa “power tends to 
corrupt and absolutely power corrupt absolutely”, akan menjadi kenyataan dan 
bisa jadi akan lebih parah daripada abuse of power yang pernah terjadi di era 
Orde baru.

Kesimpulan & Rekomendasi

Dalam kajian politik hukum, konfigurasi politik suatu pemerintahan tidak 
jarang menentukan karakter produk hukum yang terbentuk. Dalam hal ini, 
Orde Baru tercatat memiliki konfigurasi politik yang sangat otoritarian dan 
menutup celah terhadap perpolitikan sipil untuk turut andil. Dalam konteks itu, 
karakter produk hukum yang ditunjukkan, terlihat ortodoks atau konservatif. 
Terkait dengan ini, meski tidak sepenuhnya serupa, namun terdapat pola 
yang sama dalam era transisi menjelang periode kedua Pemerintahan Jokowi. 

Munculnya sejumlah kebijakan atau RUU yang dinilai bermasalah dalam 
era transisi periode keduanya, tentu merupakan sebuah anomali. Sebab 
berdasarkan penelitian yang telah dibahas di atas, derajat akseptabilitas dan 
popularitas Jokowi di mata masyarakat sejauh ini menunjukkan penguatan 
sejak periode pemerintahan pertamanya. Hal ini tentunya berkorelasi secara 
tidak langsung dengan konfigurasi politik yang masih tergolong demokratis di 
era pemerintahannya. 

Momen perhelatan akbar pemilu serentak yang menggunakan presidential 
threshold disamping parliamentary threshold, dengan menjadikan hasil pemilu 
anggota legislatif 2014 sebagai acuannya, dapat ditengarai sebagai asal 
muasalnya. Jika ditilik lebih mendalam, ketentuan ini secara tidak langsung 
menjadikan parpol atau koalisi parpol yang meraup suara terbanyak pada 
pemilu sebelumnya, begitu lenggang menentukan sikap politik calon presiden 
terpilih, dan menekannya tergantung pada pilihan parpol atau sikap politik 
koalisi pengusungnya. Dengan kata lain, selain telah membuka corong 
terhadap peluang oligarki, ketentuan ini juga telah mengacaukan amanat 
reformasi untuk memperkuat sistem presidensial.

Sebagai rekomendasi, mekanisme checks and balances perlu segera dipulihkan, 
amanat reformasi wajib segera dikembalikan, dan kecenderungan legislative 
heavy harus segera dikoreksi. Hal ini dapat ditempuh dengan mengkaji kembali 
ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu terkini, serta menguatkan 
kembali sistem presidensial.
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Latar Belakang

Sepanjang tahun 2019, dunia digegerkan dengan memanasnya 
hubungan dagang Amerika dan China. Akibatnya, target 

pertumbuhan ekonomi dunia direvisi meleset sebanyak 0,3 persen 
dari 3,6 persen menjadi hanya sekitar 3,3 persen untuk tahun 2019. 
Dalam tataran regional, World Bank meramalkan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia akan tersendat di level 5,2 persen hingga tahun 
2020 (Global Economic Prospects, Juni 2019). 

Lebih lanjut, perang dagang antara Amerika dan China 
disinyalir merupakan gejala dari kebangkitan proteksionisme dan 
nasionalisme dunia. Hal ini tidak hanya berimbas kepada aturan 
ekspor dan impor saja, namun juga dapat memicu berbagai 
perubahan besar kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri suatu 
negara (Pangestu, 2019).

Isu ini juga dapat mengancam kebebasan ekonomi dunia karena 
negara-negara akan menerapkan tarif dan kuota impor yang cukup 
tinggi bagi negara lain, sehingga terjadi hambatan perdagangan 
dunia. Oleh karena itu, di tengah dinamika yang terjadi, kebebasan 
ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk tetap mengukur 
dan menganalisis sejauh mana kebebasan ekonomi suatu negara.
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Studi Empiris

Dari paparan empiris, beberapa hasil studi dalam konteks negara berkembang, 
Levine dan Zervos (1998) menyimpulkan bahwa kapitalisasi pasar modal 
menjadi semakin besar seiring dengan liberalisasi pasar modal di suatu 
negara. Lebih khusus, dalam konteks Indonesia juga menunjukkan hal yang 
sama, bahwa keterbukaan perdagangan juga berpengaruh kondusif terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Laksono, 2010 dan Suparyati, 2014). Oleh karena 
itu, indeks kebebasan ekonomi menjadi salah satu tools yang penting untuk 
diperhatikan.

Sebelumnya, pada tahun 2019, laporan publikasi Fraser Institute menunjukkan 
Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 162 negara. Capaian tersebut 
naik 14 peringkat dibandingkan tahun 2018 (Fraser Institute, 2019). Salah 
satu faktor yang mendukung naiknya peringkat Indonesia didorong dengan 
semakin terbukanya alur perdagangan internasional Indonesia dan juga 
penegakan hukum khususnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. 

Sementara, berdasarkan laporan The Heritage Foundation, Indonesia pada 
tahun 2019 berada di posisi ke-56 dari 180 negara. Capaian ini juga meningkat 
dibandingkan tahun 2018, di mana Indonesia berada pada peringkat 69 dari 
180 negara atau naik 13 peringkat dari tahun 2018 (The Heritage Foundation, 
2019).  Hal ini didorong oleh komitmen pemerintah untuk membuat Indonesia 
menjadi negara yang lebih ramah investor. Selain itu, Indonesia juga sedang 
memperkuat pondasi perekonomiannya dengan pembangunan infrastruktur 
yang membuat banyak investor asing semakin tertarik untuk menanamkan 
modalnya di Indonesia. 

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini merupakan lanjutan dari kajian-
kajian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi kebebasan ekonomi 
di Indonesia tahun 2019. Oleh karenanya, kajian ini mengacu pada beberapa 
indikator indeks kebebasan ekonomi yang telah dibuat oleh Fraser Institute. 
Lebih jauh, untuk memperkaya dan mempertajam analisis dari indeks 
kebebasan ekonomi yang ada, tulisan ini juga memasukkan indikator dan 
potret daya saing di Indonesia.

Pijakan Teoritis

Dalam paparan teoritis, Gwartney, J. et al (2018) menjelaskan kebebasan 
ekonomi diartikan sebagai konsep kepemilikan diri, individu memiliki hak 
untuk memilih untuk memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan 
bakat mereka untuk membentuk kehidupan mereka. Selanjutnya, dari definisi 
ini dibuatlah model komprehensif yang digunakan untuk mengukur indeks 
kebebasan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Setidaknya, ada 5 Indikator kebebasan ekonomi yang dijadikan Fraser Institute 
sebagai acuan untuk membuat indeks kebebasan ekonomi negara-negara di 
dunia (Fraser Institute, 2018).  Pertama, kapasitas pemerintah. Kapasitas 
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pemerintah dilihat dari 2 aspek, yaitu konsumsi dan investasi pemerintah. 
Kontribusi pemerintah yang terlalu tinggi dalam ketiga aspek tersebut terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan adanya dominasi pilihan politik 
lebih besar dibandingkan pilihan individu.

Kedua, penegakan hukum. Indikator ini mengukur bagaimana peran hukum 
dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan individu. Ketiga, 
akses terhadap uang yang diukur dari Jumlah Uang Beredar (JUB) dan 
tingkat inflasi. Keempat, perdagangan internasional. Indikator ini memberikan 
gambaran terhadap aktivitas perdagangan internasional yang dapat berjalan 
baik ketika ada insentif dan berbagai regulasi yang memberikan kemudahan 
bagi individu

Kelima, regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu. Berbagai regulasi 
yang memberikan kemudahan bagi individu, seperti akses kredit pasar, pasar 
tenaga kerja, dan regulasi bisnis. Kajian ini juga menambahkan satu indikator 
lainnya yang seringkali dibahas selama tahun 2019, yakni indikator daya 
saing sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kebebasan ekonomi di 
Indonesia. 

Metodologi

Kajian ini menggunakan kerangka yang digunakan oleh Gwartney dan Lawson 
(2018). Untuk laporan Indonesia 2019 ini, tulisan ini akan menggunakan 
beberapa variabel yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan data-data 
yang sebagian besar menggambarkan kondisi pada tahun 2019. Data-data 
ini sebagian besar diperoleh dari berbagai sumber sekunder. Selanjutnya, 
data-data tersebut akan dianalisis sederhana dengan menggunakan statistik 
deskriptif dan analisis rasio. 

Bahasan pertama akan diawali dengan menganalisis sejauh mana kapasitas 
pemerintah dalam kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia selama 
tahun 2019. 

Pembahasan 

1.	 Kapasitas Pemerintah

Sebagai dasar pijakan, analisis kapasitas pemerintah akan menggunakan 
tolak ukur dengan melihat bahwa ketika kontribusi pemerintah terlalu tinggi 
dalam aspek konsumsi terhadap PDB, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 
dominasi pilihan politik yang lebih besar dibandingkan pilihan individu. Oleh 
karena itu, analisis ini menjadi menarik untuk diperhatikan guna melihat sejauh 
mana kapasitas pemerintah dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 
2019 ini.  
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A.	 Sisi Konsumsi 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 
tahun 2014 hingga 2018, secara umum konsumsi rumah tangga masih 
mendominasi PDB Indonesia dibandingkan dengan konsumsi pemerintah. 
Rata-rata kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50 persen 
terhadap total PDB, sedangkan kontribusi konsumsi pemerintah masih berada 
di bawah angka 10 persen terhadap PDB keseluruhan. 

Kendati demikian, ada kencenderungan yang berbeda pada tahun 2019 
(triwulan I dan II). Hal ini tercermin dari rata-rata laju pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga yang mengalami perlambatan (54,29 persen) dibandingkan 
dengan konsumsi pemerintah yang mengalami kenaikan. (67,73 persen).

Gambar 4.1. Perbandingan Nilai Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah 
terhadap PDB tahun 2014-2019 Triwulan II (dalam %)

Sumber: BPS, 2019. Data diolah penulis.

Ada beberapa faktor yang membuat tertahannya konsumsi rumah tangga 
tahun 2019 triwulan II, yakni masih tertahannya konsumsi rumah tangga, 
khususnya kelas atas, yang disebabkan oleh adanya pemburuan pajak yang 
dilakukan oleh pemerintah kepada kalangan atas meski telah mengikuti 
program pengampunan pajak. Imbasnya, masyarakat menengah atas menahan 
konsumsi dan merelokasi asetnya ke instrumen yang lebih aman. 

Padahal, konsumsi kelas menegah atas mampu menyumbang sebesar 80 
persen lebih dari total pengeluaran masyarakat (Katadata, 07/05). Tertahannya 
konsumsi rumah tangga kelas atas kondisi ini pada akhirnya membuat konsumsi 
nasional juga melambat. Sementara itu, konsumsi kelas bawah yang terdorong 
bantuan sosial tidak berefek signifikan terhadap konsumsi nasional. Hal ini 
dikarenakan porsi konsumsi kelas bawah masih sangat kecil jika dibandingkan 
dengan kelas menengah atas. 

Di sisi lain, meningkatnya konsumsi pemerintah pada tahun 2019 triwulan II 
disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) 
untuk aparatur sipil negara (ASN) dan dorongan dari pelaksanaan Pemilu 
2019. Dengan demikian, konsumsi pemerintah naik lebih cepat dibandingkan 
konsumsi rumah tangga.
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Kendati terjadi penurunan porsi konsumsi rumah tangga terhadap konsumsi 
nasional pada tahun 2019, secara umum masih dapat disimpulkan bahwa 
keterlibatan individu atau rumah tangga dalam perekonomian menunjukkan 
peningkatan, khususnya dalam aspek belanja masyarakat dalam lima tahun 
terakhir. Kondisi ini terbilang positif mengingat secara bersamaan peran 
pemerintah yang dilihat dari tingkat konsumsi justru mengalami penurunan 
dalam lima tahun belakangan ini. 

B.	 Investasi Pemerintah 

Pada bagian ini, kita akan melihat kapasitas pemerintah dari sisi investasi 
dengan melakukan perbandingan rasio aset Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) terhadap PDB. Sesuai dengan prinsip kebebasan ekonomi, semakin 
meningkat aset BUMN terhadap PDB memberikan implikasi terhadap 
semakin kecilnya ruang gerak sektor swasta untuk terlibat dalam aktivitas 
ekonomi, begitupun sebaliknya.

Gambar 4.2. Perbandingan Aset BUMN terhadap PDB (2014-2019E)

Sumber: Kementerian BUMN, data diolah Kadata.co.id dan penulis.

Dari Gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan aset BUMN 
terhadap PDB harga berlaku cukup fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2018, 
perbandingan aset BUMN terhadap PDB menjadi yang cukup terendah dalam 
kurun waktu 2014-2019 E(estimasi) ini. Kemudian, pada tahun 2019, karena 
data yang dihimpun belum memadai, maka dapat kita simpulkan bahwa hingga 
kuartal kedua 2019 ini, perbandingan aset BUMN terhadap PDB masih terbilang 
rendah. 

Angka perbandingan aset BUMN terhadap PDB yang cenderung fluktuatif 
menyimpulkan makna bahwa pemerintah masih belum memiliki komitmen 
penuh dalam menyediakan ruang bagi investor swasta untuk turut 
berpartisipasi dalam setiap proyek investasi pemerintah. 

Sebagai salah satu contoh adalah proyek 65 bendungan sepanjang tahun 2015-
2019, yang seluruh pengembangnya (developer) berasal dari BUMN. Selain 
itu, proyek pembangunan Bandara Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, yang 
melibatkan 10 pengembang dalam proses lelang dan semuanya berasal dari 
BUMN (Okezone.com, 29/3/2018). Hal ini terjadi karena Jokowi memang 
fokus pada pembangunan infrastruktur yang mengandalkan BUMN (CNN 
Indonesia, 07/10). 
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Senada dengan hal tersebut, berdasarkan data Gabungan Pelaksana Konstruksi 
Nasional Indonesia (Gapensi), tercatat sekitar 80.000 kontraktor yang 
tergabung di dalam asosiasi. Namun, yang masih aktif saat ini hanya 43.000 
kontraktor. Ini artinya, 37.000 kontraktor vakum tidak melakukan kegiatan 
konstruksi apa pun. Sulitnya kontraktor swasta berpartisipasi menggarap 
proyek infrastruktur pemerintah juga tidak terlepas dari kemampuan 
pendanaan mereka yang terbatas. Sementara pada saat yang sama, tidak 
banyak proyek infrastruktur yang dapat mereka kerjakan karena telah digarap 
oleh kontraktor BUMN (Kompas.com, 11/09).

Masih cenderung tingginya dominasi BUMN dalam setiap proyek pemerintah, 
khususnya dalam proyek pembangunan infrastruktur, memberikan pengaruh 
dalam memperkecil peran sektor swasta. Pihak swasta idealnya dilibatkan 
dalam beberapa proyek investasi pemerintah. Pada prinsipnya, selain BUMN, 
sektor swasta pun memiliki orientasi tinggi untuk terus kompetitif melalui 
kinerja terbaik mereka, sehingga akan memberikan keuntungan yang baik 
juga bagi pemerintah. Dengan demikian, ketika kue pembangunan mampu 
memberikan ruang bagi pihak swasta, maka keuntungan yang dihasilkan pun 
dapat dinikmati oleh berbagai pihak.

Pada bahasan berikutnya, kajian ini akan memfokuskan pada penegakan 
hukum terkait hak kekayaan intelektual.

2.	 Penegakan Hukum

Salah satu aspek hukum yang menarik untuk diperhatikan dalam perkembangan 
kebebasan ekonomi adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada prinsipnya, 
memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan bagi individu sangat 
diperlukan untuk memberikan rasa aman sekaligus insentif bagi setiap orang 
dalam berusaha. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan tahunan Indeks Kekayaan 
Intelektual (KI) Internasional yang diluncurkan oleh Global Innovation Policy 
Center (GIPC), pada tahun 2019 ini, Indonesia menempati peringkat ke-45 
dari 50 negara yang dianalisis (Okezone.com, 11/02). Angka ini nyatanya 
mengalami kemerosotan 2 peringkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, 
saat Indonesia menempati posisi ke-43 dari 50 negara. 

Meskipun menempati posisi 45, indeks KI di tahun 2019 ini menunjukkan 
bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah positif untuk membawa 
kerangka kebijakan kekayaan intelektualnya menjadi lebih setara dengan 
negara-negara lain di Asia Tenggara. Dikutip dari Kontan.co.id (14/03), ada 
beberapa capaian yang patut diapresiasi diantaranya seperti disebutkan dalam 
laporan tahunan ini adalah sebagai berikut. 

Pertama, adanya regulasi paten di 2018 yang memberikan kelonggaran dalam 
persyaratan lokalisasi dan alih teknologi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-
Undang (UU) No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Kedua, adanya kerjasama 
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dengan kantor paten Jepang untuk memperkuat proteksi kekayaan intelektual 
melalui Patent Prosecution Highways (PPH). Ketiga, adanya penyediaan 
bantuan administratif untuk pelaporan pelanggaran hak cipta yang terjadi pada 
lingkungan online. Keempat, terdapat koordinasi yang baik pada tingkat kabinet 
dan koordinasi kerangka kerja untuk pelaksanaan kekayaan intelektual.

Di sisi lain, kelemahan Indonesia antara lain terkait ketidakpastian bagi hak 
cipta lantaran kurangnya kejelasan dalam pengimplementasian solusi dari 
Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten mengenai persyaratan alih 
teknologi dan lokalisasi. Selanjutnya, lingkungan hak cipta yang menantang 
dengan tingkat pembajakan yang tinggi dan jumlah partisipasi yang terbatas 
di perjanjian kekayaan intelektual internasional juga membuat membuat 
pengimplementasian hak paten di Indonesia menjadi semakin sulit.  

Dengan demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk mendongkrak 
angka indek kekayaan intelektualnya sehingga Indonesia dapat menjadi lebih 
percaya diri untuk berkompetisi di pasar persaingan bebas, khususnya di 
kawasan Association of South East Asian Nations (ASEAN).

3.	 Akses Terhadap Uang 

A.	 Jumlah Uang Beredar 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai akses terhadap uang yang diukur 
dari Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat inflasi. Gambar 4.3. menunjukkan 
bahwa laju pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (narrow money supply, 
M1) ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB riil. Bahkan, sejak tahun 
2015 hingga Agustus 2019, korelasi antara pertumbuhan uang beredar dengan 
pertumbuhan ekonomi terlihat tidak konsisten secara teoritis. 

Gambar 4.3. Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar dan  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019 

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) BI, 2019. Data diolah peneliti.
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Perlambatan pertumbuhan uang beredar juga terjadi secara keseluruhan 
(M2). Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada hari Senin 
(30/9/2019), posisi uang beredar M2 tercatat Rp5.933 triliun (Agustus 2019) 
atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu lebih rendah 
dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,8 persen 
secara tahunan atau sebesar Rp5.939,8 triliun (Okezone.com, 30/11). 

Perlambatan pertumbuhan uang beredar dipengaruhi oleh melambatnya 
pertumbuhan tabungan dan simpanan berjangka, serta giro valuta asing 
(valas). Berdasarkan hitung-hitungan BI, aktiva bersih dalam negeri pada 
bulan Agustus 2019 tumbuh sebesar 8,9 persen secara tahunan atau sebesar 
Rp4.407 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan 
sebelumnya sebesar 10,1 persen secara tahunan atau sebesar Rp4.470,9 
triliun (Bank Indonesia, 2019).

Perlambatan aktiva dalam negeri bersih terutama disebabkan oleh 
pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih rendah, dari tumbuh 9,7 persen 
secara tahunan pada bulan Juli 2019 menjadi 8,6 persen secara tahunan pada 
bulan Agustus 2019. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga masih 
mengalami kontraksi sebesar -2,5 persen secara tahunan, meskipun tidak 
sedalam bulan sebelumnya yang -8,2 persen (Bank Indonesia, 2019). 

Lebih lanjut, dari sisi laju inflasi sepanjang tahun 2015 hingga bulan September 
2019 menunjukkan tren yang fluktuatif. Misalnya, di sepanjang tahun 2015 
hingga tahun 2016, tren inflasi cenderung menunjukkan tren penurunan. 
Semenntara itu, di tahun 2016 hingga 2017 justru berkebalikan. Hal demikian 
terjadi berpola hingga memasuki bulan September 2019. 

Kendati demikian, berdasarkan data dari BI, rata-rata laju inflasi sepanjang 
tahun 2015 hingga bulan September 2019 mampu terjaga di angka 3,2 persen 
atau masih dalam batas aman, yaitu 3,4 persen. Selengkapnya dapat dilihat 
pada Gambar 4.4. berikut ini

Gambar 4.4. Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2015-2019

Sumber. Bank Indonesia, 2019. Data diolah penulis.
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Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum pemerintah mampu 
mengontrol stabilitas harga komoditas barang kebutuhan pokok untuk 
menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, laju inflasi yang cenderung stabil ini 
juga memberikan dampak positif terkait kebebasan ekonomi. Laju inflasi yang 
berada pada level aman akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk 
berusaha. 

4.	 Perdagangan Internasional

Salah satu indikator kebebasan ekonomi adalah adanya kebebasan pertukaran 
barang dan jasa melintasi batas-batas negara, yang kemudian disebut dengan 
istilah perdagangan bebas. Bagian ini akan mengukur kebebasan perdagangan 
internasioanal dari dua indikator utama, yaitu tarif ekspor-impor dan arus 
modal asing. 

a.	 Tarif Ekspor-Impor

Secara global, menurut World Economic Forum, rata-rata besaran tarif impor 
yang dikenakan Indonesia sebesar 4,4 persen, masih menempati peringkat 
ketiga yang terbaik di ASEAN. Lebih lanjut, sebagai bagian dari ASEAN 
Economic Community (AEC), Indonesia dan negara-negara anggota AEC 
lainnya, memiliki tarif perdagangan yang cukup rendah, dengan kisaran 0 
persen, 5 persen hingga 99 persen dari semua jenis produk dari negara lain di 
luar anggota negara ASEAN. 

Kendati demikian, Indonesia juga masih menerapkan tarif impor yang 
cukup tinggi untuk jenis beverages and tobacco (45.9 persen), pakaian (23.9 
persen), peralatan transportasi (13,5 persen). Selain itu, Indonesia juga masih 
menerapkan tarif yang tinggi untuk tekstil (11.5 persen), kopi, dan teh (13.2 
persen) (WTO, 2018). 

Lebih lanjut, Indonesia juga masih memiliki permasalahan lain dalam 
memberikan kebebasan perdagangan. Salah satunya, adalah kebijakan 
kenaikan tarif pajak impor sebesar 5, 7, dan 10 persen, yang tertuang dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.010/2018 tentang 
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.  

Akibatnya, terjadi penurunan impor barang konsumsi jika pada bulan Agustus 
2018, impor barang konsumsi tersebut mencapai US$639,14 juta. Kemudian, 
jumlah itu turun tipis pada bulan September US$598,21 juta, bulan Oktober 
US$594,21 juta, bulan November US$616,62 juta, dan Desember hanya US$ 
538,47 juta (Kontan.co.id, 22/01). 

Dari sisi ekspor, pada tahun 2019, pemerintah melalui Menteri Keuangan 
(Kemenkeu) memperluas ekspor jasa yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) 10 persen. Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis 
Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
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Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan memberikan kemudahan bagi 
eksportir melalui PMK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 tentang PPh atas Bunga 
Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI. Secara garis besar, peraturan ini 
memberikan insentif pajak bagi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang didepositokan 
di dalam negeri, baik dalam bentuk dollar AS maupun rupiah. 

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arus modal asing yang masuk ke 
Indonesia selama tahun 2019. 

b.	 Arus Modal Asing

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terbaru 
di bidang investasi melalui penerbitan PP No. 24 Tahun 2018 mengenai 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan tujuan 
untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. 

Pada prinsipnya, PP tersebut mengakomodasi sebuah sistem Online Single 
Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan, memonitor, mengawal 
permohonan investasi, membangun sektor Information Technology (IT), serta 
melakukan penyederhanaan perizinan. Diharapkan dengan berlakunya OSS, 
arus investasi akan semakin deras masuk ke Indonesia. 

Gambar 4.5 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal  
Triwulan I 2019 hingga Triwulan II Tahun 2019

Sumber. BKPM 2019

Dari Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa realisasi penanaman modal pada 
periode Januari-Juni 2019 hanya tumbuh sebesar 8,2 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama pada tahun 2018. Selanjutnya, kita juga dapat 
melihat bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) masih mendominasi realisasi 
penanaman modal di Indonesia dengan persentase 53.79 selama periode 
Januari-Juni 2019. 

Data di atas memberikan kesimpulan bahwa pihak asing masih mempercayai 
Indonesia sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan juga 
dengan naiknya peringkat kredit Indonesia dari BBB (Perusahaan kelas 
menengah) - menjadi BBB dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat 
Standard and Poor (S&P). Selain S&P, Indonesia juga sudah mendapat 
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pemeringkat Baa2/BBB dengan outlook stabil/positif dari empat lembaga 
lainnya, yakni Fitch, JCRA (Japan Credit Rating Agency), R&I (Rating and 
Investment), dan Moody’s. Dengan demikian, Indonesia dilihat oleh lembaga 
pemeringkat internasional sebagai negara yang layak investasi dengan kategori 
risiko yang rendah (Kompas.com, 03/06). 

Dengan angin segar dari sisi investasi, khususnya investasi asing, maka 
diharapkan kontribusi investor asing yang relatif lebih besar dapat menjadi 
motor penggerak sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat 
dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Selain itu, permodalan 
asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih 
merangsang iklim dunia usaha dalam negeri.

5.	 Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

a.	 Pasar Kredit 

Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pasar kredit perbankan di 
Indonesia sepanjang tahun 2019. Dalam teori ekonomi moneter, perbankan 
memilki peran penting sebagai lembaga intermediasi. Peran intermediasi ini 
menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga perantara dalam menghimpun 
dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana yang kemudian kita sebut 
sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), berperan dalam menyalurkan dana kepada 
orang yang membutuhkan dana. 

Jika kita terlusuri, kinerja penyaluran kredit perbankan pada tahun ini cukup 
membuat banyak pihak tercengang. Pasalnya, berdasarkan hitungan data 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit pada awal tahun tercatat 
12,28 persen year-on-year (yoy). Namun, menjelang paruh kedua tahun 
2019, kinerja fungsi intermediasi perbankan justru kian melempem. Ketika 
memasuki paruh tahun ini, tren kinerja tersebut tergolong cukup kontras. 
Pasalnya, perlambatan terjadi saat regulator memberi insentif baik berupa 
pemangkasan suku bunga acuan dan giro wajib minimum.

Berdasarkan data OJK, pertumbuhan kredit perlahan turun ke 9,94 persen yoy 
pada akhir paruh pertama tahun ini. Pada bulan Agustus 2019, OJK mencatat 
pertumbuhan kredit hanya berada pada 8,59 persen yoy (Bisnis.com, 10/10). 
Salah satu penyebab melempemnya pertumbuhan kredit ini disinyalir karena 
pertumbuhan ekonomi yang cukup lemah tidak membuat pelaku industri 
perbankan akan mengambil langkah konsolidasi ketimbang ekspansi. 

Di sisi lain, BI dan OJK masih tetap optimistis bahwa target pertumbuhan 
kredit 10-13 persen sampai akhir tahun bakal tercapai. Optimisme BI dan OJK 
didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) semua bank, termasuk yang 
sudah direvisi. Dalam RBB teridentifikasi penyaluran kredit meningkat pada 
beberapa sektor terpilih dengan porsi modal kerja lebih besar dari segmen 
kredit lainnya. 



Refleksi Kebebasan Ekonomi Indonesia Tahun 2019 64

b.	 Pasar Tenaga Kerja

Dari sisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pengangguran, menunjukkan 
bahwa dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini menunjukkan tren 
penurunan tingkat pengangguran yang cukup signifikan. Khususnya dalam 
5 tahun belakangan ini, tingkat pengangguran mampu berada di kisaran 
5 persen. Lebih lanjut, Tingkat pengangguran  terbuka (TPK) Indonesia 
pada bulan Februari 2019 sebesar 5,01 persen, turun 0,12 poin persentase 
dibandingkan bulan Februari dan 0,33 poin persentase dibanding bulan 
Agustus 2018. TPT tersebut merupakan level terendah di era pemerintahan 
Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla  serta terendah sejak krisis 1998, seperti 
terlihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Turunnya angka pengangguran ditopang oleh meningkatnya jumlah pekerja 
yang lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Jumlah 
penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2019 bertambah 2,29 juta 
jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja hanya meningkat 2,24 juta jiwa 
dibanding bulan Februari 2018. Artinya, jumlah pengangguran berkurang 50 
ribu jiwa dalam setahun. 

Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia 

Sumber: BPS, 2019.

Kendati jumlah pengangguran sudah berhasil ditekan, kita juga tidak boleh 
lalai terhadap masalah inklusivitas dan kesamaan hak di pasar tenaga kerja, 
khususnya bagi penyandang disabilitas. Kesamaan hak memperoleh pekerjaan 
bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dalam Undang-Undang (UU) 
No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/07/tingkat-pengangguran-pada-februari-2018-turun-menjadi-513
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/20/4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-pengangguran-turun-menjadi-513
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/20/4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-pengangguran-turun-menjadi-513
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merupakan landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas 
yang sejahtera dan mandiri.

Di Indonesia sendiri,  mengutip laporan akhir International Labour 
Organization (ILO) pada tahun 2017, dari keseluruhan lapangan pekerjaan, 
tingkat partisipasi angkatan kerja untuk penyandang disabilitas ringan hanya 
56,72 persen dan untuk penyandang disabilitas berat hanya 20,27 persen. 
Persentase tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi 
angkatan kerja non-penyandang disabilitas, yaitu 70,40 persen.

Kemudian, dilansir dari situs Tempo.co (11/18), dari 440 perusahaan dengan 
tenaga kerja sekitar 237 ribu orang, tenaga kerja disabilitas yang terserap 
baru sekitar 2.851 orang atau sekitar 1,2 persen saja. Situs tersebut juga 
menerangkan bahwa berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) pada bulan Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional 
sebanyak 21,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 10,8 juta orang yang 
sudah bekerja. 

Artinya, dapat diasumsikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum 
memfasilitasi dan menerima pekerja penyandang disabilitas, serta masih 
minimnya jaminan perlindungan perusahaan untuk melindungi para pekerja 
penyandang disabilitas. 

Namun, jika kita telisik lebih dalam, salah satu penyebab rendahnya 
partisipasi penyandang disabilitas adalah faktor tingkat pendidikan yang diraih 
lebih rendah dibandingkan non-penyandang disabilitas. Jika 87,31 persen 
masyarakat non-penyandang disabilitas berpendidikan setingkat SD ke 
atas, hanya 54,26 persen masyarakat penyandang disabilitas yang bernasib 
serupa. 45,74 persen lainnya tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam 
pendidikan SD.

6.	 Daya Saing Indonesia

Bagian ini akan memberikan potret tentang daya saing Indonesia selama 
tahun 2019 dengan merujuk pada data Global Competitiveness Index (GCI) 
yang dirilis oleh WEF.

Sepanjang tahun 2019, kita cukup dikejutkan dengan hasil rilis WEF yang 
menunjukkan bahwa peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan 
yang cukup signifikan. Hal ini dikonfirmasi dari laporan GCI 2019 yang baru 
dirilis WEF, di mana posisi Indonesia  turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada 
tahun lalu (WEF, 2019). 

Tidak hanya itu, penurunan peringkat nilai daya saing Indonesia juga turun 
meski tipis 0,3 poin ke posisi 64,6. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia 
makin tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama.  
Demikian pula dari Malaysia dan Thailand, yang sebenarnya juga turun  
masing-masing dua peringkat, tetapi masih di posisi 27 dan 40 (Katadata.co.id, 
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10/10). Jika kita telusuri lebih lanjut, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 
ini menjadi peringkat terendah dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini. 

Kendati demikian, kita juga patut mengapresiasi Indonesia, karena tahun ini, 
Indonesia berhasil meraih nilai cukup tinggi pada pilar stabilitas makroekonomi 
dengan nilai 90 dan ukuran pangsa pasar dengan nilai 82,4. Poin ini menjadi 
sangat penting karena merupakan prasyarat penting pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan. 

Oleh karena itu, ini menjadi tantangan terberat Indonesia pada tahun 2020 nanti 
untuk mengembalikan kembali daya saing Indonesia ke peringkat 40 bahkan 
ke peringkat yang lebih baik lagi. Indeks daya saing semakin penting untuk 
menghadapi ketidakpastian perkembangan global, khususnya perlambatan 
pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pencapaian  Sustainable 
Development Goals (SDGs).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan tinjauan atas data-data di atas, TII memberikan beberapa 
kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1.	 Kapasitas pemerintah yang diukur dari aktivitas konsumsi sepanjang tahun 
2019 menunjukkan peningkatan. Peningkatan pertumbuhan konsumsi 
pemerintah ini terbilang negatif karena secara bersamaan konsumsi 
rumah tangga mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
keterlibatan rumah tangga atau individu dalam aktivitas ekonomi pada 
tahun 2019 sedikit mengecil. 

	 Dari sisi investasi, pemerintah perlu lebih melibatkan peran swasta dalam 
setiap proyek pemerintah. Hadirnya sektor swasta akan menjadikan 
proyek pemerintah lebih efisien, khususnya dalam proyek infrastuktur 
yang masih sedikit melibatkan peran swata. Dengan masuknya aliran 
modal investasi dari pihak swasta, maka pemerintah dapat tidak hanya 
bertumpu melalui anggaran fiskal yang terbatas. 

2.	 Dari aspek hak kepemilikan khususnya terkait hak cipta, dari aspek 
regulasi, pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk menghargai dan 
melindungi hak cipta yang dimiliki individu. Namun, menurut Lembaga 
pengindeks HKI dunia, Indonesia justru mengalami kemerosotan 2 
peringkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. 

	 Kedepannya, komitmen pemerintah untuk memperkuat hak kekayaan 
intelektual harus kembali diperkuat mengingat hak kekayaan intelektual 
merupakan hal yang sangat krusial dalam aspek kebebasan ekonomi 
karena dapat memacu inovasi, memberikan nilai tambah, meningkatkan 
daya saing, selama ada jaminan hukum atas inovasi yang diciptakan. 
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3.	 Di tengah stekanan yang terjadi terhadap perekonomian dunia sepanjang 
tahun 2019, pemerintah cukup mampu menjaga stabilitas laju inflasi di 
bawah kisaran 3,5 persen. Capaian ini sangat positif mengingat tren ini 
mampu terjaga secara stabil sejak tahun 2015. Diharapkan pada tahun 
2020, laju inflasi tetap mampu terjaga di zona aman (<3,5 persen), 
sehingga dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha 
untuk menentukan rencana bisnisnya.

	 Untuk itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinegisasi dengan 
Tim Pemantauan dan Pengendalian Infalsi Daerah dan Nasional untuk 
menjaga harga-harga kebutuhan pokok dipasar agar tetap terjaga 
khususnya mendekati hari raya dan juga tahun baru. 

4.	 Terkait perdagangan internasional pada tahun 2019, pemerintah 
hanya memberikan tambahan insentif pajak kepada eksportir berupa 
potongan bunga tabungan devisa hasil ekspor. Sementara itu, dari sisi 
impor, pemerintah masih memberlakukan tarif yang sama dengan tahun 
sebelumnya, yaitu dengan menaikkan pajak pada 1147 jenis barang. 
Diharapkan pada tahun 2020 mendatang, pemerintah dapat melonggarkan 
tarif pajak impor agar hambatan perdagangan berkurang dan hambatan. 
Dengan demikian, akses pasar dapat terbuka lebar di Indonesia. 

5.	 Pasar tenaga kerja di Indonesia masih dihadapkan pada pemasalahan 
inklusivitas, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Masih banyak 
perusahaan yang belum memfasilitasi dan menerima pekerja penyandang 
disabilitas, serta masih minimnya jaminan perlindungan perusahaan 
untuk melindungi para pekerja penyandang disabilitas.  Di tahun 2020 
mendatang, diperlukan upaya penegakan hukum dan pelaksanaan 
kebijakan terkait yang efektif untuk mendorong keterlibatan penyandang 
disabilitas di sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi. 

6.	 Sepanjang tahun 2019, kita cukup dikejutkan bahwa peringkat daya saing 
Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, pada 
tahun 2020 mendatang, tantangan terberat bagi pemerintah adalah 
meningkatkan kembali daya saing Indonesia. 

	 Upaya untuk meningkatkan daya saing dapat dilakukan dengan 
mendorong peningkatan industri  manfukatur dan pengembangan sumber  
daya manusia. Indeks daya saing semakin penting untuk menghadapi 
ketidakpastian perkembangan global, khususnya perlambatan pertumbuh-
an ekonomi.
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Bagian Lima
KOLABORASI ANTARAKTOR DALAM 

IMPLEMENTASI KARTU PRA-KERJA 

Vunny Wijaya 

Latar Belakang

Salah satu isu ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia dari 
tahun ke tahun adalah pengangguran. Terdapat sejumlah faktor 

yang melatarbelakangi. Persaingan kerja yang ketat, ketersediaan 
lapangan kerja yang kurang atau tidak sesuai keterampilan dan 
rendahnya upah jika dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan data yang dihimpun Institute for Development of 
Economics and Finance/INDEF (ekonomi.bisnis.com, 16/03), 
laju penurunan jumlah pengangguran di Indonesia berjalan 
lamban sejak tahun 2012. Pada 2018, angka pengangguran di 
Indonesia tercatat sebesar 7.000.691 orang atau 5,34% dari 
jumlah angkatan kerja. Jumlah tersebut menurun tipis dibanding 
tingkat pengangguran terbuka pada 2017 sebesar 7.040.323 
orang atau 5,5% dari total angkatan kerja. Diketahui kenaikan 
penganggur lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan  
Perguruan Tinggi (PT) terus naik sepanjang 2012-2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur 
lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung turun dari tahun 
2018 hingga 2019. Namun, komposisi tenaga kerja Indonesia lebih 
didominasi lulusan SMK ke bawah (pikiran-rakyat.com, 17/07). 
Padahal jika dilihat secara praktik, SMK berorientasi pada kesiapan 
kerja siswanya. Dapat dilihat pada Gambar 5.1. berikut.
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Gambar 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan  
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019.

Pada tahun 2019,  TPT terendah sebesar 2,65% terdapat pada penduduk 
berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 8,36% berada 
pada jenjang pendidikan SMK. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa 
mismatch atau ketidakcocokan keterampilan dengan perusahaan/industri 
yang membuka lapangan kerja juga menjadi salah satu masalah. Hal ini dapat 
dilihat pada Gambar 5.2. berikut.

Gambar 5.2. Ketidakcocokan Antara Permintaan  
dan Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: Data Institute for Development of Economics and Finance/INDEF (ekonomi.bisnis.com, 16/03).

Mismatch dibedakan menjadi dua, yaitu vertical dan horizontal. Vertical 
mismatch yaitu tingkat pendidikan atau kualifikasi kurang atau lebih dari yang 
dibutuhkan (ilo.org, 2014). Dalam gambar vertical mismatch, sebesar 46,67% 
tenaga kerja well-matched atau sangat cocok dengan permintaan. Sebesar 
47,74% tergolong overqualified atau terlalu tinggi. Sedangkan 5,59% tergolong 
underqualified atau undereducation. Dengan kata lain, tidak memenuhi syarat 
sesuai permintaan tenaga kerja. 
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Pada gambar horizontal mismatch, sebesar 38,97% adalah match. Match 
atau keselarasan/kecocokan bearti memiliki bidang studi dan keterampilan 
yang selaras dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang 
dibutuhkan. Sebesar, 38,97% tergolong somewhat match atau agak cocok. 
Sedangkan, 21,65% adalah mismatch. Diketahui pula jumlah perusahaan 
swasta yang membuka lowongan juga tidak pasti. Sedangkan setiap tahunnya 
lulusan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi akan terus bertambah. 
Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi pada tahun 2020 akan 
mengimplementasikan program Kartu Pra-Kerja. 

Kartu Pra-Kerja merupakan turunan dari salah satu proyek utama dalam 
hal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pengembangan 
pendidikan dan pelatihan vokasi. Kartu Pra-Kerja memberikan kesempatan 
pada peserta dengan kuota tertentu. Proses seleksi juga akan dilakukan 
dengan memperhatikan jumlah komposisi baik lulusan baru/lama dan yang 
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada dasarnya, masalah pengangguran saat ini tengah ditangani oleh beberapa 
aktor sektor publik dan kolaborasi antaraktor terkait juga masih kurang 
sehingga angka pengangguran yang cukup tinggi masih terjadi. Kolaborasi 
terkait perencanaan dan implementasi Kartu Pra-Kerja menjadi hal yang 
harus diprioritaskan mengingat sejauh ini belum semua industri bekerjasama 
memberikan pelatihan secara terbuka dalam menyukseskan program pelatihan 
untuk menekan angka pengangguran. 

Tulisan ini akan membahas hal-hal signifikan terkait kolaborasi yang dapat 
menjadi referensi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi Kartu 
Pra-Kerja nantinya.

Tinjauan Pustaka

Pengangguran, Mismatch dan Kartu Pra-Kerja

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang  
tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang melakukan usaha secara 
aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman 
dan Hotchkiss, 1999). Sedangkan pengangguran terbuka merupakan 
wujud dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang 
mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran 
perkembangan suatu industri (Sukirno, 2004). Industri dalam hal ini  
membutuhkan pekerja dengan kriteria tertentu. 

Namun, jika tenaga kerja yang melamar tidak sesuai dengan kebutuhan 
industri, maka disini terjadi mismatch. Mismatch atau ketidakcocokan adalah 
suatu kondisi jika ketersediaan tenaga kerja dan permintaan dunia usaha 
(industri) tidak sesuai (Daniel Munich dan Jan Svejnar, 2009). Mismatch 
juga dapat terjadi karena adanya ketidakselarasan pendidikan dan pekerjaan. 
Hal itu mengakibatkan tingkat pendapatan yang lebih rendah, rendahnya 
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kepuasan kerja, dan tingginya tingkat turnover pekerja, yang pada gilirannya 
mempengaruhi produktivitas pekerja (Bender dan Heywood, 2006). 

Francesca Sgobbi dan Fatima Suleman (2009) mengemukakan bahwa 
mismatch pendidikan terjadi oleh karena adanya heterogenitas kemampuan 
pekerja pada kualifikasi pendidikan yang sama. Mismatch pendidikan 
merupakan keadaan sementara yang terjadi akibat pertukaran informasi yang 
kurang memadai antara pemberi kerja dan pencari kerja.

Kolaborasi Sektor Publik

Kolaborasi dilatarbelakangi salah satunya oleh ketidakmampuan satu aktor 
dalam menangani permasalan yang terjadi. Sullivan dan Skelcher (2002) 
menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi salah satu isu sentral dalam 
pembuatan, pengelolaan dan penyajian kebijakan publik lewat kerja sama 
dengan aktor lain dalam proyek bersama, di mana terdapat kepentingan 
bersama dalam keluaran yang positif. 

Richard Munt (2003) mengemukakan bahwa kolaborasi diarahkan untuk 
mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga, 
atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan 
berkelanjutan. Agranoff dan McGuire (2004) menyatakan bahwa kolaborasi 
adalah hubungan yang sengaja dibangun untuk mengatasi masalah melalui 
pembuatan dan penemuan suatu solusi atas keterbatasan pengetahuan, 
waktu, dan uang. 

Peters dan Pierre (2006) menyatakan bahwa keadaan di mana pemerintah 
menjadi tidak mampu merespon semua permintaan dan harapan dari 
masyarakat, kepentingan yang terorganisir, atau aktor-aktor di luar 
lingkungan pemerintahan itu sendiri disebut sebagai overloaded government. 
Menurut Wanna (2008), kata kolaborasi mulai jamak digunakan di abad ke-19 
seiring berkembangnya era perindustrian yang menyebabkan meningkatnya 
kompleksitas organisasi, pembagian kerja, dan jenis tugas. Kolaborasi harus 
ditunjang koordinasi sebagaimana dibutuhkan untuk mengatur interaksi 
antaraktor di luar pemerintahan. 

Model kolaborasi ditandai dengan hubungan antara sektor publik dan 
privat. Salah satu motif paling mendasar sektor publik melakukan 
kolaborasi adalah adanya keyakinan bahwa dengan kerjasama antara aktor 
swasta dan publik dapat menyajikan pencapaian tujuan atau misi yang 
lebih efektif dibandingkan dengan yang dilakukan sendiri (Donahue dan 
Zeckhauser, 2011). Menurut penulis, kolaborasi berangkat dari beberapa 
masalah yang hanya efektif diselesaikan dengan komunikasi yang intens 
antarpihak yang berkepentingan. Namun, memungkinkan pihak lain di luar  
organisasi untuk bergabung memberikan pendapat.

Campbell dan Gould (1999) menyampaikan tujuan dilakukannya kolaborasi 
meliputi: shared know-how, yaitu kolaborasi yang dilakukan sebagai wadah 
untuk bertukar pengetahuan dan kompetensi antaraktor; shared tangible 
resources, yaitu tujuan lain dilakukannya kolaborasi adalah untuk mendapatkan 
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manfaat yang dapat diukur secara ekonomi dan mengurangi upaya yang 
dapat dikeluarkan; pooled negotiating power, yaitu kolaborasi ditujukan untuk 
memaksimalkan manfaat biaya yang dikeluarkan, ditandai dengan kualitas yang 
meningkat; coordinated strategies, yaitu memadukan strategi dari dua atau 
lebih unit atau organisasi;  vertical integration, yaitu mengkoordinasikan alur 
informasi produk atau layanan antarunit/antarorganisasi, serta combined new 
unit creation, yaitu mengkombinasikan aktivitas, menciptakan organisasi baru, 
dan membentuk aliansi baru.

Bagaimanapun, kolaborasi juga harus ditunjang dengan komitmen dan 
penguatan kepemimpinan (leadership), yang mendefinisikan seperti apa masa 
depan itu, menyelaraskan orang dengan visi itu, dan mengilhami mereka untuk 
mewujudkannya (Kotter, 1999). Kolaborasi dalam pengelolaannya juga harus 
melibatkan pendapat masing-masing aktor. Dukungan ide atas keputusan 
yang diambil sangat diperlukan dari setiap aktor.

Dalam kolaborasi adanya boundary spanning atau boundary spanner juga 
dibutuhkan. Boundary spanner adalah aktor yang mampu memainkan peran 
khususnya dalam hal komunikasi; networking; negosiasi; resolusi konflik; 
pengambilan risiko; pemecahan masalah, serta manajemen diri. Boundary 
spanning muncul dalam konsep manajemen inovatif. Menurut Voets dan 
Rynck, manajemen inovatif didefinisikan sebagai upaya untuk mengubah 
(persepsi) rutinitas yang ada dan menjalin interaksi untuk menciptakan 
kebijakan atau setidaknya proses yang mengarah pada bentuk kolaborasi baru 
(Bekkers dkk, 2011). 

Manajemen inovatif harus didukung dengan adanya manajer atau boundary 
spanner. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi salah paham antara organisasi 
dengan publik dengan tujuan utama dalam mencapai kolaborasi. Pada intinya, 
tujuan boundary spanning adalah membangun sistem komunikasi dua arah 
antara organisasi dengan publik. Komunikasi dua arah akan mempermudah 
organisasi dalam proses pembuatan keputusan agar dapat mewadahi keinginan 
dan kebutuhan publik.

Boundary spanner juga harus mampu menggabungkan beberapa karakteristik 
khas permangku kepentingan (Bekkers dkk, 2011). Hal ini berkaitan dengan 
bagaimana membangun kapasitas individu, organisasi dan kolaborasi di sektor 
publik dengan mengembangkan kepercayaan. Dengan kata lain, boundary 
spanner adalah individu yang menunjukkan kombinasi keterampilan yang 
diperlukan dalam mendukung kolaborasi. 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis. Metode yang digunakan 
yaitu kualitatif-deskriptif. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti 
untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi 
literatur/kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber bacaan 
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berupa buku ilmiah, peraturan undang-undang atau kebijakan organisasi sebagai 
acuan, dan artikel.

Kartu Pra-Kerja: Upaya Mewujudkan Jaminan Sosial 

Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu program Presiden Jokowi yang 
berupaya untuk mewujudkan jaminan sosial bagi pengangguran, calon 
pekerja dipersiapkan untuk memasuki bidang kerja tertentu. Kartu Pra-Kerja 
akan diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan 
pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja 
(Ekbis.sindonews.com, 16/08). 

Skilling ditargetkan untuk para pencari kerja fresh graduate, dengan tujuan 
untuk skill adjustment dan pembekalan kemampuan vokasional untuk bekerja, 
sehingga mengurangi pengangguran. Re-skilling ditargetkan untuk para alih 
profesi, pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Re-skilling bertujuan 
untuk memberikan pembekalan kemampuan vokasional yang baru/berbeda 
untuk alih profesi maupun wirausaha. 

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Ekbis.sindonews.com, 16/08), 
peluncuran kartu menargetkan 2 juta peserta, dengan rincian 1,5 juta peserta 
digital dan 500 ribu peserta reguler. Peserta digital akan memperoleh pelatihan 
dari swasta dan insentif, kemudian peserta memilih pelatihan melalui platform 
digital, untuk kemudian dilanjutkan dengan pelatihan online (e-learning) dan 
offline (tatap muka). Pemanfaatan sistem online untuk pelatihan juga akan 
dilakukan. Kartu Pra-Kerja akan turut memanfaatkan sistem elektronik atau 
online platform agar pelaksanaan program dapat lebih mudah dan efisien.

Kartu Pra-Kerja akan menarget fresh graduate SMA dan SMK, pekerja yang 
ada, serta korban PHK. Beberapa pekerjaan diantaranya terkait coding, data 
analytics, desain grafis, akuntasi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga 
operator alat berat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi 
pada bulan Agustus dalam Pidato Rancangan Undang-Undang tentang 
APBN 2020 beserta Nota Keuangannya di Gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat, 16 Agustus 2019. 

Lebih jauh, sektor industri juga akan memegang peranan yang signifikan 
dalam memberikan pelatihan. Untuk mendukung Kartu Pra-Kerja, Presiden 
Jokowi menganggarkan sebanyak Rp10,3 triliun. Menurut Katadata (2019), 
anggaran tersebut untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei 
berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler.

Seiring dengan itu, pemerintah juga mengupayakan kolaborasi dengan 
berbagai pihak. Sebagaimana yang telah disinggung oleh Sullivan dan Skelcher 
(2002), kerjasama menjadi isu sentral. Pemerintah tidak akan mampu 
menyelesaikan sendiri masalah pengangguran. Hal tersebut juga disebabkan 
karena keterbatasan waktu, pengetahuan, dan uang dan tenaga, yang juga 
selaras dengan pernyataan Agranoff dan McGuire (2004). 
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Selain itu, selaras dengan pernyataan Agranoff dan McGuire, Peters dan 
Pierre (2006), kolaborasi sangat diperlukan karena terdapatnya keadaan di 
mana pemerintah menjadi tidak mampu merespon semua permintaan dan 
harapan dari masyarakat, kepentingan yang terorganisir, atau aktor-aktor di 
luar lingkungan pemerintahan itu sendiri (overloaded government). 

Salah satu contohnya adalah model kolaborasi yang dilakukan pemerintah 
dengan mengembangkan berbagai pusat pelatihan, dengan menggandeng 
banyak sektor termasuk industri swasta atau privat. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Donahue dan Zeckhauser (2011), bahwa dengan kerjasama antara 
aktor swasta dan publik dapat menyajikan pencapaian tujuan atau misi yang 
lebih efektif dibandingkan dengan yang dilakukan sendiri.

Dalam praktiknya, pendaftaran pelatihan kerja tersebut memiliki dua 
desain implementasi, yaitu digital, di mana peserta memilih jenis pelatihan 
melalui platform seperti, GoJek, Tokopedia, atau Jobstreet (Antaranews.
com, 24/10). Setelah itu, peserta juga dapat memilih melakukan pelatihan 
dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka) dan secara regular, yakni 
pelatihan. Sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di Lembaga Pelatihan 
Kerja (LPK) pemerintah dan Training Center (TC) swasta. Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) juga akan dilibatkan dalam memberikan pelatihan.

Penerima akan mendapatkan insentif atau dana maksimal selama tiga bulan 
(Katadata.co.id, 24/09). Insentif tersebut akan menjadi bekal bagi pengguna 
kartu untuk mencari pekerjaan. Insentif dapat digunakan sebagai uang 
transportasi untuk mengikuti kursus atau pelatihan. Dana tersebut akan 
dikirimkan melalui rekening pengguna. Dalam hal ini, pemerintah bekerja 
sama dengan Project Management Office (PMO). 

Pemerintah masih terus membahas siapa PMO yang bisa diajak bekerjasama 
dalam proyek ini. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menyampaikan, ia 
masih membuka pintu bagi para profesional untuk terlibat sebagai pengelola 
proyek Kartu Pra-Kerja (Liputan6.com, 27/09). PMO dibentuk untuk 
memberikan berbagai pelayanan kepada organisasi. Beberapa diantaranya 
adalah: menetapkan dan “menstandardisasikan” proses pengelolaan proyek 
(project management), yang dapat memangkas waktu di muka dan biaya 
untuk menjalankan setiap proyek; memberikan quality assurance untuk semua 
proyek – mulai dari memberikan penilaian kualitas proyek hingga mengaudit 
kemajuan dan kepatuhan setiap proyek kepada proses dan tujuan.

Selain itu, PMO juga melengkapi sumber daya proyek untuk aktivitas proyek 
yang spesifik, seperti Project Planning di tahap awal; Project Monitoring dan 
pengukuran kinerja; meninjau penyampaian proyek; memberikan pendidikan 
dan pelatihan bagi Project Manager dan anggota tim proyek; serta memenuhi 
kebutuhan akan “pusat penyimpanan” bagi pengetahuan mengenai Project 
Management, best practice, dan sumber daya lainnya (Shiftindonesia.com, 
03/09).
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Sejumlah alasan melatarbelakangi kuatnya komitmen Presiden Jokowi dalam 
mewujudkan Kartu Pra-Kerja. Pertama, pada bulan Februari 2019, TPT telah 
turun ke angka 5,01% dari 5,33% pada periode yang sama tahun 2017 (Tirto.
id, 14/08). Jumlah pengangguran pun berkurang sebanyak 190 ribu orang dari 
7,01 juta menjadi 6,82 juta orang dalam dua tahun belakangan. Namun, angka 
tersebut tidak memperlihatkan perbaikan yang signifikan. 

Kedua, salah satu program peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan 
Kemnaker melalui balai-balai latihan kerja belum sepenuhnya berhasil. Balai 
Latihan Kerja (BLK) atau yang sekarang berada di bawah naungan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah di 
Indonesia (BLKD) ditujukan untuk mewadahi pengembangan mereka yang 
lulus dari pendidikan dasar dan memiliki kemampuan. 

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, 
Muhajir Effendi (Vivanews, 07/10), pemerintah bersama dengan Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tengah merumuskan standar 
kompetensi dan sertifikasi untuk para peserta pelatihan yang dididik melalui 
program pemagangan industri maupun BLK. Standar dan sertifikat kemahiran 
tersebut juga akan di setarakan dengan standar internasional. Misalnya, pelaut 
dengan standar International Maritime Organization (IMO), kemudian untuk 
hotel, yaitu Asosiasi Perhotelan Internasional (API). Harapannya ketika 
selesai, peserta pelatihan menjadi sama kompetensinya dengan pekerja asing 
lain. 

Selain itu, indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional tahun ini 
hanya mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin atau meningkat dari 60,81 
di tahun lalu menjadi 61,06 (Nasional.kontan.co.id, 14/10). Dengan poin 
tersebut, status pembangunan ketenagakerjaan nasional masih berada pada 
kategori menengah bawah.

Terdapat sembilan indikator utama yang menjadi tolok ukur IPK Nasional. 
Indikator tersebut, yaitu perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga 
kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga 
kerja; jaminan sosial tenaga kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; 
kondisi lingkungan kerja, serta hubungan industrial. 

Menteri Hanif juga menerangkan bahwa salah satu penyebab IPK nasional 
yang tidak naik signifikan karena kemampuan atau keterampilan tenaga kerja 
yang rendah (Nasional.kontan.co.id, 14/10). Struktur ketenagakerjaan di 
Indonesia juga masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP, dan masih banyak 
tenaga kerja yang kemampuannya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 
(mismatch).

Untuk mendorong pembangunan ketenagakerjaan, Kemnaker juga 
memberikan penghargaan nasional kepada Provinsi yang telah berhasil 
dalam pembangunan ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut diberikan 
setiap tahun, sejak tahun 2011 lalu. Terdapat enam indikator utama dalam 
penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), yakni perencanaan 
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tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja; 
hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja, serta jaminan sosial tenaga 
kerja (Semarang.bisnis.com, 14/10).

Pada tahun ini diketahui bahwa provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan 
kategori Besar Terbaik Pertama adalah Jawa Tengah (Katadata.co.id, 18/10). 
Selanjutnya diikuti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Provinsi dengan 
Urusan Ketenagakerjaan kategori Sedang Terbaik Pertama DI Yogyakarta, 
disusul DKI Jakarta, dan ketiga Kalimantan Tengah. Provinsi dengan Urusan 
Ketenagakerjaan kategori Kecil Terbaik Pertama Kalimantan Utara, diikuti 
Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

Sektor industri atau usaha pada dasarnya menjadi salah satu sektor tumpuan 
dalam mengurangi pengangguran dan kemajuan pembangunan perekonomian 
bangsa. Sektor ini memiliki peranan kunci dalam menghasilkan lapangan 
kerja. Rencana adanya super tax deduction yang ditawarkan pemerintah 
sebagai insentif bagi pelaku usaha yang turut melakukan investasi pendidikan/
pengembangan SDM dan riset dan pengembangan harus dipersiapkan dengan 
matang. 

Memperkuat Kolaborasi dengan Boundary Spanner  

Bagaimanapun, kolaborasi harus ditunjang dengan komitmen dan penguatan 
kepemimpinan (leadership). Namun, ada beberapa hal yang patut menjadi 
catatan dalam pelaksanaan kolaborasi, yaitu terkait pentingnya perencanaan 
dan pengelolaan yang baik dalam kolaborasi untuk menunjang keberhasilan 
kebijakan Kartu Pra-Kerja. 

Kolaborasi pemimpin atau aktor dengan sektor industri sangat diperlukan 
melihat pengangguran pada dasarnya merupakan masalah bersama. 
Pengangguran juga merupakan masalah yang harus ditekan untuk perbaikan 
kesejahteraan individu. Kolaborasi akan melahirkan sinergi antaraktor yang 
terlibat dalam Kartu Pra-Kerja. 

Masalah klasik yang terjadi selama ini, berbagai bentuk kolaborasi pemerintah 
sulit untuk mencapai sinergi karena kurangnya keterlibatan dan komunikasi 
antara pihak-pihak terkait. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan boundary 
spanner yang dipilih secara cermat untuk mengupayakan dan mengelola 
hubungan antar pemangku kepentingan. Secara khusus orang yang mampu 
menghubungkan pemerintah dengan sektor industri. Boundary spanner 
juga harus mampu menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan agar 
lebih terbuka dalam pertukaran informasi untuk menunjang keberhasilan 
perencanaan dan program Kartu Pra-Kerja.

Boundary spanner dapat menempati posisi ketua proyek atau yang ditentukan 
dalam tim. Sejauh ini, Kemnaker menjadi penyambung Presiden Jokowi 
dalam rencana implementasi Kartu Pra-Kerja dan penyelenggara pelatihan 
kerja melalui BLK. Evaluasi terhadap BLK menjelang penentuan Tim PMO 
Kartu Pra-Kerja sebaiknya dilakukan agar Kartu Pra-Kerja dapat efektif.
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Pentingnya Memperkuat dan Memperjelas  
Kebijakan Pemerintah

Lebih jauh, hal lain yang juga sangat mendasar adalah kebijakan yang 
memperkuat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Undang-Undang (UU) tersebut menjadi landasan pemerintah dalam 
memperkecil angka pengangguran. Dalam Pasal 4 UU tersebut juga dituliskan 
secara gamblang tujuan pembangunan ketenagakerjaan.

Tujuan itu meliputi, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja 
secara optimal dan manusiawi; memberdayakan dan mendayagunakan 
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan 
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan 
kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan 
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Diketahui Presiden Jokowi juga akan membuat UU terkait penciptaan 
lapangan kerja atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja untuk memperkuat 
UU No. 13 Tahun 2003. Langkah Presiden Jokowi untuk membuat UU patut 
diapresiasi. Bagaimanapun, harapannya UU tersebut akan mempermudah 
pembukaan lapangan kerja baik dari asing maupun perusahaan domestic, 
selain juga dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam penelitian Fitroh Hanrahmawan (2010), dengan judul “Revitalisasi 
Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja 
Industri Makassar)”, berbagai peraturan yang diciptakan bertujuan untuk 
memberikan motivasi dan semangat usaha, tidak sebaliknya (menjadikan 
pengusaha atau kegiatan usaha menjadi objek penghasilan semata). Insentif 
bagi pengusaha juga menjadi sangat penting. Suasana kondusif dapat 
tercipta karena pemerintah dan pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan 
memberikan berbagai kemudahan (insentif ekonomi) bagi pengembangan 
usaha. 

Kondisi yang selaras juga diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani (Ekonomi.bisnis.com, 19/08). Menurut 
Shinta, selama ini pelaku usaha sangat kesulitan mengklaim insentif pajak 
pemerintah melalui program super tax deduction sehingga kebijakan insentif 
tidak membawa dampak ekonomi yang diharapkan. Shinta menilai apabila 
program super tax deduction ini dapat lebih mudah diklaim oleh pelaku usaha, 
diyakini pelaku usaha akan dengan senang hati dan beramai-ramai melakukan 
investasi pengembangan SDM dan Research and Development (R&D). 

Pemberian insentif pajak ataupun dukungan terhadap R&D untuk industri 
yang turut dalam pengembangan dan penciptaan lapangan kerja harus 
direalisasikan dengan skema yang jelas dan tidak berbelit. Menurut Shinta, 
super tax deduction juga akan membawa trickle-down effect pengembangan 
SDM terhadap produktivitas ekonomi nasional. 



81Indonesia 2019 – Vunny Wijaya 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Presiden Jokowi selaku inisiator harus mampu mendorong kolaborasi yang 
tepat dengan berbagai pihak atau Tim PMO yang akan dibentuk dalam 
implementasi Kartu Pra-Kerja. Kolaborasi pada intinya bertujuan untuk 
membangun kesepahaman, menyamakan visi, misi dan strategi. Lebih dari 
itu, kolaborasi diarahkan agar tujuan berbagai aktor yang terlibat dapat 
menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan

Skema kolaborasi yang dilakukan pemerintah dalam program Kartu Pra-
Kerja melalui PMO harus diiringi dengan insentif yang jelas bagi pengusaha. 
Kolaborasi dalam PMO nanti diharapkan menitikberatkan pada hubungan 
yang lebih intens dengan industri. Pemerintah juga diharapkan dapat memilih 
atau menggandeng Tim PMO Kartu Pra-Kerja dengan teliti. Pemilihan tim 
dari kalangan profesional juga sangat diharapkan. 

Wacana undang-undang terkait penciptaan lapangan kerja atau Undang-
undang Cipta Lapangan Kerja untuk memperkuat UU No. 13 Tahun 2003 
harus dirancang secara serius dengan melibatkan aktor-aktor yang ada. 
Pemerintah diharapkan dapat secara bijak menampung keluhan dan masukan 
pelaku industri, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian harapan, permasalahan 
yang terjadi dapat ditangani dengan baik.
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Bagian Enam
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 
DALAM PENGGAMBARAN MEDIA

Nopitri Wahyuni

Latar Belakang

Tulisan ini akan membahas bagaimana media memotret RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai salah 

satu rencana kebijakan yang tengah didorong. Potret media 
tersebut berjalan beriringan dengan konteks dan data yang 
menunjukkan mirisnya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, 
serta perdebatan urgensi payung hukum yang melingkupi jenis-
jenis kekerasan yang belum diakomodir oleh hukum yang telah ada 
sebelumnya.

Sembari berefleksi, kasus-kasus kekerasan seksual mencuat ke 
permukaan setahun ke belakang. Kasus Agni dan “menara gading” 
Universitas Gadjah Mada yang berujung damai, atau kasus Baiq 
Nuril yang terperangkap ke dalam jeratan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menjadi representasi 
kasus yang tidak dapoat diabaikan. Nahasnya, di samping kasus 
yang berhasil ditangkap media, banyak kasus serupa pun harus 
berujung pada nasib menyedihkan atau tenggelam begitu saja.

Setidaknya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) mencatat terdapat peningkatan kasus 
kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Catatan 
Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan memaparkan fakta 
bahwa terdapat 406.178 kasus yang dilaporkan. Angka tersebut 
meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni mencapai 
348.466 kasus atau terjadi kenaikan persentase pelaporan sebesar 
14 persen. 
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Dari sumber yang sama, jenis kekerasan seksual yang memperburuk angka 
tersebut masih didominasi pada kekerasan di ranah personal. Sebanyak 71 
persen atau 9.637 kasus adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/
ranah personal (RP), terutama kekerasan fisik (3.927 kasus), kekerasan 
seksual (2.988 kasus) dan kekerasan psikis (1.658 kasus). Kemudian, sekitar 
28 persen atau 3.915 kasus adalah kasus kekerasan seksual di ranah publik, 
seperti pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan 
seksual (394 kasus). Selain itu, terdapat 16 kasus atau 0.1 persen kekerasan 
terhadap perempuan di ranah negara.

Sejalan dengan tingginya kasus tersebut, Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual, yang kemudian disingkat menjadi RUU 
P-KS, masuk ke pusaran diskursus publik. Jika ditilik kembali, gagasan 
mengenai payung hukum tersebut bermula dari tingginya angka kekerasan 
seksual sepanjang tahun 2001-2011 dengan angka 25 persen adalah kasus 
kekerasan seksual. Catatan dari Komnas Perempuan, sekitar 35 perempuan 
menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. 

Dasar data mengenai kekerasan seksual dalam kurun 10 tahun tersebut menjadi 
dasar pengembangan legislasi. RUU P-KS dikembangkan sejak tahun 2014 
dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Ahli hukum, kelompok 
perempuan, akademisi dan pemerintah berembuk untuk menghasilkan RUU 
P-KS dan naskah akademis yang kemudian masuk dalam badan legislasi 
pada tahun 2016. Pada bulan Februari 2017, RUU tersebut merangkak naik 
menjadi salah satu RUU inisiatif DPR dan sejak itu pula pembahasan RUU 
masih berjalan pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama 
tiga tahun. Bahkan, RUU P-KS harus dialihkan ke periode legislasi selanjutnya 
(2019-2024). 

Upaya memasukkan payung hukum tersebut tidak terlepas dari nafas 
yang dihembuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrmination 
Against Women). Kemudian, RUU P-KS juga berupaya mengisi kekosongan 
produk hukum yang telah ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang hanya mencakup pemerkosaan dan pencabulan. 

Namun, sepanjang perjalanannya sampai tahun 2019, RUU P-KS menghadapi 
berbagai lika-liku yang tidak mudah. Selain proses legislasi yang berjalan 
sangat lambat, RUU tersebut memicu narasi penolakan yang cukup masif 
untuk mempertentangkan substansi yang berpihak pada sistem keadilan 
terhadap perempuan tersebut dengan prinsip-prinsip tradisional. Salah satu 
penolakan yang cukup menggema terkait dengan kritik terhadap RUU P-KS 
yang menyiratkan keleluasaan aktivitas seksual konsensual di luar ikatan 
pernikahan (Walton, 2019). 

Diskursus yang berjalan seiring dengan proses legislasi tersebut tidak terlepas 
dari amplifikasi media. Berbagai fitur pada pemberitaan media menjadi faktor 



RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Penggambaran Media86

penting dalam membentuk diskursus publik karena mereka menginformasikan 
berbagai isu yang tengah merajai masyarakat dan menyediakan kerangka 
bagi masyarakat untuk menginterpretasikannya (Sutherland dkk., 2015). 
Walaupun pembaca media berita online (daring) bukan sekadar penerima 
informasi secara pasif, siapa atau apa yang dipilih untuk ditampilkan di berita 
dan bagaimana individu-individu atau kejadian tersebut digambarkan, akan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, kepercayaan dan perilaku 
mereka (Fllod dan Pease, dalam Sutherland dkk., 2015). 

Dalam konteks membicarakan kebijakan, peran media berita menjadi 
semakin bergerak dari sekadar menjadi penyampai pesan secara pasif menuju 
keberpihakan (Page, dalam Voltmer dan Koch-Baumgarten, 2017). Saat 
ini, media mengambil bagian penting pada representasi politik dengan cara 
membentuk agenda diskursus publik dan menyumbang preferensi mereka 
pada perdebatan publik (Bennet dan Entman, dalam Voltmer dan Koch-
Baumgarten, 2017). Selain itu, Stromberg dan Snyder (2008) mengatakan 
bahwa peran media mampu mendorong pembaca secara politis dan 
meningkatkan manfaat program pemerintah. 

Dalam proses legislasi, peran media berita dalam advokasi kebijakan dan 
implementasinya memang cukup signifikan. Namun, dampak sebenarnya 
lebih banyak disebabkan oleh determinasi, rancangan maupun perdebatan 
terhadap rencana kebijakan, serta evaluasi terhadap perspektif nilai dari 
kebijakan tersebut. Pengemasan media berita tersebut membuat pembaca 
mempercayai bahwa isu tersebut penting. 

Di antara berbagai jenis media tersebut, media berita daring menjamur dan 
menjangkau berbagai kalangan pembaca secara lebih luas dan cepat. Menurut 
catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2018), 
saat ini terdapat 100 media pemberitaan daring yang terverifikasi dari 43 ribu 
portal media daring yang tersebar di jagad maya. Angka tersebut berkontribusi 
menempatkan Indonesia dengan jumlah media massa terbanyak di dunia 
(Tempo, 10/02/18). 

Menelisik lebih jauh ke dalam isu kekerasan seksual, peranan media daring pun 
perlu dipertanyakan. Sebuah kajian dari Komnas Perempuan pada tahun 2011 
mengenai isu kekerasan seksual di delapan koran cetak, dapat menjadi contoh 
bagaimana media memainkan peran dalam menggambarkan isu kekerasan 
seksual. Namun, saat ini belum terdapat penelitian lebih jauh mengenai media 
berita daring berperan penting dalam menggambarkan proses pembuatan 
kebijakan, terutama mengenai rencana kebijakan yang berpihak pada keadilan 
gender. Berdasarkan uraian tersebut, laporan tahunan ini dibuat berdasarkan 
penelitian yang mengerucutkan gagasan mengenai penggambaran media 
terhadap RUU P-KS sebagai bagian dari rencana kebijakan yang tengah 
digalakkan di Indonesia. 
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Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima media pemberitaan daring sebagai materi 
analisis media. Lima media tersebut adalah Detik, Liputan 6, Kompas, Suara, 
dan CNN Indonesia. Kelima media tersebut dipilih berdasarkan indeks 
pemeringkatan media daring yang paling banyak diakses oleh pembaca. 
Analisis media dilakukan dengan rentang waktu sembilan bulan (Januari 
sampai September 2019) dengan justifikasi bahwa pada rentang waktu 
tersebut, pemberitaan mengenai RUU P-KS mengalami peningkatan secara 
masif seiring pro-kontra RUU P-KS jelang peringatan Hari Perempuan 
Internasional 2019 sampai dengan proses legislasi RUU P-KS di DPR.

Analisis media dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode 
kualitatif. Secara umum, metode kuantitatif dilakukan untuk menghimpun 
jumlah pemberitaan tentang RUU P-KS dan memilah pemberitaan tersebut 
berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kategori yang dipilih secara umum 
ialah jumlah pemberitaan, dinamika ketercakupan, penempatan berita, serta 
kategori berita. Sedangkan, metode kualitatif digunakan untuk menggali lebih 
dalam keberpihakan media daring terhadap upaya pengesahan RUU P-KS. 

Kebijakan Publik, Gender dan Media

Media memiliki peranan yang signifikan bagi masyarakat. Dalam penuturan 
Ross Tapsell (2017), digitalisasi memberikan ruang bagi pemberdayaan 
masyarakat melalui tiga cara utama: 

1.	 Proses demokratis: media digital mendorong proses kampanye elektoral 
dengan memunculkan konsensus popular dan memampukan transparansi 
hasil elektoral tersebut; 

2.	 Diskursus publik: media digital memudahkan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam diskusi, membentuk konten media dan melakukan 
lobi kepada politisi agar suara mereka didengar; dan 

3.	 Mendorong reformasi kebijakan: media digital menjadi pendekatan 
penting untuk mendorong agenda-agenda perubahan.

Literatur lain dari Noelle-Neumann (1974) tentang The Spiral of Silence: 
A Theory of Public Opinion, mengungkapkan bahwa media massa memiliki 
dampak yang besar terhadap pembentukan opini publik. Pembentukan opini 
publik tersebut tidak lain disebabkan oleh kombinasi dari pengungkapan 
pesan-pesan maupun tema-tema dari waktu ke waktu (cumulation), media 
yang digunakan beraneka ragam dan bergerak secara masif (ubiquity), dan 
penggambaran isu atau kejadian secara tunggal yang digunakan oleh berbagai 
jenis media (consonance). 

Dalam konteks kebijakan publik, media dapat berkontribusi terhadap 
pembentukan agenda, baik publik maupun pembuat kebijakan, melalui 
pengungkapan isu penting pada waktu tertentu. Media pun dapat 
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mempengaruhi pandangan atau pemikiran publik dan pembuat kebijakan 
mengenai isu tertentu melalui pemilihan aspek dari realitas dan membuat 
isu tersebut dapat diterima. Terakhir, media dapat memengaruhi pembuat 
kebijakan melalui pembentukan opini (Bou-Karroum dkk., 2017). 

Pada literatur yang sama, ditemukan keterkaitan antara proses kebijakan 
publik dan pengaruh media pada setiap tahap kebijakan. Pengaruh tersebut 
antara lain:

1.	 Pembentukan agenda (agenda-setting): media memiliki pengaruh kuat 
sebagai alat akuntabilitas untuk memprioritaskan dan menginisiasi diskusi 
kebijakan. Selain itu, media juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan 
kesadaran pembuat kebijakan akan isu yang digalakkan. 

2.	 Formulasi kebijakan (policy formulation): media berperan sebagai alat 
advokasi untuk memformulasi kebijakan.

3.	 Adopsi kebijakan (policy adoption): media berperan sebagai alat dalam 
memberikan kesadaran masyarakat untuk meraih dukungan publik terkait 
adopsi kebijakan.

4.	 Implementasi kebijakan (policy implementation): media berperan untuk 
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi atau hukum.

Pada studi tersebut, juga ditemukan suatu pernyataan menarik tentang efek 
media terhadap kebijakan publik. Telaah literatur tersebut menunjukkan 
bahwa perhatian yang diciptakan oleh media memiliki dampak negatif terhadap 
advokasi kebijakan dalam bentuk mobilisasi lawan atau pihak kontra yang 
bergerak melawan rancangan undang-undang yang tengah diadvokasikan 
oleh media. 

Kemudian, berbagai literatur telah mengungkapkan keterkaitan dari kebijakan 
publik, gender dan media. Media memiliki peranan penting dalam mendorong 
kebijakan yang memperhitungkan keadilan gender. Media mampu membentuk, 
mereproduksi, juga mengubah norma-norma di masyarakat, ekspektasi 
dan kepercayaan yang memiliki dampak terhadap pemerataan kesempatan 
perempuan dan laki-laki.

Dalam telaah Padovani (2014), terdapat empat aspek penting yang relevan 
untuk memahami, menganalisis dan mendorong pengembangan kebijakan 
yang sadar gender. Aspek tersebut, antara lain: 1) konseptualisasi strategi 
komunikasi dengan perspektif gender, 2) penggunaan riset pada isu gender dan 
media, 3) pemetaan kontribusi jaringan ilmu pengetahuan untuk mendorong 
kebijakan sadar gender, dan 4) pengaturan landasan pengembangan kebijakan 
dan riset sensitif gender, serta kerangka advokasi media. 
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Temuan Pemberitaan RUU P-KS

Dalam Laporan Indonesia 2019 ini, The Indonesian Institute, Center for 
Public Policy Research (TII) berupaya melihat bagaimana media daring 
menggambarkan RUU P-KS sebagai salah satu rencana kebijakan yang harus 
didorong. Secara umum, temuan kali ini menunjukkan bahwa media menyoroti 
RUU P-KS dengan berbagai pro dan kontra yang ramai diperbincangkan, 
terutama menjelang akhir periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
2014-2019. Hal ini sangat terlihat berdasarkan nuansa pemberitaan RUU 
P-KS yang disampaikan oleh media pemberitaan dan berbagai pihak/instansi 
yang dikutip. 

Berdasarkan telaah media yang telah dilakukan, terdapat kurang lebih 550 
pemberitaan oleh lima media berita daring terpilih yang menyebutkan RUU 
P-KS, baik secara khusus maupun umum. Yang dimaksud secara khusus ialah 
RUU P-KS dibahas sebagai satu rencana kebijakan yang diperbincangkan 
dengan berbagai aspek yang terkait dengan isu tersebut. Sebaliknya, RUU 
P-KS dibahas secara umum ketika RUU P-KS tidak terlepas dengan berbagai 
kebijakan/rencana kebijakan lain yang menjadi tuntutan masyarakat. 

Secara persentase, berdasarkan media monitoring (Januari – September 
2019) dan seperti yang ditunjukkan di Gambar 6.1. berikut ini, media yang 
banyak menyiarkan berita tentang RUU P-KS ialah Detik dengan angka 34 
persen; diikuti Suara dengan angka 25 persen, Kompas dengan angka 21 
persen, CNN Indonesia dengan angka 13 persen, dan Liputan6 dengan angka 
7 persen.

Gambar 6.1. Jumlah Pemberitaan RUU P-KS di Media

Secara umum, dapat diketahui bahwa pemberitaan mengenai RUU P-KS 
memiliki dinamika yang cukup berarti. Porsi pemberitaan paling banyak terkait 
RUU P-KS berada di bulan September 2019 dengan jumlah 316 berita, seiring 
dengan periode sidang paripurna Proglenas 2014-2019, serta aksi demonstrasi 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. 

Gelombang aksi demonstrasi massa sangat beragam, mulai dari menuntut 
pengesahan RUU P-KS maupun sebaliknya. RUU P-KS pun menjadi 
salah satu tuntutan yang disampaikan pada aksi demonstrasi bertajuk 
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#ReformasiDikorupsi yang dilakukan pada tanggal 23-24 September 2019 
maupun 30 September 2019 (Kompas.com, 24/09/2019).

Kemudian, bulan pemberitaan paling tinggi juga berada pada bulan Februari 
2019 dengan angka 62 berita, disusul dengan bulan Maret 2019 dengan angka 
49 berita dan bulan Juli 2019 dengan 38 berita. Sedangkan, bulan Agustus 
2019 memiliki 31 berita, serta bulan Januari dan April 2019 dengan 25 berita 
masing-masing. Pemberitaan paling sedikit berada pada bulan Mei 2019 
dengan angka 4 berita. Sedangkan, berdasarkan penelusuran pada media-
media terpilih, tidak ada satupun pemberitaan menyangkut RUU P-KS pada 
bulan Juni 2019 (lihat Gambar 6.2.). 

Dapat dikatakan bahwa dinamika pemberitaan mengenai RUU P-KS 
mengalami fluktuasi seiring gelombang desakan oleh berbagai instansi terkait, 
seperti Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Kemenpppa), aktivis lembaga masyarakat sipil, akademisi 
maupun masyarakat secara umum. Gelombang desakan tersebut sangat 
berpengaruh terhadap pemberitaan media. 

Gambar 6.2. Dinamika Ketercakupan Pemberitaan RUU P-KS

Berdasarkan penempatan berita, media daring banyak menempatkan 
pembahasan mengenai RUU P-KS di badan berita. Secara umum, dapat 
dilihat bahwa media yang banyak menempatkan berita mengenai RUU P-KS 
di badan berita ialah Liputan6, Suara dan CNN Indonesia. 

Dapat dilihat berdasarkan Gambar 6.3 di bawah ini, pembahasan RUU 
P-KS di badan berita banyak dilakukan oleh Suara dengan angka 108 berita, 
diikuti CNN Indonesia dengan 55 berita, serta Liputan6 dengan 29 berita. 
Sedangkan, media yang banyak menempatkan frasa RUU P-KS secara 
langsung di judul berita ialah Detik dan Kompas dengan angka masing-masing 
109 berita dan 65 berita.
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Gambar 6.3. Penempatan Berita RUU P-KS

Selain itu, diidentifikasi bahwa keseriusan media pemberitaan daring terhadap 
isu RUU P-KS juga dapat dilihat dari sejauh mana media menempatkan 
RUU P-KS pada section atau kategori berita di media mereka. Berdasarkan 
temuan media monitoring yang dilakukan, media menempatkan RUU P-KS 
paling banyak pada kategori nasional dengan 346 berita dan diikuti dengan 
berita regional dengan 88 berita. Penempatan berita pada kategori nasional 
telah menyiratkan bahwa isu RUU P-KS memang isu nasional yang menjadi 
keprihatinan sekaligus urgensi bersama. 

Catatan menarik di sini, banyaknya berita pada kategori regional berkaitan 
dengan gelombang desakan pengesahan maupun penolakan di berbagai daerah. 
Misalnya, seperti dilansir dari Detik.com (16/08/2019), massa demonstrasi di 
Bandung mengatakan bahwa RUU P-KS tidak tepat diterapkan di Indonesia. 
Kemudian, gelombang massa pro RUU P-KS juga menyampaikan tuntutan 
kepada DPR untuk mengesahkan RUU tersebut (Detik.com, 25/09/2019). 
Adanya pro dan kontra di berbagai daerah tersebut tentu memiliki sumbangsih 
besar terhadap peningkatan porsi pemberitaan, baik secara regional maupun 
nasional. 

Selanjutnya, RUU P-KS juga digambarkan memiliki keterkaitan dengan isu 
kesehatan. Dapat dilihat dari Gambar 6.4. di bawah, RUU P-KS pada kategori 
tersebut memiliki angka 8 berita. Pada sebuah berita dari Detik Health 
(6/08/2019), muncul perbincangan mengenai keterkaitan RUU P-KS dengan 
risiko penyakit menular seksual yang ditimbulkan dari tindak kekerasan 
seksual. 

Selain itu, perbincangan tentang RUU P-KS juga disediakan dalam kategori 
kolom yang memuat narasi komprehensif terkait isu tersebut. Narasi tersebut 
memberikan ruang terhadap upaya melakukan edukasi kepada pembaca 
dengan wawasan RUU P-KS berbasis data sekaligus menepis hoaks-hoaks 
yang beredar. Pada temuan kali ini, perbincangan tersebut termuat dalam 
10 buah artikel kolom. Salah satu kolom ditulis oleh Kalis Mardiasih yang 
menyoroti RUU P-KS dan perjuangan para korban kekerasan seksual (Detik.
com, 6/9/2019). 
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Beberapa angka signifikan lainnya adalah pada berita kategori peristiwa/tren, 
politik, gaya hidup dan teknologi (lihat Gambar 6.4.). Masing-masing memiliki 
angka 15 berita, 8 berita dan 5 berita. Untuk 67 berita lainnya termuat dalam 
berbagai kategori, seperti video, foto, jaringan maupun internasional.

Gambar 6.4. Penempatan Isu RUU P-KS pada Kategori Berita

Kemudian, ditemukan dari identifikasi nuansa pemberitaan, RUU P-KS 
memang tidak terlepas dari pro-kontra. Umumnya, berita-berita yang 
muncul memiliki nuansa positif. Besarnya pemberitaan bernuansa positif 
dapat terlihat dari pemberitaan oleh Detik, Kompas dan Suara dengan angka 
masing-masing mencapai 82 berita, 48 berita dan 35 berita. Nuansa berita 
yang positif tersebut lebih banyak mengakomodasi urgensi pengesahan RUU 
P-KS berlandaskan data dan fakta yang bersumber dari naskah akademis, draf 
RUU P-KS maupun pendapat para ahli dan akademisi dari lembaga/instansi 
yang relevan. 

Selain itu, berita-berita yang bernuansa negatif lebih besar terdapat pada 
CNN Indonesia dengan angka 18 berita. Sedangkan, Liputan6 memiliki jumlah 
pemberitaan dengan nuansa positif dan negatif yang sama, yaitu masing-
masing 12 berita. Kompas dan Detik pun memiliki pemberitaan bernuansa 
negatif yang cukup signifikan, yakni masing-masing 34 berita dan 68 berita. 

Besarnya angka tersebut sangat terkait dengan konten pemberitaan yang 
memuat unsur opini atau hoaks yang menyesatkan terkait dengan RUU P-KS, 
misalnya mengandung unsur meleluasakan hubungan konsensual di luar 
pernikahan, legalisasi kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) 
atau pro-aborsi. Salah satu berita dengan nuansa negatif ditayangkan di Detik 
(04/02/2019) yang memuat unsur penggambaran RUU P-KS sebagai RUU 
yang pro-zina. Tingginya angka berita dengan nuansa negatif tersebut juga 
terkait dengan munculnya petisi online yang diinisiasi oleh Maimon Herawati 
untuk menolak pengesahan RUU P-KS.

Namun, banyak pemberitaan yang tidak secara khusus membahas tentang 
RUU P-KS dan cenderung bernuansa netral. Tingginya pemberitaan dengan 
nuansa tersebut dimiliki oleh Suara dengan angka 85 berita, diikuti oleh 
Detik dengan 39 berita dan CNN Indonesia dengan 38 berita. Kompas dan 
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Liputan6 berada pada di urutan terakhir dengan angka 31 berita dan 17 berita. 
Nuansa pemberitaan bersifat netral ditengarai berkaitan dengan peristiwa 
aksi demonstrasi pada bulan September 2019 lalu. Banyak pemberitaan 
menyebutkan RUU P-KS sebagai salah satu tuntutan pada demonstrasi 
tersebut tanpa banyak membahas RUU P-KS lebih luas. Gambar 6.5. 
memperlihatkan nuansa pemberitaan tersebut.

Gambar 6.5. Nuansa Pemberitaan RUU P-KS per Media

Temuan penting lainnya adalah terkait dengan kutipan pemberitaan instansi. 
Beberapa instansi yang memiliki sorotan paling banyak ialah Komnas 
Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Kemenpppa), lembaga bantuan hukum, lembaga masyarakat sipil maupun 
tokoh/figur publik. Instansi-instansi tersebut paling banyak disebut sebagai 
representasi instansi yang mendesak pengesahan RUU P-KS agar dapat 
diwujudkan oleh DPR/DPRD maupun pemerintah pusat (Presiden). 

Pihak yang juga banyak disebut karena mendesak pengesahan RUU P-KS ialah 
pakar/akademisi dari lembaga penelitian dan professional, serta universitas. 
Selain itu, organisasi massa yang memiliki keterkaitan dengan identitas agama 
tertentu, seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Fatayat NU, 
juga diidentifikasi memberikan perhatian besar terhadap upaya pengesahan 
RUU P-KS. 

Di sisi lain, beberapa instansi banyak diangkat ke permukaan karena menolak 
pengesahan RUU P-KS. Misalnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang 
secara terang-terangan menunjukkan penolakannya terhadap pengesahan 
RUU P-KS dengan argumentasi-argumentasi seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya. Beberapa figur publik yang terkait dengan partai tersebut juga 
menjadi corong penolakan pengesahan RUU P-KS. Di samping itu, instansi 
yang disebut dan memiliki dasar pertimbangan untuk menunda pengesahan 
RUU P-KS ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan, catatan temuan lainnya adalah penyebutan kepolisian/TNI dan 
masyarakat. Dua kelompok tersebut banyak disebut berkaitan dengan aksi 
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demonstrasi pada bulan September 2019 lalu. Pada sisi masyarakat, RUU P-KS 
menjadi perhatian masyarakat pada tuntutan mereka terhadap pemerintah. 
Pada sisi kepolisian/TNI, banyak berkaitan dengan upaya menghalau aksi 
demonstrasi tersebut. 

Lainnya adalah peran peradilan yang banyak dikritik pada pengentasan Kasus 
Baiq Nuril. Sedangkan, Pemerintah Daerah berkaitan dengan beberapa 
komitmen mereka yang timbul akibat gelombang tuntutan pengesahan 
maupun penolakan RUU P-KS. Gambar 6.6. menunjukkan pemberitaan 
mengenai instansi terkait dalam hubungannya dengan RUU P-KS tersebut.

Gambar 6.6.  Kutipan Pemberitaan Instansi

Analisis Temuan 

Peran media terhadap RUU P-KS sangatlah penting. Sampai saat ini, RUU 
P-KS menjadi salah satu rencana kebijakan yang berputar dalam diskursus 
publik. Seperti pada temuan, RUU P-KS menghadapi pengalaman pro-
kontra dari masyarakat tentang substansi dari rencana kebijakan tersebut. 
Masyarakat dengan latar belakang yang beragam memiliki kesempatan untuk 
berpartisipasi memunculkan opini publik dan mendorong pemerintah, baik 
untuk mengesahkan maupun menolak sebagai kelompok penentang. Sesuai 
dengan literatur dari Tapsell (2017), media sangat signifikan untuk memberikan 
ruang selebar-lebarnya untuk membentuk konten-konten di media maupun 
melakukan negosiasi dengan politisi untuk memperkuat eksistensi suara 
mereka. 

Pada konteks RUU P-KS, kelompok pendukung RUU P-KS giat menyuarakan 
perspektif korban sebagai landasan untuk mengesahkan RUU tersebut. 
Sebaliknya, kelompok yang menolak RUU P-KS tentu menyuarakan bahwa 
muatan RUU tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap telah 
disepakati oleh masyarakat, seperti pelarangan hubungan konsensual di luar 
nikah, hubungan sesama jenis maupun aborsi. 

Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya angka nuansa pemberitaan 
positif maupun negatif pada media-media pemberitaan arus utama yang 
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dipilih. Detik dan Kompas, misalnya, memiliki persentase nuansa pemberitaan 
negatif yang sedikit di bawah pemberitaan positif. Beberapa berita pun 
digencarkan untuk menepis pemberitaan negatif melalui transmisi informasi 
dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi RUU P-KS, misalnya melalui 
kategori kolom.

Adanya serangkaian perdebatan atau diskursus yang tidak berkesudahan 
pada tahapan formulasi kebijakan tersebut memiliki kaitan dengan efek media 
terhadap kebijakan publik. Menurut Bou Karroum dkk. (2017), efek media 
tersebut tentu memiliki dampak dalam bentuk mobilisasi lawan atau pihak 
kontra yang bergerak melawan rancangan yang tengah diadvokasikan. Dalam 
hal ini, RUU P-KS pun tidak mampu lepas dari gelombang mobilisasi tersebut. 
Bahkan, RUU P-KS belum mampu memapankan dirinya pada tahapan 
formulasi kebijakan tersebut. 

Namun, pada konteks RUU P-KS, media belum memiliki kekuatan penuh 
sebagai motor reformasi kebijakan. Reformasi kebijakan pada dasarnya 
hadir sebagai kombinasi upaya berbagai aktor pemangku kepentingan dalam 
memaksimalkan ruang yang disediakan media digital untuk mendorong agenda-
agenda perubahan. Pada temuan, misalnya, untuk lima media berita daring 
terpilih, jumlah berita mencapai 550 berita dengan rerata berita ditempatkan 
pada kategori nasional dan regional. Dari sekian berita yang ditampilkan, hal 
yang banyak digambarkan ialah informasi mengenai peristiwa secara riil di 
masyarakat; belum sampai pada tahap mengemas isu tersebut dalam bentuk 
advokasi media. 

Walaupun begitu, media telah bergerak cukup giat memaksimalkan informasi 
walaupun tidak terlepas dari nuansa pemberitaan yang ada. Beragam instansi 
yang dikutip tidak lain ialah lembaga-lembaga yang memiliki fokus terhadap 
pengesahan RUU P-KS, seperti Komnas Perempuan, Kemenpppa, Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk 
Keadilan (APIK), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), 
beberapa partai pendukung RUU PKS (Partai Solidaritas Indonesia/PSI, 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP, Golongan Karya/Golkar, 
dll.), organisasi massa pendukung RUU P-KS (PBNU dan Fatayat NU), 
serta masyarakat umum. Kemudian, DPR/DPRD maupun pemerintah pusat 
adalah instansi yang banyak disebut-sebut oleh berbagai pihak tersebut yang 
bertanggungjawab untuk mengesahkan RUU P-KS. Pada sisi kontra, tokoh 
publik maupun partai penolak RUU P-KS (Partai Keadilan Sejahtera) banyak 
disebut dalam pemberitaan.

Kemudian, menurut Noelle-Neumann (1974), pembesaran isu RUU P-KS 
di media daring tentu memiliki dampak terhadap pembentukan opini publik. 
Naiknya RUU P-KS ke permukaan dapat dilihat dari dinamika ketercakupan 
media, terutama sejak bulan Januari 2019 sampai bulan September 2019. 
Bulan Februari dan bulan Maret 2019 serta bulan Juli sampai bulan September 
2019 ialah bulan-bulan dengan porsi pemberitaan yang besar. 
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Bou-Karroum dkk. (2017) pun menekankan bahwa pengaruh media terhadap 
pandangan atau pemikiran publik tidak terlepas dari pemilihan aspek dari isu 
dan waktu yang tepat. Bulan Februari dan Maret 2019 sangat lekat dengan 
peringatan Hari Perempuan Internasional 2019 dan kekerasan seksual sebagai 
salah satu potret problem di Indonesia. Sedangkan, bulan Juli sampai bulan 
September 2019 sangat dekat dengan periode akhir Proglenas 2014-2019. 

Berbagai media pun bergerak dalam ranah digital dan menggambarkan isu 
RUU P-KS secara tunggal. Berdasarkan temuan, dapat diidentifikasi bahwa 
Kompas dan Detik memiliki preferensi memberitakan RUU P-KS secara 
tunggal dengan menyebutkan secara jelas dalam judul berita ketimbang tiga 
media lainnya yang banyak membahas dalam badan berita. Tidak bisa ditampik 
bahwa cara tersebut memudahkan pembaca untuk menangkap pesan atau isu 
secara cepat dan lebih mudah diterima. 

Terakhir, RUU P-KS tidak terlepas dari rencana kebijakan yang mengedepankan 
inklusivitas, terutama gender. Pada studi kebijakan publik, gender dan media, 
peran media dapat membentuk, mereproduksi maupun mengubah norma-
norma di masyarakat sehingga berdampak terhadap keadilan gender. Namun, 
penolakan terhadap rencana kebijakan yang diusung menggambarkan 
kegagapan atau ketidaksiapan masyarakat untuk mengadopsi RUU tersebut, 
baik disebabkan tidak sampainya pesan secara sempurna maupun penggunaan 
landasan yang tidak berbasis data.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Padovani (2014) bahwa aspek penting 
dalam pengembangan kebijakan yang sadar gender harus memperhitungkan 
strategi komunikasi dengan perspektif gender, pengggunaan riset isu gender 
dan media maupun pemetaan jaringan ilmu pengetahuan yang digunakan 
sebagai landasan pengembangan kebijakan terkait gender. 

Aspek-aspek di atas nyatanya belum banyak ditemukan urgensinya oleh 
sebagian besar media berita daring. Sebab, pada dasarnya mereka lebih 
banyak menginformasikan isu atau peristiwa tanpa menelaahnya lebih lanjut. 
Berdasarkan temuan penelitian ini, banyak berita memang tergolong berita 
aktual yang masuk dalam kategori nasional dan bertujuan untuk menyampaikan 
suatu isu atau peristiwa kepada publik secara luas dan cepat, terutama terkait 
isu pro-kontra terhadap pengesahan RUU P-KS. Sementara, berita-berita 
yang meliput dengan tujuan edukasi maupun menggugah pembaca belum 
banyak dilakukan. 

Uraian analisis di atas menyimpulkan bahwa RUU P-KS hadir sebagai isu 
yang naik ke permukaan dan media mampu mendorong isu tersebut sampai 
pada bentuk diskursus publik. Namun, untuk sampai pada reformasi kebijakan 
dalam bentuk adopsi RUU tersebut ke dalam kebijakan, media dan berbagai 
pemangku kepentingan lainnya harus bergegas dan berkolaborasi untuk 
mengembangkan strategi yang lebih tepat agar suara untuk mengesahkan 
RUU P-KS dapat benar-benar ditangkap oleh pembuat kebijakan terkait.
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Catatan dan Rekomendasi

Laporan ini menunjukkan bahwa media berita daring memiliki pengaruh 
terhadap pembentukan opini publik terkait dengan RUU P-KS. Transmisi 
informasi yang dilakukan media memiliki dampak terhadap pembentukan 
opini massa, baik bersifat pro maupun kontra terhadap pengesahan RUU 
P-KS, sehingga diskursus publik tersebut tercipta. 

Walaupun begitu, perbedaan opini yang timbul tidak lain efek yang tidak 
diharapkan oleh advokasi media itu sendiri, yakni munculnya mobilisasi massa 
yang menentang RUU yang tengah diadvokasikan. Belajar dari hal tersebut, 
kurangnya konseptualisasi strategi untuk melakukan advokasi kebijakan dan 
rendahnya pengungkapan isu berbasis data masih menjadi perhatian bersama. 

Sampai bulan September 2019, RUU P-KS diputuskan untuk ditunda. 
Namun, gelombang pro-kontra memiliki kemungkinan untuk tetap terjadi dan 
terus-terusan menghambat proses adopsi kebijakan. Melihat hal tersebut, 
beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, media harus memperhitungkan untuk 
menginformasikan perihal RUU P-KS dengan pendekatan berbasis data atau 
riset yang relevan.

Pendekatan berbasis data dibutuhkan untuk menghempas opini-opini 
yang bersifat hoaks. Hal tersebut dapat diupayakan dengan banyak 
mengungkapkan berbagai jaringan lembaga masyarakat sipil maupun jaringan 
ilmu pengetahuan yang memiliki perhatian besar terhadap pengesahan 
RUU P-KS, seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, Kemenpppa, lembaga 
penelitian universitas, dan lembaga-lembaga terkait. Kolaborasi dengan 
jaringan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan dan atensi 
berbagai instansi, terutama membuka saluran informasi yang relevan kepada 
pengambil kebijakan terkait. 

Kedua, pengemasan informasi mengenai RUU P-KS perlu dirumuskan 
secara menarik dan menyentuh aspek-aspek yang memiliki nafas perspektif 
gender, terutama pengalaman korban. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
menaikkan narasi-narasi maupun pembumian isu-isu kekerasan seksual yang 
minim penanganan maupun perlindungan agar tetap mendapatkan perhatian 
dan keprihatinan publik. Edukasi tentang RUU P-KS melalui penggunaan 
multimedia maupun infografis pun dapat dilakukan untuk memberikan nafas 
baru dan menarik atensi pembaca yang lebih luas. Edukasi tersebut juga 
dapat didukung dengan menempatkan RUU P-KS sebagai berita utama atau 
nasional, serta pembubuhan frasa tersebut pada judul berita. 

Terakhir, RUU P-KS adalah rencana kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk 
memberikan ekosistem yang jelas terhadap perlindungan korban kekerasan 
seksual. Media berita daring memiliki peran penting untuk mengamplifikasi isu 
dan menimbulkan kesadaran pengambil kebijakan maupun publik terkait RUU 
P-KS. Melihat urgensi tersebut, fokus yang harus dibentuk adalah pengesahan 
RUU P-KS dengan memperhitungkan hubungan antar pemangku kepentingan 
sehingga kerangka advokasi kebijakan RUU P-KS dapat membuahkan hasil 
yang diharapkan bersama. 
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Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta pada 
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Profil Lembaga

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik 
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 
2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII 
merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber 
dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk 
masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan 
sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas 
pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan 
di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi 
beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, 
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada 
para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka 
memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah 
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII 
memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan 
publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah 
penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalu pelatihan dan kelompok 
kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum 
diskusi bulanan (The Indonesian Forum).
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RISET DAN PROGRAM

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu 
fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat 
pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan 
ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin 
meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan 
kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti 
ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi 
pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif dalam 
proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi 
sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada 
masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan 
demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial, kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, 
dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah 
(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan 
Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah 
Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses 
pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah 
Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan 
memiliki dasar akademik yang kuat.
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Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis 
normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan 
Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, 
antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik 
dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya 
Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah 
Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion 
(FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya 
akan dibahas.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak 
lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah 
daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah 
tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan 
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 
pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah 
dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta 
aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik. 

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII 
tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (policy assessment) yang akan 
ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti 
meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang 
TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan 
bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang 
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan 
prinsip-prinsip Open Government pada umumnya, dalam rangka meningkatkan 
partisipasi warga dalam proses kebijakan. 

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat 
dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan 
bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk 
memperbaiki pembangunan bidang- bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan 
Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, 
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan 
masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, 
perempuan, anak, dan lansia.
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Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah  
(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping 
& Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu 
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan 
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan 
memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya 
meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, 
ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun 
Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. 
Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan 
posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; 
serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif 
terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang 
TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek 
atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting 
dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis 
tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan 
rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi 
tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan 
pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk 
memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.
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DISKUSI PUBLIK - THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah- 
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan 
keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media 
bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para 
pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, 
akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah 
menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, 
politik, pemilukada, dan  sebagainya.  Pertimbangan utama pemilihan tema 
adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan 
publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan 
mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala 
TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku 
kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, 
khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap 
akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering 
tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri 
sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan 
kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting 
dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong 
dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, 
dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/
kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu 
demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik 
lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD 
menjadi penting untuk dilakukan.
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Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang  timbul  baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul 
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute 
mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan 
penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. Peran 
mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka 
mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan 
oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi 
pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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Jelang akhir tahun 2019, The Indonesian Institute, Center for Public Policy 
Research (TII) kembali mengeluarkan Laporan Tahunan, INDONESIA 
2019, yang memberikan analisis kami terhadap peristiwa dan kebijakan 
publik di tahun terkait. Kali ini, kami mengangkat empat topik kebijakan, 
yang meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial, dengan merujuk 
pada isu-isu kebijakan publik yang kami nilai sangat penting dan hangat, 
yang terjadi di tahun 2019.

INDONESIA 2019 kali ini mengangkat enam subtopik, yaitu “Melihat 
Tipologi Partai Politik di Pemilu 2019”; “Jual Beli Suara pada Pileg 2019: 
Studi Kasus di Jawa Tengah dan Jawa Timur”; “Menyigi Arah Politik dan 
Pembangunan Hukum Era Transisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
Jilid II”; “Re�eksi Kebebasan Ekonomi Indonesia Tahun 2019”; 
“Kolaborasi Antaraktor dalam Implementasi Kartu Pra-Kerja”, serta 
“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Penggambaran Media”.

Melalui INDONESIA 2019 dan berbagai publikasi dan kegiatan TII 
selama ini, TII selalu berkomitmen untuk berkontribusi positif dan 
signi�kan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel 
terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2019 
dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku 
kebijakan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. 
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